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ABSTRAK

Nama . Patrick Audhie, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Perolehan Hak Atas Tanah Bekas Hak Barat Setelah Menjadi

Tanah Yang Dikuasai Oleh Negara (Analisa Yuridis Putusan
Peninjauan ~ Kembali  Mahkamah  Agung Reg.No0.138
Pk/Pdt./2006).

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan
hukum bagi pemiliknya dengan cara mengumpulkan data yuridis dan data fisik.
Data yang terkumpul dan tersedia selalu dipelihara dan disesuaikan dengan
perubahan sehingga mudah disajikan bagi yang berkepentingan dan dapat
memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi pemiliknya.
Kepastian dan jaminan hukum hanya dapat diberikan hanya jika data yuridis dan
data fisik atas tanah dapat dipertanggungjawabkan. Kebenaran data tanah
mengakibatkan bukti kepemilikan tanah menjadi lebih kuat. Salah satu bukti
ketidakbenaran data tanah dapat ditemukan pada sengketa kepemilikan hak atas
tanah yang terletak di Jalan Embong Sawo No. 1, Surabaya, Jawa Timur.

Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah
bagaimanakah perolehan hak atas tanah bekas hak barat setelah menjadi tanah
yang dikuasai oleh negara. Metode penelitian yang dipakai adalah metode
penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji
kaidah-kaidah -atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian
menyarankan agar Badan Pertanahan Nasional tidak melampaui ataupun kurang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pihak yang kurang berkenan
dengan hasil yang ada terhadap tanah lebih aktif dalam memperjuangkan haknya.

Kata Kunci:
Tanah, Permohonan Hak, Perolehan Hak.
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ABSTRACT

Name : Patrick Audhie, S.H.
Study Program: Master of Notary
Title - Acquisition Of Land Rights Formerly West Rights After Becomes

A Land Which Controlled By The State (Analysis Of Judicial
Review Of The Supreme Court Reg.No0.138 PK/Pdt./2006
Verdict).

Land registration aimed to bring legal certainty and protection for the owner by
collecting juridical and physical data. Collected data are always maintained and
adjusted to the changes so that can be easily presented to the concerned parties
and to provide legal certainty and protection for the owner. Legal certainty and
security can only be granted only if juridical and physical data of land is
accountable. One of the uncertainty of the data of land can be found on the land
ownership rights dispute which is located at Jalan Embong Sawo No. 1, Surabaya,
East Java.

The issue raised in this study is how to acquire land rights formerly west rights
after becomes a land which controlled by the state. The legal research method
applied is juridical normative research methodology which focuses on the aspects
or norms of positive law. The results suggested that the National Land Agency
does not exceed or less in accordance with laws and regulations as well as those
who are less pleased with the result that there is to be more active in the struggle
for land rights.

Key words:
Land, Land Request, Land Acquisition.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis,
memiliki peranan yang penting baik bagi manusia dalam kehidupannya maupun
badan hukum untuk digunakan sebagai aset. Sebuah badan hukum, untuk dapat
tetap menikmati sebidang tanah badan hukum tersebut harus mengikuti peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia ini.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan
dengan diwakili oleh Ir. Soekarno, dengan adanya pernyataan ini maka Indonesia
tidak lagi berada dalam kekuasaan penjajah, dengan adanya pernyataan ini bangsa
Indonesia tidak lagi tunduk pada hukum penjajah karena sebelum adanya
pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dijajah selama kurang lebih 350 tahun
oleh bangsa Belanda dan kurang lebih 3 tahun di bawah penjajahan bangsa
Jepang.

Akan tetapi seperti halnya dengan negara-negara yang baru terbentuk, sistem
hukum yang mengatur tata hukum dalam negara belum dapat dibentuk maka
berdasarkan Aturan Peralihan pasal I Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya
disebut UUD 1945) segala peraturan-peraturan yang ada pada saat diberlaku-
kannya UUD 1945 masih berlaku selama belum dibentuk peraturan-peraturan
untuk menggantikannya®.

Berlakunya pasal | dari Aturan Peralihan UUD 1945 membawa serta
peraturan dari Indische Staatsregeling pasal 131 ayat 2 huruf a, pasal ini berisi
asas konkordansi yaitu asas yang memberlakukan peraturan-peraturan dari Negara
Belanda di negara-negara jajahan, dengan berlakunya pasal ini maka Negara
Indonesia juga berlaku peraturan-peraturan dari Negara Belanda. Selain dari

peraturan-peraturan yang berasal dari Negara Belanda di Negara Indonesia juga

! Indonesia (a), Undang-Undang Dasar 1945, Aturan Peralihan Psl 1.

1
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berlaku pula hukum adat yang berasal dan bersumber dari penduduk Indonesia
yang terdiri dari berbagai suku bangsa.

Adanya peraturan-peraturan kolonialisme yang bersumber dari Negara
Belanda dan juga hukum adat yang mengatur mengenai hukum agraria di Negara
Indonesia mengakibatkan pengaturan-pengaturan mengenai hukum agraria
menjadi saling tumpang tindih, membingungkan dan seringkali bertentangan bagi
rakyat Indonesia.

Dalam upaya untuk mengakhiri pertentangan diantara kedua hukum agraria
tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pembentukan
UUPA sebagaimana tertulis dalam penjelasan umum UUPA memiliki beberapa

tujuan, diantaranya yaitu®:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi peyusunan hukum agraria nasional, yang
akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan
keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka
masyarakat yang adil dan makmur;

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan
dalam hukum pertanahan;

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai
hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 membawa beberapa
perubahan-perubahan baik dibidang agraria di Negara Indonesia beberapa
perubahan di bidang peraturan-peraturan agraria adalah dengan dicabutnya

peraturan-peraturan di bidang agraria diantaranya adalah:*

1. KUHPerdata, khususnya yang mengatur tentang hak eigendom, hak
erfpacht, hak postal, dan hak-hak yang lainnya (Buku 11 KUHPerdata);

2. Agrarische Wet Staatsblad 1870 No. 55 sebagaimana yang dimuat dalam
pasal 51 IS;

3. Domein Verklaring, tersebut dalam keputusan agrarian (Agrarisch
Besluit), Staatsblad 1870 No. 118;

4. Algemene Domein Verklaring, tersebut dalam Staatsblad 1875 No. 119 a.

? Indonesia (b), Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5
Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043, Penjelasan Umum |I.
% J.B. Daliyo, et al., Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hal 139.
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5. Domein Verklaring untuk Sumatra, tersebut dalam Pasal 1 Staatsblad
1874 no 94 f;

6. Domein Verklaring untuk Karesidenan Manado, tersebut dalam Pasal 1
Staatsblad 1888 No. 55;

7. Domein Verklaring untuk Residentil Zuider en Oosterafdeling van
Borneo, tersebut dalam Pasal 1 Staatsblad 1888 No. 58;

8. Koninklijk Besluit 16 April 1872 No. 17 dan peraturan pelaksanaannya.

Perubahan berikutnya dibidang agraria adalah berakhirnya dualisme hukum
agraria dengan adanya unifikasi hukum dalam bidang hukum agraria di Indonesia.
Dengan pembentukan UUPA yang bersumber dari hukum adat dan tercermin dari

rumusan ketentuan Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan
Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme
Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercermin dalam Undang-
Undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala
sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum
4,
agama
maka berakhirlah dualisme di bidang hukum agraria yang terjadi di Indonesia
antara hukum agraria yang bersumber dari hukum adat dan yang bersumber dari
hukum kolonialis yang sempat menjajah Negara Indonesia.

Pemberlakuan UUPA berakibat pada hak-hak atas tanah yang semula terbagi
dari hukum agraria kolonialis yang berupa hak-hak atas tanah barat dan hukum
agraria yang bersumber dari hukum adat menjadi satu macam hak saja yang
berlaku di Negara Indonesia, yaitu hak-hak yang diatur oleh UUPA berupa: Hak
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa dan Hak
Milik atas Satuan Rumah Susun. Akibat lebih lanjut terhadap hak-hak atas tanah
barat berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA, hak-hak atas tanah barat
harus dikonversi menjadi hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA dan
terhadap hak atas tanah yang bersumber dari hukum adat yang lazimnya disebut
sebagai hak ulayat menurut pasal 3 UUPA, hak tersebut diakui sepanjang masih

ada akan tetapi di daerah di mana hak itu tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan

* Indonesia (b), 0.p cit., Psl 5.
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kembali dan di daerah di mana tidak pernah ada hak ulayat tidak akan dilahirkan
hak ulayat baru®.

Demi tercapainya unifikasi hukum di bidang hukum agraria maka hak-hak
atas tanah barat yang telah ada sebelum berlakunya UUPA harus dikonversi
menjadi hak-hak atas tanah yang diakui oleh UUPA. Pengaturan-pengaturan
konversi terhadap hak-hak atas tanah barat terletak pada bagian kedua dari UUPA,
pengaturan-pengaturan ini mengatur mengenai hak-hak atas tanah barat yang
dikonversi menjadi hak-hak atas tanah yang baru sesuai dengan UUPA. Adapun
hak-hak atas tanah barat yang dikonversi menjadi hak-hak atas tanah sesuai
dengan UUPA adalah:®

1. Hak Eigendom, hak ini adalah hak kebendaan yang paling luas. Pasal 570
Burgerlijk Wetboek menerangkan bahwa eigendom adalah hak untuk
dengan bebas mempergunakan (menikmati) suatu benda sepenuh-
penuhnya dan untuk menguasainya seluas-luasnya, asal saja tidak
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan umum
yang ditetapkan oleh instansi (kekuasaan) yang berhak menetapkannya,
serta tidak menggangu hak-hak orang lain, semua itu kecuali pencabutan
eigendom (onteigening) untuk kepentingan umum dengan pembayaran
yang layak menurut pengaturan-pengaturan umum.

2. Hak Erfpacht, hak ini dalam pasal 720 Burgerlijk Wetboek digambarkan

sebagai hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya (volle genot
hebben) kegunaan sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban
untuk membayar setiap tahun sejumlah uang atau hasil bumi (jaarlijkse
pacht) kepada pemilik tanah sebagai pengakuan atas hak eigendom dari
pemilik itu.
Perkataan erf tidak berarti pekarangan, seperti dalam erfdienstbaarheid,
tetapi berarti turun temurun (erven = mewaris) untuk menyatakan bahwa
hak itu dapat diwariskan oleh pemegang hak tersebut (erfpachter). Hak
Erfpacht ternyata sangat luas sebagaimana ternyata dari pasal 721 ayat 1
Burgerlijk Wethoek yang mengatakan hak erfpacht hampir tidak berbeda
dari pemilik eigendom, kecuali satu hal, bahwa ia tidak boleh berbuat
sesuatu sehingga tanah itu menjadi kurang harga nilainya. la tidak boleh
melakukan penggalian batu, lempung, pasir dan lain-lain bagian dari
tanah, kecuali bila dijanjikan demikian.

3. Hak Opstal, hak ini menurut pasal 711 Burgerlijk Wetboek adalah suatu
hak kebendaan (zakelijk recht) untuk mempunyai rumah-rumah,
bangunan-bangunan dan tanaman di atas tanah milik orang lain. Dari

> Abdurrahman (a), Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia,
cet. 1, (Jakarta: CV. Radar Jaya Offset, 1984), hal. 81.

® Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA, (Bandung:
Alumni, 1984), hal. 25-29.
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gambaranpasal itu dapat disimpulakn adanya kemungkinan pada suatu
waktu sebidang tanah adalah eigendom dari seseorang A, sedangkan
rumah, bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah itu adalah
eigendom dari seseorang B.

Dengan adanya konversi maka hak-hak atas tanah barat disesuaikan menjadi
salah satu hak atas tanah yang diakui olen UUPA sebagaimana diatur dalam
bagian kedua UUPA mengenai Ketentuan-Ketentuan Konversi. Pengaturan
mengenai konversi menjadi salah satu hak atas tanah yang diakui oleh UUPA
membawa dampak bahwa terhadap hak-hak atas tanah barat yang dikonversi
selain menjadi hak milik sebagaimana diatur dalam UUPA menjadi memiliki
batas waktu untuk menikmati hak atas tanah yang termasuk dalam peraturan
konversi.

Pemilik hak atas tanah barat memiliki pilihan atas hak atas tanah yang
dimilikinya, pilinan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan hak menjadi
hak atas tanah yang diakui olen UUPA ataukah hak atas tanah tersebut akan tetap
dibiarkan menjadi hak atas tanah barat. Bagaimanpun juga hak atas tanah barat
tersebut tidak lagi menjadi hak atas tanah barat tetapi dikonversi menjadi salah
satu hak atas tanah yang sesuai dan diakui oleh UUPA. Setelah batas waktu yang
ditentukan dalam UUPA telah habis maka pemilik hak atas tanah yang terkena
peraturan konversi tersebut harus mengajukan permohonan hak atas tanah, apabila
tidak maka pemilik hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menikmati hak atas
tanah yang dahulu dimilikinya dan tanah yang dibebani hak atas tanah tersebut
menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara.

Salah satu hak atas tanah barat yang termasuk dalam hak-hak atas tanah yang
harus mengikuti peraturan konversi adalah hak atas tanah yang menjadi obyek
dalam putusan Peninjauan Kembali Reg.No0.138 PK/Pdt./2006 antara
Perkumpulan Olah Raga Embong Sawo (selanjutnya disebut PORES) berke-
dudukan di Jalan Embong Sawo No 1, Surabaya dengan PT Inter Surabaya
Intiland (selanjutnya disebut sebagai PT. ISI) berkedudukan di Jalan Songoyudan
No. 107, Surabaya, obyek dalam putusan ini adalah sebidang tanah yang setempat
dikenal sebagai persil Jalan Embong Sawo No 1 Surabaya, dengan Sertipikat Hak
Guna Bangunan No. 364/ K, Kelurahan Embong Kaliasin dan Sertipikat Hak
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Guna Bangunan No. 359/ K, Kelurahan Embong Kaliasin yang keduanya tertulis
atas nama PT. ISI.

Fakta yang terungkap dalam peradilan adalah bahwa persil tersebut sebagai-
mana tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No 364/K dan No. 359/ K
Kelurahan Embong Kaliasin adalah berasal dari bekas Hak Eigendom No. 5525
dan No. 5549 yang dimiliki oleh Naamlooze Vennottschap Soerabaiasch
Spoertterrein (selanjutnya disebut sebagai N.V SS).

Menurut keterangan yang diberikan oleh pihak PT. ISI sebagaimana ternyata
dalam putusan Peninjauan Kembali Reg.No.138 PK/Pdt./2006, mereka adalah
pihak yang berhak untuk memiliki hak atas tanah yang menjadi sengketa tersebut
berdasarkan akta jual beli no 395/VII1/1996 dan no 396/VIIl/ 1996 keduanya
tertanggal 24 Agustus 1996, yang dibuat antara PT. Aneka Usaha Perkebunan
(selanjutnya disebut PT. AUP) selaku penjual dan PT. ISI selaku pembeli, kedua
akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Abdurrazaq Ashiblie, S. H., sebagaimana
ternyata dalam ikhtisar permohonan hak yang dimohonkan olen PT. AUP,
perolehan hak atas tanah persil sengketa tersebut berdasarkan Penetapan Presiden
No. 6 Tahun 1964, Keputusan Presiden no 32 tahun 1979, SK. Menteri
Perdagangan tanggal 1 Maret 1965 No 58/M/SK/64, SK. Bersama Menteri
Perdagangan dan Menteri Perkebunan tanggal 19 Maret 1965 No. 77 a/M/SKB/65
dan No. 33/MEN.PERK/65, SK Menteri EKUIN tanggal 14 Agustus 1968 No.
KEP/43/MEN EKUIN/68, Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1981.

Pada tanggal 11 November 1987 PT. AUP mengajukan surat permohonan
hak atas tanah sehingga kemudian terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 364/
K Kelurahan Embong Kaliasin dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 359/ K
Kelurahan Embong Kaliasin. Setelah memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah
yang berupa sertipikat hak atas tanah, PT. AUP melakukan pengalihan persil yang
menjadi obyek putusan Peninjauan Kembali diatas kepada PT. ISI, melalui akta
ikatan jual beli nomor 33 tertanggal 11 April 1988 yang ditindak lanjuti dengan
pembuatan akta jual beli no 395/VII1/1996 dan no 396/VI1II/1996 keduanya
tertanggal 24 Agustus 1996, kesemua akta tersebut dibuat dihadapan Notaris
Abdurrazag Ashiblie, S.H., dengan adanya akta jual beli yang mengalihkan hak
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atas tanah, PT. ISl kemudian melakukan usaha untuk mengosongkan persil yang
dihuni oleh PORES.

Selanjutnya fakta-fakta lain dalam peradilan adalah bahwa N.V SS adalah
sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan pasal 38 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) pada tanggal 2 Mei 1905 dengan
akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Jacobus de Bruyn Mgz, merupakan
perseroan dengan bentuk kepemilikan saham. Saham-saham dalam perseroan
tersebut sesuai dengan berita acara yang dibuat pada tanggal 12 April 1955
dihadapan Goesti Djohan, wakil Notaris di Surabaya, terbagi-bagi diantara para
pemegang saham.

Sebagai pihak pemohon kasasi adalah PORES, perkumpulan ini berdasarkan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibuat pada tanggal 17 Februari
1971 merupakan kelanjutan dan perkembangan dari Surabaja Cricket and Lawn
Tennis Club (selanjutnya disebut sebagai SCLTC) yang berdasarkan anggaran
tanggal yang telah mendapatkan penetapan Menteri Kehakiman tanggal 11
Agustus 1952 No. J.A. 5/106/20. perkumpulan tersebut dibentuk pada tanggal 14
Agustus 1897, berkedudukan di Surabaya dan didirikan untuk waktu yang tidak
ditentukan lamanya.

PORES pada tahun 1988 telah mengajukan permohonan hak atas tanah yang
menjadi sengketa tersebut akan tetapi permohonan hak atas tanah tersebut ditolak
dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan hak dari PT. AUP sehingga
permohonan hak atas tanah ditolak.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai cara memperoleh suatu hak atas tanah yang dituangkan
dalam tesis yang berjudul: “PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BEKAS HAK
BARAT SETELAH MENJADI TANAH YANG DIKUASAI OLEH
NEGARA (ANALISA YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
MAHKAMAH AGUNG Reg.No0.138 PK/Pdt./2006)”

1.2. Pokok Permasalahan
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk

membahas lebih lanjut dan menganalisa bahwa terdapat beberapa pokok

permasalahan yang timbul, yaitu:

1. Bagaimanakah cara memperoleh hak atas tanah yang sebelumnya adalah

hak barat dan telah menjadi tanah Negara?

2. Apakah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Reg.N0.138

PK/Pdt./2006 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku?

3. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak

ketiga yang telah membeli hak atas tanah tersebut?

1.3.  Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan penulisan tesis ini adalah untuk

mengetahui cara menjadi subyek hukum yang sah sehingga dapat memiliki hak

atas tanah yang diakui oleh UUPA. Selanjutnya penelitian ini dilakukan guna

mengetahui tata cara memperoleh hak atas tanah yang diakui oleh UUPA.

1.4. Definisi Operasional

Di dalam penulisan ini, yang merupakan definisi-definisi operasional yang

dipergunakan dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Land Reform.

Land reform dapat diartikan secara luas dapat pula diartikan secara

sempit. Secara luas pengertian Land reform itu meliputi 5 (Panca Program)

yaitu’:

a.
b.

C.

Pembaharuan Hukum Agraria;

Penghapusan hak-hak asing dan konpensesi-konpensesi kolonial atas
tanah;

Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;

Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta
hubungan-hubungan yang berkenaan dengan pengusahaan atas tanah;
Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk mencukupi segala
jenis kebutuhan secara serasi dan seimbang dan diatur penggunaan dan

’ Arie S.

Hutagalung, et al. (a), Tata Guna Tanah dan Landreform, (Jakarta: Badan Penerbit

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995), hal. 6.
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7.

pemeliharaannya sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dan
terjamin kelestariannya.

Dalam arti sempit land reform hanya mencakup program ke empat yaitu salah
satu tindakan dalam rangka Agrarian Reform di Indonesia dengan
mengadakan perombakan mengenai pemilikan dan penguasaaan atas tanah
serta hubungan-hubungan yang bersangkutan dangan penguasaan atas tanah.

Tanah.

Tanah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (1)
UUPA adalah permukaan bumi dan termasuk pula tubuh bumi dibawahnya
serta yang berada dibawah air.

Hak Milik.

Menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA, “Hak milik adalah hak
turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,
dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.

Hak Guna Usaha.

Menurut ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA, “Hak guna-usaha
adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara,
dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan
pertanian, perikanan atau peternakan”.

Hak Guna Bangunan.

Menurut pasal 35 angka 1 UUPA, “Hak guna-bangunan adalah hak untuk
mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun”.

Hak Pakai.

Menurut ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA, hak pakai adalah

Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang
dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat
yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan
tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-
ketentuan Undang-undang ini.

Sertipikat.
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Di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 dinyatakan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang
yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA berupa salinan buku tanah dan surat
ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul
yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk diberikan kepada yang
berhak. Kemudian dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa Sertipikat adalah surat
tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA
untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan
rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan

dalam buku tanah yang bersangkutan.

1. 5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang sumbernya dapat
diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan
pustaka®. Data sekunder yang akan digunakan terdiri dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yaitu
bahan-bahan hukum yang mengikat® meliputi berbagai peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan konversi tanah yaitu Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai
Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat
yang menentukan hak atas tanah ayng dapat dimiliki oleh subyek hukum,
permohonan/pemberian hak atas tanah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara
Pemberian Hak Atas Tanah yang digunakan PT. Inter Surabaya Intiland dalam
memperoleh hak atas tanah dari PT. Aneka Usaha Perkebunan, penentuan subyek
hukum yaitu Keputusan Raja 28 Maret 1879 Nomor 2 (Staatsblad 1870-64) yang
menentukan subyek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah. Bahan hukum

® Sri Mamudji, et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 28.
® Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 1986), hal. 52.
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sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan-
bahan hukum primer® meliputi buku-buku, makalah-makalah, laporan-laporan
penelitian ilmiah dan majalah-majalah ilmiah mengenai konversi tanah,
permohonan hak atas tanah, penentuan subyek hukum. Bahan hukum tertier yaitu
bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap bahan-bahan
hukum primer dan sekunder'! berupa kamus untuk memperoleh definisi-definisi
istilah yang berkaitan dengan penelitian ini. Alat pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, dan jika diperlukan akan
dilakukan wawancara dengan narasumber terkait.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari bentuknya
adalah penelitian preskriptif, karena bertujuan memberikan jalan keluar atau saran
untuk mengatasi permasalahan yang ada'’. Berdasarkan pokok permasalahan yang
telah diuraikan, penelitian ini ditinjau dari sudut sifathya akan menggunakan
tipologi penelitian preskriptif, yakni penelitian yang memberikan jawaban
terhadap pokok permasalahan. Metode pengolahan dan analisa data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu
cara penelitian yang bertujuan untuk mengerti atau memahami dengan cara
menganalisis secara mendalam mengenai peraturan konversi, permohonan hak
atas tanah dan penentuan subyek hukum. Metode analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan demikian, bentuk

penelitian ini akan berbentuk preskriptif analitis.

1. 6. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan dasar pemikiran tersebut diatas dan untuk mendapatkan
keteraturan dan kejelasan dalam pembahasan masalah yang dihadapi maka pulisan
tesis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

BAB | merupakan pendahuluan, yang berisikan gambaran umum yang
mengungkapkan latar belakang permasalahan penulisan tesis ini, pokok
permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan uraian mengenai

penulisan atau sistematika penulisan.

19 | pid.
1 Ibid.
12 Mamudji, o.p cit., hal. 4.
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BAB Il memuat penjelasan mengenai subyek hukum yang terdiri atas
pengertian, dasar hukum, timbul dan hapusnya suatu subyek hukum. Memuat
penjelasan mengenai pengertian-pengertian hak-hak atas tanah yang diakui oleh
UUPA, subyek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah, tata cara perolehan
hak atas tanah. Memuat analisis hukum terhadap cara menjadi subyek hukum
yang dapat memiliki hak atas tanah yang diakui oleh UUPA, analisis mengenai
tata cara perolehan hak atas tanah oleh suatu subyek hukum.

BAB 11l pada bab terakhir ini merupakan penutup dan berisi uraian tentang
kesimpulan akhir yang menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang telah
dibahas pada bab sebelumnya disertai dengan saran-saran yang dianggap perlu
dan berkaitan dengan hasil analisa permasalahan pada tesis ini serta diharapkan

berguna di dalam praktik.
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BAB Il

ANALISIS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BEKAS HAK
BARAT SETELAH MENJADI TANAH YANG DIKUASAI
OLEH NEGARA

2. 1. 1. Teori dan tinjauan hukum.

Berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 sebagai akibat dari
adanya keinginan untuk melakukan Land Reform yang diartikan oleh beberapa
sarjana dan badan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Michael Lipton:

“Land reform so defined is by definition an equalizing policy at least in
intention; it may forment growth but its primary motivation is to reduce
poverty by reducing inequality though not necessarily through helping the
very poorest or all the poor’.

2. Persatuan Bangsa-Bangsa dalam rangka mengatasi kekaburan dan
kesimpangsiuran dari definisi land reform, memberikan definisi agrarian
reform sebagai bentuk perkembangan/perubahan dasar struktur pertanian
atau kerangka institusional dari produksi hasil pertanian yang bertujuan
baik untuk meningkatkan hasil pertanian maupun kesejahteraan sosial,
agrarian reform ini mencakup:

a. Land tenure, the legal customary system under which land is
owned,

b. The redistribution of ownership of farm property between large
estate and peasant farms of various sizes;

c. Land tenancy, the system under which land is operated its product
divided between operator and owner;

d. The organization of credit, production and marketing;

e. The mechanism through which agriculture is financed;

f. The burdens imposed on rural population by government in the

form of taxation;

! Arie S. Hutagalung, et al. (b), Land Reform dan Tata Guna Tanah, (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 3.
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g. The services supplied by government to rural populations such as
technical advice, educational facilities, health services, water
supply and communication?.

3. Menurut Russel King:

Land reform adalah perubahan secara terarah dari ciri pemilikan tanah
yang ada, yang bertujuan untuk membagikan kesejahteraan dan
peningkatan produksi.®

4. Menurut F.A.O. (Food and Agricultural Organization):

Land reform adalah program tindakan yang saling berhubungan untuk
menghilangkan penghalang-penghalang dibidang ekonomi dan sosial yang
timbul dari kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam struktur
pertanahan.

Bila dilihat dari definisi-definisi tersebut tersebut diatas, dapat disimpulkan
bahwa pada dasarnya land reform memerlukan program redistribusi tanah untuk
keuntungan pihak yang mengerjakan tanah dan pembatasan hak-hak individu atas
sumber-sumber tanah. Land reform lebih merupakan alat perubahan sosial dalam
perkembangan ekonomi, manifestasi dari tujuan politik, kebebasan dan
kemerdekaan suatu bangsa.

Secara harpiah land reform berarti suatu perubahan dasar atau perombakan
suatu struktur pertanahan. Secara tehnis pengertian land reform dapat diartikan
secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit*. Dalam pengertian yang luas

land reform ini mencakup panca program, yaitu>:

1. Melaksanakan pembaharuan Hukum Agraria, yaitu dengan mengadakan
perombakan terhadap sendi-sendi hukum agraria lama yang sudah tidak
sesuai dengan kondisi dan situasi zaman modern dan menggantikannya
dengan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan
masyarakat modern;

2. Mengadakan penghapusan terhadap segala macam hak-hak asing dan
konsesi kolonial,

? Ibid.

® Arie S. Hutagalung, et al. (a), op.cit., hal. 1.

* Abdurrahman (b), Beberapa Aspekta tentang Hukum Agraria, (Bandung: Alumni, 1983),
hal. 58.

® Ibid., hal. 59.
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3. Mengakhiri kekuasaan para tuan tanah dan para feudal atas tanah yang
telah banyak melakukan pemerasan terhadap rakyat melalui penguasaan
tanah;

4. Mengadakan perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta
berbagai hubungan hukum yang berkenaan dengan penguasaan tanah
dimaksud;

5. Mengadakan perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah
secara berencana sesuai dengan kemampuan dan perkembangan kemajuan.

Sedangkan dalam pengertian yang sempit land reform hanya mencakup
program keempat dari pengertian secara luas yaitu “mengadakan perombakan
mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta berbagai hubungan hukum yang
berkenaan dengan penguasaan tanah dimaksud™®.

Menteri agraria Sadjarwo dalam pidatonya tanggal 12 Oktober 1960 yang
mengantarkan RUU Pokok Agraria di muka siding Pleno DPR-GR menyatakan

bahwa tujuan land reform di Indonesia adalah”:

1. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat
tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang
adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara
revolusioner, guna merealisir keadilan sosial;

2. Untuk melaksanakan prinsip: tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah
sebagai obyek spekulasi dan obyek (maksudnya: alat) pemerasan;

3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap
warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi
sosial. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap privaat bezit, yaitu hak
milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan dan turun-temurun,
tetapi berfungsi sosial;

4. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan
penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan
menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap
keluarga. Sebagai kepala keluarga dapat seorang laki-laki ataupun wanita.
Dengan demikian mingikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas
tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan yang ekonomis
lemabh;

5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya
pertanian yang intensif secara gotong-royong dalam bentuk koperasi dan
bentuk gotong-royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata

6 -
Ibid.
” Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria Isi dan Pelaksanaannya, ed. revisi, cet. 8, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal 350-351.
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dan adil, dibarengi dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan
kepada golongan tani.

Gagasan mengenai land reform ini telah ada dan dimasukkan kedalam
UUPA. Dalam undang-undang ini dan beberapa peraturan pelaksanaanya telah
digariskan beberapa program land reform Indonesia yang meliputi hal-hal sebagai
berikut®:

1. Mengadakan penetapan larangan untuk menguasai tanah pertanian secara
berkelebihan dan melampaui batas.

2. Mengadakan penetpan larangan untuk menguasai tanah yang berada diluar
tempat kediamannya (pemilikan tanah secara absentee)

3. Melaksanakan redistribusi kelebihan tanah dari batas maksimum, tanah-
tanah absentee, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah Negara
lainnya.

4. Menetapkan pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah
pertanian yang digadaikan.

5. Menetapkan batas minimum pemilikan tanah pertanian dengan larangan
untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan
pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian yang terlampau kecil.

Landasan hukum pelaksanaan land reform, antara lain:°
1. Landasan idiil: Pancasila
2. Landasan Konstitusional: Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
3. Landasan operasional:
a. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 7, 10, 13, 15, 17
dan 53;
b. Undang-Undang (UU) Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas
Tanah Pertanian;
c. UU Nomor 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian;
d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 224/1961 tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi;
e. PP Nomor 41/1964 tentang Perubahan dan tambahan PP Nomor
224/1961;

® Abdurrahman (b), hal. 60.
° Arie S. Hutagalung, et al. (b), op.cit., hal. 11.
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f. PP Nomor 4/1977 tentang Pemilikian Tanah Pertanian secara
Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 15/1974 tentang
Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Land Reform;

h. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 13 Tahun 1980 tentang
Pedoman Pelaksanaan UU Nomor 2/1960;

I. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54/1980 tentang
Kebijaksanaan Pencetakan Sawabh;

J. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor
3/1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah dan Obyek Land
Reform Secara Swadaya;

k. UU Nomor 24/1992 tentang Tata Ruang;

Sementara Pasal-Pasal dalam UUPA yang mengatur mengenai pelaksanaan

dari land reform adalah sebagai berikut'”:

1. Pasal 7 yang menentukan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan
umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak
diperkenankan;

2. Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah mencegah adanya
usaha-usaha dalam lapangan agraria dan organisasi-organisasi dan
perorangan yang bersifat monopoli swasta;

3. Pasal 14 yang mengatur kewajiban Pemerintah untuk mengadakan rencana
umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan
ruang angkasa baik tingkat pusat maupun daerah;

4. Pasal 17 yang menentukan:

a. Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai
tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas
maksimum_dan minimum tanah yang boleh dipunyai dengan
sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan
hukum.

b. Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) Pasal ini
dilakukan dengan peraturan perundang-undangan di dalam waktu
yang singkat.

c. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum
termaksud dalam ayat (2) Pasal ini diambil oleh pemerintah dengan
ganti rugi, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang
membutuhkan menurut Kketentuan-ketentuan dalam peraturan
pemerintah.

19 Abdurrahman (b), hal. 47.
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d. Tercapainya batas maksimum termaksud dalam ayat (1) Pasal ini
yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan dilaksanakan
secara berangsur-angsur.

Sesuai dengan tujuan Land reform tersebut diatas dan situasi dan kondisi

agraria di Indonesia pada waktu itu, maka disusun program Land Reform yang

meliputi 6 program yaitu:'

no

en ol

Larangan penguasaan tanah melebihi batas maksimum;

Larangan pemilikan tanah secara guntai/absentee;

Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-
tanah yang terkena larangan “absentee”, tanah — tanah bekas swaparaja
dan tanah-tanah Negara;

Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang
digadaikan;

Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian; dan

Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan
melakukan  perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terpecahnya
pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau
kecil.

Untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi

rakyat terhadap aparat pelaksana peraturan perundang-undangan yang masih

belum lengkap dan sifatnya terlalu birokratis dalam memberikan pelayanan

terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang agraria, maka

diterbitkanlah catur tertib pertanahan yaitu*2:

1.

Tertib hukum pertanahan, dengan tertib ini diharapkan akan menimbulkan
kepastian hukum pertanahan sebagai pengayoman hak-hak atas tanah dan
penggunaannya yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk menciptakan
suatu suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat yang dapat
mendorong kegairahan kerja;

Tertib administrasi  pertanahan, tertib ini dimaksudkan untuk
memperlancar setiap urusan yang menyangkut tanah dan sudah tentu akan
menunjang lancarnya pembangunan, oleh karena setiap pembangunan
memerlukan tanah sebagai sumber daya ruang atau faktor produksi;

Tertib penggunaan tanah, tertib ini berarti bahwa tanah harus
dipergunakan sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya

" Harsono, op.cit., hal. 353.
12 Abdurrahman (b), op.cit., hal. 25.

Universitas Indonesia

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH Ul, 2012



19

kemakmuran rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945;

4. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, tertib ini merupakan
suatu upaya untuk mencegah kerusakan tanah, memelihara kesuburannya
dan menjaga kelestarian sumber daya alam yang terkandung di atas
ataupun di dalam tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis
lemah.

Abdurrahman memberikan catatan mengenai pembaharuan dalam bidang
hukum agraria bahwa terhitung sejak diundangkannya undang-undang pokok
agraria telah terjadi perombakan fundamental dari pada hukum agraria Indonesia
berupa penjebolan hukum agraria lama dan titik tolak Pembangunan Hukum

Agraria Nasional yang baru®, lebih lanjut Abdurrahman menjelaskan

Pembaharuan di dalam hukum Agraria Nasional adalah didasarkan pada suatu
pokok pikiran bahwa hukum Agraria lama yang bercorak dualistis, kurang
menjamin kepastian hukum bagi rakyat Indonesia yang sebagian berdasarkan
tujuan dan sendi-sendi kolonial atau setidak-tidaknya terpengaruh oleh hal
tersebut, bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara yang sedang
melaksanakan pembangunan. Atas dasar tersebut oleh karenanya perlu untuk
diciptakan suatu undang-undang pokok agraria yang didasarkan pada landasan
Nasional, bersifat sederhana dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
Pembangunan Nasional pada saat itu dan memberikan jaminan kepastian
hukum bagi seluruh Rakyat Indonesia.**

Undang-undang Nomor 56 Prp/1960 yang lebih dikenal sebagai undang-
undang Land reform mengatur tiga masalah pokok, yaitu:*®

1. Penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian;

2. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk
melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pemecahan pemilikan
tanah-tanah itu menjadi bagian yang terlampau kecil;

3. Penetapan tentang pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang
dijadikan.

Menurut Eddy Ruchiyat dalam bukunya “Politik Pertanahan Sebelum Dan
Sesudah Berlakunya UUPA” hal 6, pada jaman kolonial di Indonesia terdapat

13 1bid., hal. 29.
% 1bid., hal. 30.
15 1bid., hal. 50.
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dualisme atau pluralisme di bidang hukum agraria. Ada tanah-tanah yang
termasuk dalam suasana hukum Eropa di samping tanah-tanah yang termasuk
suasana hukum Adat. Lebih lanjut menurut Eddy Ruchiyat ada tanah yang disebut
tanah-tanah Eropa atau tanah-tanah Barat dan tanah-tanah Indonesia atau tanah-
tanah Adat. Di samping itu masih ada lagi tanah-tanah yang dinamakan tanah-
tanah Tionghoa, misalnya landerijenbezitsrecht. Tanah-tanah Eropa ialah tanah-
tanah yang terdaftar menurut Ordonansi Balik Nama, S. 1839-27 untuk
memperolehnya.

Masih dalam bukunya, Eddy Ruchiyat menyebutkan bahwa:

Gouw giok siong dalam bukunya “Hukum Agraria antar Golongan”
halaman 8 menunjuk pada yang disebutnya “tanah-tanah Tionghoa”, yaitu
tanah-tanah yang dipunyai dengan ladenrijenbezitsrecht.
Ladenrijenbezitsrecht adalah hak yang dengan sendirinya diperoleh
seorang Timur Asing pemegang hak usaha di atas tanah partikelir, yang
sewaktu-waktu tanah partikelir itu dibeli kembali oleh Pemerintah (Pasal 3
S. 1913-702 setelah diubah dengan S. 1926-421). Tanah dengan hak
tersebut hampir semuanya berada di tangan Tionghoa dan memiliki
keistimewaan bahwa (tidak terbatas pada Timur Asing Tionghoa saja) jika
jatuh di tangan orang Indonesia (asli) karena hukum statusnya menjadi hak
milik. Oleh sebab itu menurut sifatnya sebenarnya hak tersebut tidaklah
lain daripada hak milik, yaitu hak Indonesia yang subyeknya terbatas pada
orang-orang dari golongan Timur Asing, terutama Timur Asing Tionghoa.

2. 1. 1. Hak-Hak Atas Tanabh.
2.1.1.1. Sejarah Hak Atas Tanah.
Sebelum berlakunya UUPA, Negara Indonesia memiliki berbagai macam

perangkat hukum Agraria yang berlaku bersamaan yaitu®:

1. Hukum Agraria yang bersumber dari Hukum Adat yang berkonsepsi
komunalistik religius;

2. Hukum Agraria yang bersumber dari Hukum Perdata Barat yang
individualistik-liberal,

3. Hukum Agraria yang berasal dari berbagai bekas Pemerintahan Swapraja,
yang umumnya berkonsepsi feodal.

!¢ Harsono, op.cit., hal. 1-2.
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Pada masa ini hak-hak atas tanah di Negara Indonesia antara lain diatur

dalam?’:

NoakowdE

8.
9.

. 1890 — 55 (Agrarisch Wet);

. 1925 — 447 (wet op de staatsinrichting van nederlands indie);

. 1870 — 118 (Agrarisch Besluit);

. 1875 — 119a (Algemene Domeinverklaring);

. 1874 — 947 (Domeinverklaring untuk Sumatera);

. 1877 — 55 (Domeinverklaring untuk Manado);

. 1888 — 58 (Domeinverklaring untuk Residentie Zuideren Oosterfdeling
Besluit);

S. 1872 — 117 (Koninklijk Besluit);

Buku ke 1l Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W);

nODumumLwLmm,

10. Hukum Adat dan peraturan-peraturan lainnya.

Dualisme dalam hukum tanah bukan karena para pemegang hak atas tanah

berbeda Hukum Perdatanya, melainkan karena perbedaan hukum yang berlaku

terhadap tanahnya. Tanah dalam hukum Indonesia mempunyai status atau

kedudukan hukum sendiri, terlepas dari status hukum subyek yang

mempunyainya®.

Politik pertanahan sebelum berlakunya UUPA mempunyai 2 karakteristik:

15

2.

Hukum agraria lama bersifat dualistik.

Bersifat dualistik karena peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini
adalah peraturan-peraturan yang berasal dari Hukum Barat dan Hukum
Adat. Tanah-tanah yang tunduk pada peraturan dari Hukum Perdata
adalah®® tanah-tanah yang terdaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah
menurut Overschrijvingsordonantie atau Ordonansi Balik Nama (S. 1834-
27), sedangkan?® tanah-tanah yang tunduk pada Hukum Adat adalah tanah-
tanah yang dengan hak adat yang hampir semuanya belum didaftar seperti:
tanah ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat dan tanah hak
perorangan, seperti hak milik adat.

Hukum agraria barat berjiwa liberal individualistik.

7| Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hal 1.

'8 Harsono, op.cit., hal. 53.

9 Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA, (Bandung:
Alumni, 1986), hal. 5.

%0 Harsono, op. cit., hal. 54.
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Berjiwa liberal individualistik karena®

...ketentuan-ketentuan pokok dan
asas-asas hukum agraria Barat itu bersumber pada KUH Perdata Barat...”
maka pemilik hak atas tanah pada waktu ini memiliki kewenangan
individu yang luas dan besar sehingga dengan demikian pemilik hak atas
tanah juga memiliki kebebasan atas tanah.

Hak-hak atas tanah yang terpenting menurut KUHPerdata Barat.??

a. Hak Eigendom.

Pasal 570 Burgerlijk Wetboek menerangkan bahwa eigendom
adalah hak untuk dengan bebas mempergunakan (menikmati) seluas-
luasnya, asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang atau
peraturan-peraturan umum yang ditetapkan oleh instansi (kekuasaan)
yang berhak menetapkannya, serta tidak mengganggu hak-hak orang
lain, semua itu kecuali pencabutan eigendom (onteigening) untuk
kepentingan umum dengan pembayaran yang layak menurut peraturan-
peraturan umum.

Kewenangan-kewenangan yang terdapat dalam pasal ini adalah:

i. Mempergunakan atau menikmati benda itu dengan batas

dan sepenuh-penuhnya.

ii. Menguasai benda itu dengan sepenuh-penuhnya.

Sedangkan, pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam pasal ini
adalah:

i. Tidak boleh digunakan, sehingga bertentangan dengan
undang-undang atau peraturan-peraturan umum dari
instansi-instansi yang syah;

ii.  Tidak boleh digunakan, sehingga menggangu hak-hak
orang lain.

Pembatasan-pembatasan atas pencabutan eigendom (onteigening):

i.  Onteigening itu harus untuk keperluan umum;
ii.  Yang mempunyai eigendom harus diberi kerugian yang

pantas;

2! Ruchiyat, op. cit., hal. 7
% Ibid., hal. 25.
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iili.  Sub i dan ii harus dijalankan menurut peraturan-
peraturan hukum.
b. Hak Erfpacht

Pasal 720 Burgerlijk Wethoek menggambarkan sebagai hak
kebendaan untuk menikmati sepenuhnya (volle genot hebben)
kegunaan sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban untuk
membayar setiap tahun sejumlah uang atau hasil bumi (jaarlijkse
pacht) kepada pemilik tanah sebagai pengakuan atas hak eigendom

dari pemilik itu.

Perkataan erf tidak berarti pekarangan, seperti dalam
erfdienstbaarheid, tetapi berarti turun temurun (erven = mewaris)
untuk menyatakan bahwa hak itu dapat diwariskan oleh pemegang hak
tersebut (erfpachter). Hak Erfpacht ternyata sangat luas sebagaimana
ternyata dari Pasal 721 ayat (1) Burgerlijk Wetboek yang mengatakan
hak erfpacht hampir tidak berbeda dari pemilik eigendom, kecuali satu
hal, bahwa ia tidak boleh berbuat sesuatu sehingga tanah itu menjadi
kurang harga nilainya. la tidak boleh melakukan penggalian batu,
lempung, pasir dan lain-lain bagian dari tanah, kecuali bila dijanjikan

demikian.
Hak dan kewajiban sebagai seorang erfpachter.

1. Membayar canon;

2. Memelihara tanah erfpacht itu sebaik-baiknya;

3. Erfpachter dapat membebani haknya dengan hypotheek;

4. Erfpachter dapat membebani tanah itu dengan pembebanan
perkarangan (erfdienstbaarheid) selama erfpacht itu berjalan;

5. Erfpachter dapat mengasingkan hak erfpacht itu kepada orang

lain.

Berakhirnya hak erfpacht.
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Berakhirnya hak erfpacht yang terdapat pada Pasal 736 B.W
menunjuk pada peraturan untuk hak postal, jadi hak erfpacht dan
postal itu berakhir dengan cara yang sama yaitu:

1. Terkumpulnya hak eigendom dan hak erfpacht atau hak postal
dalam satu tangan (vermenging);

2. Tanahnya musnah;

3. Lampau waktu 30 tahun 30 tahun, dalam arti hak erfpacht itu
tidak digunakan selama itu;

4. Waktu erfpacht itu telah berakhir, bila tidak ditentukan, maka
harus lewat 30 tahun, tetapi harus diberitahukan setahun

sebelumnya.

c. Hak Opstal, hak ini menurut Pasal 711 Burgerlijk Wetboek adalah
suatu hak kebendaan (zakelijk recht) untuk mempunyai rumah-rumah,
bangunan-bangunan dan tanaman di atas tanah milik orang lain. Dari
gambaran pasal itu dapat disimpulakn adanya kemungkinan pada suatu
waktu sebidang tanah adalah eigendom dari seseorang A, sedangkan
rumah, bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah itu adalah

eigendom dari seseorang B.

2.1.1. 2. Pemberlakuan UUPA.

Dengan adanya berbagai macam perangkat hukum Agraria yang berlaku
secara bersamaan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Oleh karena itu
sebagai pengganti peraturan perundang-undangan yang bersifat dualisme dan
berjiwa liberal individualistik tersebut pada tanggal 24 September 1960
disahkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.

Pengaturan tanah di wilayah Indonesia tercantum dalam UUPA yang

merupakan ketentuan Hukum Tanah Nasional. Dalam Hukum Tanah Nasional ada

Universitas Indonesia

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH Ul, 2012



25

bermacam-macam hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam UUPA dan dapat

disusun menjadi sebagai berikut:*
1. Hak Bangsa Indonesia

Adalah hak penguasaan atas tanah tertinggi yang meliputi semua tanah yang
ada dalam wilayah Indonesia, merupakan hubungan hukum yang bersifat
abadi dan menjadi sumber hak-hak penguasaan atas tanah yang lain. Hal ini
menunjukkan suatu hubungan yang bersifat abadi antara bangsa Indonesia
sebagai subyek dengan tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagai obyek.
Pengaturan Hak Bangsa Indonesia dimuat dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) UUPA.

2. Hak Menguasai dari Negara

Hak ini bersumber dari Hak Bangsa Indonesia yang merupakan pelimpahan
tugas dan kewenangan bangsa yang bersifat publik. Tugas mengelola seluruh
tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa
Indoensia, oleh karena itu dalam penyelenggaraannya dilimpahkan kepada
Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat
Indonesia (Pasal 2 ayat (1) UUPA).

Pelaksanaan Hak Menguasai dari Negara ini dapat dilimpahkan kepada
Pemerintah Daerah dan masyarakat hukum adat sepanjang diperlukan dan
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan
dari Peraturan Pemerintah (Pasal 2 ayat (4) UUPA). Pelimpahan pelaksanaan
sebagian kewenangan Negara tersebut dapat juga diberikan kepada Badan
Otorita, Perusahaan Negara, dan Perusahaan Daerah dengan pemberian

penguasaan tanah-tanah tertentu dengan Hak Pengelolaan.®*

Melalui Hak Menguasai Negara, Negara akan senantiasa mengendalikan atau

mengarahkan fungsi bumi, air, ruang angkasa sesuai dengan kebijakan

2 Harsono, op. cit., hal. 255.
* Ibid., hal. 266.
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pemerintah. Negara dalam hal ini tidak menjadi pemegang hak, melainkan

sebagai badan penguasa yang mempunyai hak-hak sebagai berikut:?®

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan
pemeliharaan;

b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai oleh subjek
hukum tanah;

c. Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan

perbuatan hukum yang mengenai tanah.
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Hak Ulayat diatur dalam UUPA Pasal 3, yang mengandung pernyataan
pengakuan mengenai eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, bahwa
sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dan pelaksanaannya tidak
bertentangan dengan pembangunan nasional, maka hak ulayat itu dibiarkan
tetap berlangsung dan diakui oleh masyarakat hukum adat masing-masing.
Pengertian dari hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian
wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum
adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan

wilayahnya?®.
4. Hak-Hak Perorangan Atas Tanah

Hak-hak Perorangan Atas Tanah adalah hak yang memberi wewenang di
bidang perdata kepada pemegang haknya untuk memakai atau menguasai,
menggunakan atau mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu. Hak-hak

perorangan atas tanah terdiri dari:

a) Hak-hak atas tanah, yang dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu:

1) Hak-hak atas tanah Orisinal atau primer,

Yaitu hak-hak atas tanah yang diberikan olen Negara dengan cara

memperolehnya melalui permohonan hak, dan bersumber langsung

% Indonesia (b), Penjelasan Umum II angka 2.
% Harsono, op. cit., hal. 271.
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pada Hak Bangsa Indonesia. Jenis hak atas tanahnya meliputi Hak
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak
Pengelolaan.

2) Hak-hak atas tanah Derivatif atau sekunder,

Yaitu hak-hak atas tanah yang bersumber pada pihak lain. Hak ini
tidak langsung bersumber kepada Hak Bangsa Indonesia dan diberikan
pemilik tanah dengan cara melalui perjanjian pemberian hak antara
pemilik tanah dengan calon pemegang hak yang bersangkutan. Jenis
hak atas tanahnya yaitu Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa,
Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Gadai atas Tanah, dan Hak Menumpang.

b) Hak Atas Tanah Wakaf.

Hak atas tanah wakaf diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA yang diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

tentang Perwakafan Tanah Hak Milik.
c) Hak-Hak Jaminan Atas Tanah,

Adalah hak atas tanah yang tidak memberikan wewenang kepada
pemegangnya untuk menggunakan tanah dalam penguasaannya tetapi
memberikan wewenang untuk melakukan penjualan kepada umum
tanah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila pemilik
tanah tersebut (debitur) melakukan wanprestasi. Hak jaminan atas
tanah yang diatur dalam Hukum Tanah Nasional adalah Hak
Tanggungan yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta
Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Tujuan pembentukan UUPA?":

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional;

27 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, ed. 1, cet. 4, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 1994), hal. 200-204.
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2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan
dalam hukum pertanahan;

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai
hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Ad. 1. Yang dimaksud dengan dasar-dasar hukum agraria nasional adalah:
1. Kesatuan dan kekayaan nasional,

a. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh
rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat
1)

b. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa
bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional (Pasal 1 ayat (2));

c. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa
termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat
abadi(Pasal 1 ayat (3)).

2. Dikuasai Negara;

Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang

terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh

Negara(Pasal 2 ayat (1)).

Dikuasai bukanlah berarti untuk dimiliki, tetapi memberi wewenang

kepada Negara untuk pada tingkatan tertinggi:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaannya;

b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas
(bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,
air dan ruang angkasa.

Dengan demikian asas domein yang dipergunakan sebagai dasar
dari perundang-undangan agraria sebelum UUPA ditinggalkan, karena
bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan asas
daripada Negara yang merdeka dan modern.

3. Pengakuan hak ulayat.

Hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat
hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Pelaksanaan hak
ulayat dan hak-hak serupa itu, harus sedemikian sehingga sesuai dengan
kepentingan nasional dan Negara berdasarkan persatuan bangsa serta tidak
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang
lebih tinggi. (Pasal 3).

4. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Yang dimaksud dengan fungsi sosial adalah?® tanah tersebut harus
dipergunakan sedemikian rupa sehingga memberi manfaat bagi pemiliknya
dan masyarakat sekelilingnya. Tanah tidak semata-mata untuk kepentingan

2 1bid., hal. 221-222.
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si pemilik saja, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Pemilikan tanah
tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Tanah harus digunakan sesuai dengan sifat haknya. Kepentingan
perorangan dan masyarakat harus saling mengimbangi. Karena itu perlu
ada rencana peruntukan dan penggunaan tanah, yang ditetapkan oleh
pemerintah.

Sehubungan dengan fungsi sosial itu, maka tanah harus dipelihara
dengan baik, ditambah kesuburannya dan dicegah kerusakannya. Tidak
saja pemilik, tetapi juga orang lain yang mempunyai hubungan hukum
degan tanah, misalnya penyewa, mempunyai kewajiban melaksanakan
fungsi sosial itu.

Tanah terutama untuk kepentingan warga negara Indonesia.

Hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hubungan
sepenuhnya dengan tanah (memiliki hak milik atas tanah) (Pasal 9 ayat
(1)).

Warga Negara asing hanya dapat mempunyai hak-hak atas tanah
tertentu, dan tidak kuat. Badan hukum tidak diperkenankan mempunyai
hak milik kecuali yang ditentukan secara khusus.

Laki-laki dan perempuan berhak sama.
Tiap-tiap warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dan
hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya (Pasal 9 ayat (2)).
Asas perlindungan.
a. Perlindungan bagi warga Negara ekonomi lemah (lihat Pasal 26
ayat (1)).
b.  Monopoli dalam usaha agraria oleh swasta dilarang (lihat Pasal 13
ayat (2)).
c. Pemerintah boleh melakukan monopoli, tetapi harus berdasarkan
undang-undang (Pasal 13 ayat (3)).
Tanah untuk petani.
Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh
pemiliknya sendiri (Pasal 10 ayat (1)). Slogan: “Tanah untuk petani”.
Perencanaan.
Perlu diadakan rencana mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan
bumi, air dan ruang angkasauntuk pelbagai kepentingan hidup rakyat dan
Negara (Pasal 14).

Ad. 2. Pengaturan mengenai kesatuan dan kesederhanaan hukum agraria dalam

UUPA.
1.

2.

Unifikasi hukum agraria, dengan menjadikan Hukum Adat sebagai
dasarnya (Pasal 5).
Unifikasi hak-hak atas tanah dengan mengadakan konversi hak-hak atas
tanah yang lama (baik dari hak Barat maupun hak Adat), menjadi hak-hak
atas tanah yang baru (Bagian I1).
a. Dengan begitu tercapailah kesederhanaan dalam Hukum Agraria
yang baru, hilanglah pluralisme dalam Hukum Agraria Indonesia.
b. Dalam usaha unifikasi tersebut diperhatikan perbedaan dan
keadaan masyarakat, dan keperluan hukum golongan rakyat: rakyat
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perkotaan dan rakyat pedesaan, golongan ekonomi kuat dan
ekonomi lemah.
Ad. 3. Pengaturan dalam UUPA untuk mencapai kepastian hukum dalam bidang
agraria.
a. Diadakan peraturan tentang pendaftaran tanah.
b. Diwajibkan kepada pemegang hak dan untuk mendaftarkan hak
atas tanah yang dipegangnya ke kantor yang ditentukan (Pasal 23,
32 dan 38).
c. Kepada pemerintah diinstruksikan supaya diseluruh Indonesia
diadakan pendaftaran tanah yang bersifat rechts kadaster.

Sumber-sumber hukum agraria®®.
a. Hukum tertulis:
1. UUD 1945, khususnya Pasal 33 angka 3.
y Berbagai undang-undang pokok.
I. UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).
1. UU Pertambangan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967).
iii. UU Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 1960).
iv. UUP Kehutanan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967).
3.a. Peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok tadi,
b. Peraturan-peraturan lainnya yang bukan peraturan pelaksanaan,
yang dikeluarkan karena sesuatu masalah yang perlu diatur. Misal
Undang-Undang Nomor 51 Prp/1961 tentang Larangan Pemakaian
Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
4. Peraturan-peraturan lain yang untuk sementara tetap berlaku
berdasarkan ketentuan praturan peralihan (Pasal 58)
b. Hukum tidak tertulis:
1. Hukum Adat yang sudah disempurnakan dengan Pasal 5 UUPA.
2. Hukum kebiasaan baru, termasuk yurisprudensi dan praktek

administrasi agraria.

2.1.1. 3. Hak Atas Tanah.

2 1bid., hal. 212-213.
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Status subyek hak atas tanah menentukan status tanah yang boleh dikuasai,
yaitu: ®

1. Warga Negara Indonesia: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan; Hak Pakai; Hak Sewa; Hak Gadai; Hak Usaha Bagi Hasil;
Hak Manumpang;

2. Badan Hukum Indonesia terdiri dari: Hak Guna Usaha; Hak Guna
Bangunan; Hak Pakai; Hak Sewa; Hak Pengelolaan (khusus badan hukum
Indonesia yang sahamnya milik negara)

3. Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing meliputi:

a) Hak Pakai (Pasal 24 UUPA) mengatur penggunaan tanah milik oleh
bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-
undangan.

b) Hak Sewa (Pasal 45 UUPA), yang dapat menjadi pemegang hak sewa
adalah:

1. Warga Negara Indonesia;

2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia;

4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
UUPA terdapat berbagai macam hak-hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16
ayat (1) UUPA, vyaitu :

a. Hak Milik;

b. Hak Guna Usaha

b) Hak Guna Bangunan

¢) Hak Pakai

d) Hak Sewa

e) Hak membuka Tanah,

f) Hak Memungut Hasil Hutan.

% Arie S. Hutagalung (c), Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Disampaikan dalam
Pelatihan Kontrak Infrastruktur, (Jakarta: Lembaga Pendidikan Lanjutan llmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Agustus 2010), hal. 3.
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Berikut akan diuraikan beberapa jenis hak atas tanah:
1. HAKMILIK

1.1.

Pengertian Hak Milik

Menurut ketentuan dalam Pasal 20 UUPA yang dimaksud dengan Hak

Milik adalah “Hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat

dipunyai atas tanah dengan mengingat fungsi sosial, yang dapat beralih

dan dialihkan kepada pihak lain”.

1. 2.
1)

2)
3)

4)

5)

6)

1.3.
1

Dengan demikian ciri-ciri Hak Milik, adalah sebagai berikut:**
Hak Milik merupakan hak atas tanah yang paling kuat artinya tidak
mudah hapus serta mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak
lain oleh karena itu maka Hak Milik termasuk salah satu hak yang
wajib didaftarkan (Pasal 23 UUPA);
Hak Milik mempunyai jangka waktu yang tidak terbatas;
Terjadinya Hak Milik karena hukum adat diatur dengan Peraturan
Pemerintah, selain itu juga bisa terjadi karena penetapan pemerintah
atau ketentuan undang-undang (Pasal 22 UUPA);
Hak Milik dapat dialinkan kepada pihak lain melalui jual-beli, hibah,
tukar-menukar, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut hukum
adat dan lain-lain pemindahan hak yang bermaksud memindahkan hak
milik yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan
(Pasal 20 Ayat (2) UUPA);
Penggunaan Hak Milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur
dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 24 UUPA);
Hak Milik dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak
tanggungan (Pasal 25 UUPA).

Dasar hukum dari Hak Milik antara lain:*?
Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA dan Bab Il Bagian |, Bagian

I1 dan Bagian V111 dari ketentuan-ketentuan konversi;

3! Suardi, Hukum Agraria, (Jakarta: Iblam, 2005), hal. 32.
%2 Arie S. Hutagalung, Supardjo Sujadi, dan Rahayu Nurwidari, Asas-Asas Hukum Agraria,
(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 28.
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

1.4.

33

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan
Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah;
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk
Rumah Tinggal yang Telah Dibeli oleh Pegawai Negeri dari
Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan
Pembatalan Keputusan Hak Atas Tanah Negara, yang sekarang diganti
dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah
dan Kegiatan Pendaftaran Tanah tertentu;
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan
Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Subyek Hak Milik.

Subyek hukum yang dapat memiliki Hak Milik sesuai dengan Pasal 21
ayat (1) dan ayat (2) UUPA adalah :

a)
b)

Warga Negara Indonesia;
Badan-badan Hukum yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Peraturan

Pemerintah.

Badan-badan hukum yang disebut dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA adalah

badan-badan hukum yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 1963 yang meliputi:
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1. Bank-bank yang didirikan oleh Negara;
2. Perkumpulan-perkumpulan  Koperasi Pertanian yang didirikan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958;
3. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria
setelah mendengar Menteri Agama;
4. Badan hukum sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria,
setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.
1.5. Terjadinya Hak Milik.
Menurut Pasal 22 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa “Terjadinya Hak
Milik menurut Hukum Adat diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa selain cara sebagaimana
diatur dalam ayat (1), Hak Milik dapat terjadi karena :
a) Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah;
b) Ketentuan undang-undang.
L (5 Hapusnya Hak Milik.
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUPA Hak Milik dapat hapus oleh karena
sesuatu hal, meliputi ;
1. Tanahnya jatuh kepada negara oleh karena:

a) Pencabutan hak (UU Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di
atasnya);

b) Penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya (KEPPRES
Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum);

c) Ditelantarkan (PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar);

d) Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2).

2. Tanahnya musnah.
2. HAK GUNA USAHA (HGU)
2. 1. Pengertian Hak Guna Usaha.
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Menurut ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA, “Hak Guna Usaha

adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh

Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29

UUPA, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”.

2.2.

Dengan demikian ciri-ciri yang dimiliki oleh Hak Guna Usaha

adalah:

1.

Tergolong hak yang wajib didaftarkan menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
Dapat dialihkan;

3. Jangka waktunya terbatas;

Ziest

2.4.

Dapat dilepaskan oleh pemilik Hak Guna Usaha sehingga tanah
tersebut menjadi tanah Negara;

Dapat dijadikan jaminan hutang dengan Hak Tanggungan;
Dasar-dasar hukum dari Hak Guna Usaha antara lain:

Pasal 28 sampai dengan Pasal 34, Pasal 50 jo 52, Pasal 51 UUPA
dan ketentuan-ketentuan konversi Pasal Il, IV dan VII.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah;

Subjek Hak Guna Usaha

Subjek Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1)
UUPA jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo Pasal

17 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 9 Tahun 1999 antara lain:

a.
b.

2.5.

Warga Negara Indonesia.

Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia (Pasal 30 ayat 1 UUPA).

Jangka waktu Hak Guna Usaha

Jangka waktu Hak Guna Usaha menurut Pasal 8 PP Nomor 40 Tahun

1996 adalah paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang dengan paling

lama 25 tahun. Sesudah jangka waktu perpanjangan berakhir, pemegang
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hak dapat mengajukan pembaharuan hak diatas tanah yang sama dengan

syarat®®:

1.

2. 6.

Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan,
sifat dan tujuan pemberian hak tersebut.

Pemilik hak masih memnuhi syarat sebagai pemegang Hak Guna
Usaha.

Diajukan selambat-lambatnya duatahun sebelum berakhirnya
jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut.

Hapusnya Hak Guna Usaha.

Menurut ketentuan Pasal 34 UUPA jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 1996 hak guna usaha hapus karena:

1.
2

~Nmo QL YR

Jangka waktunya berakhir.

Dibatalkan haknya sebelum jangka waktu berakhir karena suatu
syarat tidak dipenuhi, yaitu tidak terpenuhi kewajiban-kewajiban
sebagai pemegang hak dan karena putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak sebelum jangka
waktu berakhir.

Dicabut haknya untuk kepentingan umum.

Tanahnya ditelantarkan.

Tanahnya musnah.

Ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (2) UUPA: orang atau badan
hukum yang mempunyai hak tidak lagi memenuhi syarat untuk

mempunyai hak guna usaha.

Dengan hapusnya Hak Guna Usaha maka tanah tersebut menjadi Tanah

Negara.

2.7.

Hak dan kewajiban pemegang hak guna usaha

Hak (kewenangan) pemegang HGU disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, sebagai berikut:

% bid., hal. 27.
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Pemegang HGU berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang
diberikan HGU untuk melaksanakan usaha dibidang pertanian,
perkebunan, perikanan dan atau peternakan;

Penguasaan dan penggunaan sumber air dan sumber daya alam
lainnya di atas tanah diberikan dengan HGU oleh pemegang HGU
hanya dapat dilakukan untuk mendukung usaha sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dengan mengingat ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan masyarakat
sekitarnya.

Kewajiban pemegang HGU, ditetapkan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 PP,

meliputi:

a. Membayar uang pemasukan kepada Negara;

b. Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau
peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan Ssebagaimana
ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;

c. Mengusahakan sendiri HGU dengan baik sesuai dengan kelayakan
usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknik;

d. Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas
tanah yang ada dalam lingkungan areal HGU;

e. Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya
alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai
penggunaan HGU;

g. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGU kepada
Negara sesudah HGU tersebut hapus;

h. Menyerahkan sertipikat HGU yang hapus kepada Kepala Kantor

Pertanahan; dan

Pemegang hak wajib mengusahakan sendiri HGU tersebut.

3.  HAK GUNA BANGUNAN (HGB)
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3.1. Pengertian Hak Guna Bangunan.
Menurut ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) UUPA, “Hak Guna

Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu

paling lama 30 tahun”.

Pernyataan Pasal 35 ayat (1) tersebut mengandung pengertian bahwa

pemegang HGB bukanlah pemegang hak milik atas bidang tanah dimana

bangunan tersebut didirikan.**

3.2. Dasar Hukum.
Dasar hukum Hak Guna Bangunan terdapat dalam Pasal 35 hingga Pasal
40, Pasal 50 jo 52 UUPA dan Ketentuan Konversi Pasal | ayat 3 dan
ayat 4, Pasal 1l, VV dan Pasal VIII ayat 1 UUPA.

3.3. Ciri dan Sifat Hak Guna Bangunan.

Hak Guna Bangunan memiliki sifat-sifat; *°

I

Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah
yang bukan miliknya sendiri, dalam arti dapat diatas Tanah
Negara ataupun tanah milik orang lain;

Jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20
tahun lagi;

Dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain;

Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak

tanggungan.

Ciri Hak Guna Bangunan®;

. Wajib didaftarkan;

Dapat beralih;

1
2
3. Jangka waktunya terbatas;
4.
5
6

Dapat dijadikan jaminan hutang;
Dapat dialihkan kepada pihak lain;

Dapat dilepaskan oleh pemegangnya;

3 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat
Dan Permasalahan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002), hal. 190.

% |bid., hal. 31.

% perangin, op.cit., hal. 275-276.
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7. Hanya dapat diberikan untuk keperluan pembangunan
bangunan.
3.4. Subyek Hak Guna Bangunan.
Menurut Pasal 36 ayat 1 UUPA, yang dapat mempunyai Hak Guna
Bangunan adalah:

1. Warga Negara Indonesia;

2. Badan hukum vyang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.

3.5. Jangka Waktu Hak Guna Bangunan.

1. Hak Guna Bangunan yang berdiri diatas Tanah Negara atau Hak
Pengelolaan diberikan jangka waktu penggunaan selama
maksimum 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun
(Pasal 35 ayat (1) UUPA jo Pasal 25 PP Nomor 40 Tahun 1996).

2. Hak Guna Bangunan yang berdiri diatas Hak Milik diberikan
jangka waktu penggunaan hak selama maksimum 30 tahun (Pasal
29 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996).

3.6. Hapusnya Hak Guna Bangunan.
-Hak Guna Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUPA, hapus
karena sebab-sebab:

1. Jangka waktunya berakhir;

2. Dihentikan sebelum waktu berakhir karena salah satu syarat tidak
terpenuhi;

3. Dilepaskan oleh pemegangnya sebelum jangka waktu berakhir;

4. Dicabut untuk kepentingan umum;

5. Tanah tersebut ditelantarkan;

6. Tanah itu musnah;

7. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2).

Ketentuan tersebut diatas dikuatkan oleh ketentuan dalam Pasal 35 PP
Nomor 40 Tahun 1996 yang menyebutkan:

1. Hak Guna Bangunan hapus karena :

a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam

keputusan pemberian atau perpanjangannya;
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b. Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum
jangka waktunya berakhir karena:

1. Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak
dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan/atau Pasal 14;

2. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap.

c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum
jangka waktunya berakhir;

d. Dicabut berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961;

e. Ditelantarkan;

f. Tanahnya musnah;

g. Ketentuan Pasal 20 ayat (2).

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya Hak Guna Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan
Presiden.

4. HAK PAKAI

4.1. Pengertian Hak Pakai.
Pengertian hak pakai sebagaimana ternyata dalam Pasal 41 UUPA
adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah
yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang
memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-
menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA.

4.2. Subyek Hak Pakai.
Pengaturan subyek hak pakai terdapat dalam Pasal 42 UUPA dan diatur
lebih lanjut dalam Pasal 39 PP Nomor 10 Tahun 1996, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia;

2. Badan hukum vyang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia;
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4. 3.
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Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan
Pemerintah Daerah;

Badan-badan keagamaan dan sosial,

Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;
Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Intemasional.
Obyek Hak Pakai.

Tanah yang dapat dibebani dengan hak pakai berdasarkan Pasal 41 PP
No 40 Tahun 1996 adalah:

1.
p.
8

4.4,

Tanah Negara;

Tanah Hak Pengelolaan;
Tanah Hak milik.
Terjadinya Hak Pakai.

Pasal 42 PP No 40 Tahun 1996 mengatur lebih lanjut terjadinya hak

pakai antara lain karena:

1.

4.5.

Dengan keputusan pemeberian hak oleh menteri atau pejabat yang
ditunjuk;

Dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang
ditunjuk untuk tanah pengelolaan berdasarkan usul pemegang hak
pengelolaan;

Dengan pemberian tanah oleh pemegang hak milik dengan akta
yang dibuat oleh Peraturan Pemerintah dan wajib didaftarkan
dalam buku tanah pada kantor pertanahan dan mengikat pihak
ketiga sejak saat pendaftaran.

Peralihan Hak Pakai.

Ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) PP Nomor 40 Tahun 1996 mengatur

hal-hal yang dapat menyebabkan peralihak hak pakai, antara lain karena:

1.

2
3
4.
5

Jual-beli;
Tukar-menukar;
Penyertaan dalam modal;
Hibah;

Pewarisan.
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Ketentuan dalam Pasal 45 PP Nomor 40 Tahun 1996 memberikan
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Jangka Waktu Hak Pakai.

pengaturan mengenai jangka waktu hak pakai, yaitu:

4.7

1.

Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan untuk
jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau
diberikan, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama
tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu;
Sesudah jangka waktu Hak Pakai atau perpanjangannya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) habis, kepada pemegang hak
dapat diberikan pembaharuan Hak Pakai atas tanah yang sama;
Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada :
Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan
Pemerintah Daerah;

. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional;

Badan keagamaan dan badan sosial.

Hapusnya Hak Guna Bangunan.

Hak pakai dapat hapus sebagaimana ternyata dalam Pasal 55 PP Nomor

40 Tahun 1996 adalah karena alasan-alasan berikut ini:

1.
2.
3.

4. 8.

Jangka waktunya berakhir;

Dibatalkan karena syarat tidak terpenuhi,

Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka
waktu berakhir;

Dicabut untuk kepentingan umum (Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1961);

Tanahnya ditelantarkan;

Tanahnya musnabh;

Pemegang hak tidak memenuhi syarat sebagai pemegang Hak
Pakai.

Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Pakai.
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Pengaturan mengenai hak dan kewajiban pemegang hak pakai diatur
dalam Pasal 51 hingga Pasal 54 PP Nomor 40 Tahun 1996, antara lain
yaitu:

a) Hak pemegang Hak Pakai (Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 PP

Nomor 40 Tahun 1996), antara lain:

i. Pemegang Hak Pakai berhak menguasai dan mempergunakan
tanah yang diberikan dengan Hak Pakai selama waktu tertentu
untuk mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan
pribadi atau usahanya;

ii.  Membebani Hak Pakai (atas tanah negara/hak pengelolaan)
dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan utang;

iii.  Mengalihkan Hak Pakai kepada pihak lain yang dapat terjadi
karena: jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan dalam
modal perseroan (inbreng) dengan dilakukan melalui akta
peralihan hak yang dibuat PPAT dan wajib didaftarkan di
Kantor Pertanahan;

iv. Peralihan karena pewarisan harus dibuktikan dengan surat
wasiat atau surat keterangan waris dari instansi yang
berwenang;

v.  Peralihan karena lelang wajib dibuktikan dengan Berita Acara
Lelang;

vi. Hak Pakai beralih karena hukum kepada ahli waris pemegang
hak.

b) Kewajiban pemegang Hak Pakai (Pasal 50 dan Pasal 51 PP Nomor

40 Tahun 1996):

i.  Membanyar uang pemasukan yang jumlah dan cara
pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian
haknya;

ii.  Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan dan persyaratan
sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian

pemberiannya;
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Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di
atasnya serta menjaga kelestarian lingkungannya;

Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Pakai
kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang
Hak Milik sesudah Hak Pakai itu hapus;

Menyerahkan sertipikat Hak Pakai yang telah hapus kepada
Kepala Kantor Pertanahan

Memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain
bagi pekarangan atau bidang tanahnya yang terkurung kerena
keadaan geografis atau lingkungan atau sebab-sebab lain
letaknya sedemikian rupa sehingga mengurungi pekarangan
atau bidang tanahnya yang terkurung kerena keadaan geografis
atau lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian
rupa sehingga mengurung atau menutup pekarangan atau

bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan.

Perolehan Hak Atas Tanah.

Perolehan hak atas tanah dapat terjadi melalui beberapa cara, yang ketentuan-

ketentuannya disusun dalam suatu sistem, yang didasarkan atas kenyataan:*’

Status tanah yang tersedia:

1. Tanahnya tanah Negara; atau

2. Tanahnya tanah hak.

Kalau tanahnya tanah hak, apakah pemegang haknya:
1. Bersedia ataukah;

2. Tidak bersedia menyerahkan atau memindahkan hak atas

tanahnya.

Kalau pemegang haknya bersedia menyerahkan atau memindahkan
hak atas tanahnya, apakah pihak yang memerlukan:

1. Memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah yang

bersangkutan; ataukah

%" Harsono, op.cit., hal. 330.
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2. Tidak memenuhi syaratnya.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas disusun sistem perolehan tanah, baik
untuk keperluan pribadi/usaha maupun untuk kepentingan umum, sebagai
berikut:*®

a) Kalau tanah yang tersedia tanah Negara: harus ditempuh acara

permohonan hak baru.

b) Kalau yang tersedia tanah hak:

1. Dan ada persetujuan bersama serta kata sepakat mengenai
penyerahan tanah yang bersangkutan berikut imbalannya:

i. ~ Ditempuh acara pemindahan hak, jika pihak yang memerlukan
memenuhi syarat sebagai pemegang haknya;

ii.  Ditempuh acara pelepasan hak, diikuti pemberian hak baru yang
sesuai, jika pihak yang memerlukan tidak memenuhi syarat:
(KEPPRES 55/1993 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
BPN nomor 1/1994);

(acara pemindahan hak dan pelepasan hak hakikatnya sama:
didasarkan pada kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang
diperlukan dan imbalannya, yang diperoleh melalui musyawarah)

2. Jika musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan, ditempuh
acara pencabutan hak, jika tanah diperlukan untuk penyelenggaraan
kepentingan umum dan tidak dapat digunakan tanah yang lain
(diikuti pemberian hak baru yang sesuai). (UU 20/1961 jo PP
39/1973).

Berdasarkan wuraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem
perolehan hak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Permohonan dan pemberian hak atas tanah, jika tanah yang diperlukan

berstatus Tanah Negara.
Terhadap permohonan hak atas tanah berlaku tata cara permohonan dan

pemberian hak atas tanah yang secara umum diatur dalam Peraturan

% 1bid., hal. 330.
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Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan
Mengenai Pemberian Hak Atas Tanah. peraturan ini mengatur mengenai:
a. Siapa yang berhak mengajukan permohonan,
b. Kepada siapa mengajukan permohonan,
c. Hak apa yang boleh dimohon,
d. Tahap proses permohonan.
Pemindahan hak, jika:
a. Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak;
b. Pihak yang memerlukan tanah boleh memiliki hak yang sudah
ada;
c. Pemilik bersedia menyerahkan tanah.
Terhadap pemindahan/peralihan hak berlaku ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961tentang
Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah
No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pelepasan hak yang dilanjutkan dengan permohonan dan pemberian hak
atas tanah, jika:
a. Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak atau tanah hak ulayat
suatu masyarakat hukum adat;
b. Pihak yang memerlukan tanah tidak boleh memiliki hak yang
sudah ada;
c. Pemilik bersedia menyerahkan tanahnya.
Pencabutan hak yang dilanjutkan dengan permohonan dan pemberian hak
atas tanah, jika:
a. Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak;
b. Pemilik tanah tidak bersedia melepaskan haknya;
c. Tanah tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan

untuk kepentingan umum.

2.1.1.5. Berakhirnya Hak-Hak atas Tanah.
Berbeda dengan hak-hak atas tanah seperti tersebut pada KUH Perdata maka

dalam sistem dari UUPA terdapat sejumlah hak-hak atas tanah yang diatur oleh
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UUPA, maupun oleh ketentuan-ketentuan lain hak-hak atas tanah tersebut dapat

berakhir karena satu dan lain sebab®°.

Yang dimaksud dengan berakhirnya hak-hak atas tanah menurut sistem

UUPA adalah hak atas tanah itu berakhir tanpa kerja sama dalam artian relatif

ataupun persetujuan seperti yang kita kenal untuk sahnya suatu persetujuan seperti

yang diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdata dari pemiliknya semula. Di sini pemilik

tanah seolah-olah dipaksa atau terpaksa untuk menyerahkan hak atas tanahnya

kepada pihak lain baik tanah itu kembali tanah yang dikuasai Negara ataupun

karena satu dan lain sebab kepada orang lain (lelang, pewarisan) ataupun karena

pelanggaran syara-syarat pemberian hak tersebut.

Beberapa sebab berakhirnya hak atas tanah tersebut antara lain“’:
1. Berakhirnya hak-hak atas tanah menurut UUPA.

Berakhirnya hak-hak atas tanah menurut UUPA disebabkan karena antara

lain

a.

b.

Prinsip Nasionalitas.

Prinsip ini membatasi pemilikan hak-hak atas tanah sehingga hanya
warga Negara Indonesia saja yang dapat memiliki hak atas tanah dan
apabila ada warga Negara lain yang ingin memiliki salah satu hak atas
tanah berdasarkan UUPA maka warga Negara tersebut harus mentaati
syarat-syarat yang ditentukan bagi pemilikan hak atas tanah oleh warga
Negara selain warga Negara Indonesia.

Prinsip ini terdapat dalam pasal-pasal UUPA antara lain Pasal 21 ayat
(3), Pasal 30 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) UUPA, pasal-pasal ini
merupakan penjabaran dari Pasal 9 ayat (1) UUPA yang menentukan
bahwa “Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan
yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-
batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2”.

Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya.

% AP. Parlindungan (a), Berakhirnya Hak Hak atas Tanah, (Bandung: Mandar Maju , 1989),

hal. 1.

“0'1bid., hal. 3-25.
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UUPA memberikan pilihan kepada para pemegang masing-masing hak
atas tanah untuk melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya secara
sukarela, hal ini diatur dalam Pasal 27 huruf (a) angka 2, Pasal 34
huruf (c), Pasal 40 huruf (c) UUPA.

c. Diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir, karena sesuatu
syarat tidak dipenuhi.
Sebab ini dapat terjadi apabila hak-hak atas tanah yang dimiliki pada
saat perolehan hak atas tanah tersebut memiliki sayrat-syarat
membatalkan perolehan hak atas tanah disebabkan karena tidak
dipenuhinya syarat tertentu.

d. Karena ketentuan konversi.
Sebagaimana telah dibahas diatas bahwa Negara Indonesia menganut
prinsip nasionalitas, maka sesuai dengan ketentuan konversi yang
terdapat dalam UUPA orang asing yang memiliki hak atas tanah pada
saat berlakunya UUPA harus sudah memindahkan hak atas tanah yang
dimilikinya kepada warga Negara Indonesia dan jika mereka lalai
maka tanah yang dimilikinya akan dikenakan ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan konversi yang terdapat dalam
UUPA.

e. -~ Karena ditelantarkan.
Dengan memperhatikan Pasal 6 UUPA dimana setiap hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial maka setiap hak atas tanah yang ditelatarkan
oleh pemiliknya berdasarkan ketentuan Pasal 27 huruf (a) angka 3,
Pasal 34 huruf (e), Pasal 40 huruf (¢) UUPA akan kembali dikuasai
oleh Negara.

f.  Tanahnya musnah.
Pengaturan mengenai berakhirnya hak atas tanah karena tanahnya
musnah terdapat dalam Pasal 27 huruf (b), Pasal 34 huruf (f), Pasal 40
huruf (f) yang memberi pengertian bahwa dengan musnahnya tanah
yang dimaksud dalam hak atas tanah maka hak atas tanah tersebut akan
berakhir.

g. Pencabutan hak.
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Berakhirnya hak atas tanah karena pencabutan hak akan dibahas secara
mendalam pada bagian akhir pembahasan mengenai berakhirnya hak-
hak atas tanah dibawah ini.

2. Berakhirnya hak-hak atas tanah karena lelang dan pewarisan.

a. Karena lelang.

Pelelangan dapat terjadi karena ketentuan eksekusi yang dimintakan

oleh salah satu pihak, baik karena disita ataupun karena menunggak

untuk membayar hutangnya kepada pihak ketiga. Eksekusi dapat
terjadi karena ketentuan Grosse akta atauun karena Keputusan

Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan pasti. Berakhirnya

hak atas tanah disini karena dengan kekuatan eksekusi dari Pengadilan

ataupun atas kekuatan grosse akta.

b. Pewarisan.

Dengan meninggalnya pemilik hak atas tanah baik secara wajar

maupun tidak wajar maka berakhir pula hak atas tanah yang dimiliki

oelh pemegang hak dan sebagai ahli waris maka harus membereskan
peninggalan dari pewaris serta segala hak dan kewajiban dai yang
meninggal menjadi hak dan kewajiban dari para ahli warisnya.

c. Berakhirnya hak-hak atas tanah karena ketentuan Landreform.
Ketentuan dari UU Nomor 56 Prp 1960 sebagai implementasi dari
Pasal 17 UUPA yang menyatakan sebagai berikut:

1. Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai
tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 diatur luas
maksimum. dan/atau luas minimum tanah yang boleh dipunyai
dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau
badan hukum.

2. Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 Pasal ini
dilakukan dengan peraturan perundang didalam waktu yang
singkat.

3. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum
termaksud dalam ayat (2) Pasal ini diambil oleh Pemerintah

dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat
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yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah.

4. Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) Pasal ini,
yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan
secara berangsur-angsur.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 17 UUPA, maka dibuatlah

larangan-larangan bagi pemilikan hak atas tanah yaitu antara lain:

1. Larangan latifundia.
Adalah larangan mengenai penguasaan tanah luas yang
melebihi ceiling (batas tertinggi boleh mempunyai hak atas
tanah), pengaturannya terdapat dalam Pasal 17 UUPA jo Pasal
1 UU no 56/Prp/1960

2. Larangan gadai.
Pengaturan mengenai pelarangan gadai terdapat dalam Pasal 7
UU no 56/Prp/1961 yang menentukan bahwa gadai tanah
dilarang dan atas gadai tanah yang telah berlangsung selama 7
tahun, maka tanah yang digadaikan itu kembali kepada pemilik
semula tanpa perlu ditebus kembali akan tetapi apabila gadai
tersebut belum berangsung lebih dari 7 tahun maka penggadai
hanya membayar sejumlah yang telah ditentukan dalam
peraturan tersebut.

3. Larangan absentee (guntai).
Pengaturan ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah no 224
Tahun 1960 yang menyebabkan pemilik tanah yang bertempat
tingga diluar kecamatan tempat letak tanahnya dalam jangka
waktu 6 bulan harus mengalihkan haknya kepada orang lain
dikecamatan dimana tanah tersebut terdapat.

d. Berakhirnya hak atas tanah yang dikuasai real estate dan Perumnas.
e. Berakhirnya hak atas tanah karena pencabutan hak berdasarkan UU

Nomor 20 Tahun 1961.

f.  Berakhirnya hak atas tanah karena pembebasan tanah PMDN 15/

1975 dan PMDN 2/1985.
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2. 1. 2. Pendaftaran Tanah.
2.1.2. 1. Pengertian Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang
dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa
pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang
ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi
kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di

bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya®'.

Sebagaimana tersebut diatas pendaftaran tanah adalah suatu upaya untuk
mendaftarkan hak beserta semua proses yang bersangkutan dengan tanah di
Kantor Pertanahan, pendaftaran tanah yang berlangsung sekarang adalah sebagai
pelaksanaan dari UUPA yang diadakan untuk menjamin kepastian hak-hak atas

tanah yang ada.

Keterangan atau data yang dikumpulkan mencakup tanah-tanah tertentu yang
berada pada wilayah tertentu diolah, disimpan, dan disajikan dalam bentuk:*?

1. Data Fisik mengenai tanahnya: lokasinya, batas-batasnya, luasnya
bangunan dan tanaman yang ada di atasnya;
2. Data Yuridis mengenai haknya: haknya apa, siapa pemegang haknya,

ada atau tidak adanya hak pihak lain.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana ternyata dalam Pasal 19 ayat
2 untuk menjamin kepastian hukum dalam Pasal 19 ayat 1 UUPA, diadakan

dengan cara:

1. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

*! Harsono, op.cit., hal. 72.
“Ibid., hal. 73.
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2.1.2.2. Asas-asas pendaftaran tanah.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah/pendaftaran hak atas tanah yang
dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUPA dan PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah dilaksanakan dengan menggunakan:

a. Asas Publisitas.
Asas ini tercermin dengan adanya data-data yuridis tentang hak
atas tanah seperti subyek haknya, apa nama haknya, peralihan dan
pembebannanya. Asas ini memungkinkan orang-orang yang
memegang hak atas tanah itu dapat dengan mudah membuktikan
dirinya bahwa dialah yang berhak atas tanah tersebut, apa nama
hak yang dipegangnya, letak dan luas tanah.

b. Asas Spesialitas.
Asas ini tercermin dengan adanya data-data phisik tentang hak atas
tanah seperti berapa luas tanah, dimana letak tanah dan
penunjukkan secara tegas batas-batas tanah. ~Asas ini
memungkinkan kepada siap pun guna dapat mengetahui dengan
mudah hal-hal apa saja yang ia ingin ketahui berkenaan dengan
sebidang tanah.

Asas-asas pendaftaran tanah yang terkandung dalam PP Nomor 24 Tahun
1997 terdapat dalam Pasal 2 dan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 peraturan
tersebut, yaitu:

1. Azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-
ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami
oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas
tanah.

2. Sedangkan azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa
pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga
hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan
pendaftaran tanah itu sendiri.

3. Azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang
memerlukan, Kkhususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan

kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam
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rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para
pihak yang memerlukan.

Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam
pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data
yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu
diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubhan yang
terjadi di kemudahan hari.

Azas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus
menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor
Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarat
dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.
Untuk itulah diberlakukan pula azas terbuka.

3 Tujuan pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian

hak atas tanah. dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka fihak-fihak

yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum

daripad

a tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa

empunya dan beban-beban apa yang ada di atasnya.*®

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP Nomor 24
Tahun 1997 adalah:

a.

Untuk memberikan kepastian hukum dan pelindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-
hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya
sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Untuk  menyediakan informasi  kepada pihak-pihak  yang
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun
yang sudah terdaftar;

Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

*% Perangin, op.cit., hal. 95.
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2.1.2. 4. Sistem Pendaftaran Tanah Yang Digunakan.

Dalam pendaftaran tanah dikenal dua macam sistem pendaftaran tanah, sistem
pendaftaran tanah mempermasalahkan: apa yang didaftar, bentuk penyimpanan
dan penyajian data yuridisnya serta bentuk tanda bukti haknya. Sistem
pendaftaran tanah tersebut antara lain:

1. Sistem pendaftaran akta;
2. Sistem pendaftaran hak.

Dalam sistem pendaftaran akta, maka akta-akta itulah yang didatar oleh
pejabat pendaftaran tanah. Dalam sistem pendaftaran akta ini, pejabat pendaftaran
tanah bersikap pasif. la tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disebut
dalam akta yang didaftar*’. Pendaftaran tanah dengan sistem ini merupakan
pendaftaran yang mendaftarkan setiap akta yang memberikan, menciptakan hak
baru serta pemindahan dan pembebanannya yang memuat data yuridis tanah yang
didaftarkan.

Dalam sistem pendaftaran hak, pendaftaran yang dilakukan adalah terhadap
hak yang diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian. Dalam sistem
pendaftaran ini yang menjadi sumber data adalah akta yang berisi penciptaan
hakbaru dan perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan.

Pendaftaran tanah berkaitan erat dengan sistem publikasi yang digunakan
dalam mempublikasikan pendaftaran suatu tanah. sistem publikasi yang
digunakan dalam suatu pendaftaran menentukan sejauh mana kepercayaan
terhadap kebenaran data fisik dan data yuridis yang disajikan dan sejauh mana
perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum yang terjadi berdasarkan data
yang kemudian ternyata tidak benar.

Terdapat 2 (dua) macam sistem publikasi, yaitu:

1. Sistem publikasi positif;

2. Sistem publiaski negatif.

Pada sistem positif apa yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah dan
surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak.

Pihak ketiga (yang beritikad baik) yang bertindak atas dasar bukti tersebut

* Harsono, op.cit., hal. 76.
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mendapat perlindungan mutlak, biarpun kemudian ternyata bahwa keterangan-
keterangan yang tercantum di dalamnya tidak benar. Pihak yang dirugikan
mendapat kompensasi dalam bentuk lain.

Sedangkan pada sistem negatif surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat. Berarti, keterangan-keterangan yang tercantum di
dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh Hakim) sebagai
keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang
membuktikan sebaliknya. Dalam hal yang demikian, maka pengadilanlah yang
akan memutuskan alat pembuktian mana yang benar. Kalau ternyata bahwa
keterangan dari pendaftaran tanahlah yang tidak benar, maka diadakan perubahan
dan pembetulan seperlunya.

Sistem pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia adalah sistem
pendaftaran hak (registration of titles), sebagaimana diuraikan dalam
penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut PP No 10 Tahun 1961. Hal ini
tampak dalam dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data
yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertipikat
sebagai tanda bukti hak yang didaftar®.

Sedangkan sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif yang
mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat*®
2.1.2.5. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek
pendaftaran yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu
desa/kelurahan. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan yang
dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan®’.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali terbagi menjadi 2 (dua) cara yaitu:
pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.

“*Ibid., hal. 463.

“* Ibid.

* Indonesia [a], Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
LN No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696, Pasal 1 angka 9;

Universitas Indonesia
Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH Ul, 2012



56

Pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan atas prakarsa pemerintah
berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta
dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN*

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama
kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau
bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal®.

2. 1. 3. Konversi.
2.1.3. 1. Pengertian Konversi.

Konversi adalah penyesuaian atau perubahan dari hak-hak atas tanah yang
lama sebelum berlakunya UUPA menjadi hak-hak atas tanah yang baru yang
ditetapkan dalam UUPA. Setiap hak atas tanah yang ada sebelum UUPA berlaku,
baik Hak Barat maupun Hak Indonesia, oleh ketentuan konversi UUPA diubah
menjadi salah satu hak atas tanah yang berlaku yang disebut dalam Hukum Tanah
yang baru. Dengan kata lain Konversi sebagaimana diatur dalam Ketentuan
Konversi UUPA adalah

“Penyesuaian hak-hak tanah yang pernah tunduk kepada sistem hukum yang

lama yaitu hak-hak tanah menurut KUHPerdata Barat dan tanah-tanah yang

tunduk kepada Hukum Adat untuk masuk dalam sistem hak-hak tanah
menurut ketentuan UUPA™,
2.1.3.2. Prinsip-Prinsip Konversi.

Prinsip-prinsip yang mendasari konversi sehingga dapat diketahui tujuan dan
penyelesaiannya, antara lain®":

1. Prinsip nasionalitas.

Prinsip ini mengakibatkan bahwa setiap hak-hak tanah yang akan atau
telah dimiliki oleh suatu subyek hukum baik perorangan maupun badan
hukum akan disesuaikan dengan kewarganegaraan subyek hukum tersebut.

2. Prinsip pengakuan hak-hak tanah terdahulu.

*8 Harsono, op.cit., hal. 460-461.
“ Ibid.
%0 A.P. Parlindungan (b), Konversi Hak-Hak Atas Tanah, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal.

5 bid.

Universitas Indonesia

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH Ul, 2012



57

Prinsip ini mengadakan penyelesaian terhadap hak-hak tanah terdahulu
yang telah terdaftar untuk dialihkan menjadi salah satu hak baru yang
diakui oleh dan sesuai dengan aturan yang ada dalam UUPA.
3. Kepentingan hukum.

Prinsip ini mengatur mengenai kepentingan-kepentingan nasional atas hak
tanah yang dimiliki oleh subyek hukum dimana tanah tersebut diperlukan
demi kepentingan nasional dan demi kepentingan nasional tersebut hak
atas tanah tersebut sesuai dengan Pasal 3 Keppres 32 Tahun 1979 pemilik
hak atas tanah akan diberikan ganti rugi.

4. Penyesuaian kepada ketentuan konversi.

Prinsip ini memberikan arahan terhadap hak-hak tanah yang akan
diberikan terhadap hak-hak tanah yang akan dilakukan konversi dengan
cara penyesuaian terhadap subyek, obyek dan bukti-bukti lain yang terkait
dengan hak-hak tanah yang akan dilakukan konversi.

5. Status quo hak-hak tanah terdahulu.

Prinsip ini memberikan pengertian bahwa setiap ada pembuatan suatu
bukti hak baru atas tanah yang tunduk atau yang akan ditundukkan kepada
sistem lama adalah batal dan tidak berkekuatan hukum®.

2.1.3.3. Dasar Hukum.

Pengaturan ketentuan-ketentuan Konversi terdapat dalam Pasal 55 dan bagian
kedua tentang Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA sedangkan ketentuan
pelaksaannya, antara lain terdapat dalam:

— Untuk Hak Barat:
1. PMA Nomor 2 Tahun 1960.
2. PMA Nomor 5 Tahun 1960.
3. PMA Nomor 13 Tahun 1961.
4. PMA Nomor 2 Tahun 1970.
5. SK MDN Nomor Sk. 53/DDA/1970.
6. PMA Nomor 7 Tahun 1965.

—  Untuk Hak Indonesia:

52 1bid., hal. 22.
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1. PMPA Nomor 2 Tahun 1962.
2. SKMDN Nomor 26 Tahun 1970.

2.1.3. 4. Sifat dan Norma Konversi.

Konversi memiliki sifat®®:

1.

Deklaratoir.

Sifat ini mengakibatkan pemilik hak tanah untuk melakukan tindakan
penegasan hak yang bersifat deklaratoir dengan cara memenuhi syarat-
syarat tertentu yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
Konstitutif.

Sifat ini mengakibatkan pemilik hak tanah yang bersangkutan untuk
melakukan tindakan permohonan hak untuk memiliki hak tanah yang

diinginkannya selama sesuai dengan yang diatur dalam UUPA.

Konversi memeiliki beberapa norma, yaitu*:.

1.

Konversi yang bersifat terbatas, berdasarkan norma ini konversi dihitung
sejak berlakunya UUPA yaitu tanggal 24 September 1960.

Konversi yang dikaitkan kepada bergunanya atau tidak kepada
pembangunan Indonesia.

Konversi dari hak-hak milik (adat) karena belum ada peraturan pelaksana,
tetap diperlakukan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa
UUPA

Konversi melihat pemiliknya dan tanggal kewarganegaraannya.

Konversi dari sejumlah hak-hak ex Hukum Barat dan Hukum Adat yang

disesuaikan konversi menjadi lebih rendah, seperti menjadi hak pakai.

Pengaturan mengenai konversi hak-hak atas tanah dengan berbagai variasi
terdapat dalam Pasal 55 UUPA.
2. 1. 4. Pemegang Hak Atas Tanah.
2.1.4.1. Manusia.

Setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak

dan kewajiban. Setiap orang pada prinsipnya merupakan subyek hukum sejak

53 perangin, op.cit., hal. 148.
5 A.P. Parlindungan (c), Pedoman Pelaksanaan UUPA Dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta
Tanah, (Bandung: Mandar Maju, 1985), hal. 49.

Universitas Indonesia

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH Ul, 2012



59

dirinya dilahirkan tetapi terdapat pengecualian, yaitu menurut Pasal 2 KUH
Perdata yang menyatakan bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya
dianggap telah lahir dan menjadi subyek hukum jika kepentingannya
menghendaki.

Tidak semua manusia dapat menjadi subyek hukum terdapat manusia yang
tidak dapat menjadi subyek hukum, mereka adalah manusia yang tidak cakap
dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, antara lain:

1. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa dan belum menikabh;

2. Orang yang berada dalam pengampuan.
2.1.4.2. Badan Hukum.

Selain manusia sebagai subyek hukum, masih terdapat subyek hukum lain
yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban yaitu badan hukum. Dasar
hukum dari badan hukum terdapat dalam teori-teori para sarjana, antara lain
sebagai berikut>:

1. Teori Fictie dari Von Savigny, berpendapat, badan hukum itu semata-
mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut hukum alam hanya manusia
sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu Fictie saja,
yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan
dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai
subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

2. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya
manusia saja dapat menjadi subyek hukum. Tetapi juga tidak dapat
dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada
manusiapun Yyang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang Kkita
namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak
yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah
suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan
kepunyaan suatu tujuan.

3. Teori Organ dari Otto Von Gierke, Badan hukum itu adalah suatu realitas

sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam

% Ali Ridho, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,
Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 9-12.
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pergaulan hukum. Kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan
hukum. Itu adalah suatu “Leiblichgeistige lebenseinheit die wollen und
das gewollte in tat umsetzen kam”. Disini tidak hanya suatu pribadi yang
sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau
kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapan (pengurus,
anggota-anggotanya). Dan apa yang mereka putuskan, adalah kehendak
atau kemauan dari badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan
manusia.

4. Teori Propriete Collective dari Planiol (gezamenlijke vermogens-theorie
Molengraaff). Menurut teori ini hak dan kewajiban anggota bersama-
sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu
merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-Anggota tidak hanya dapat
dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi,
tetapi juga sebagai pemilik bersama-bersama untuk keseluruhan, sehingga
mereka secara pribadi tidak, bersama-sama semuanya menjadi pemilik.
Kita katakan, bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya
merupakan suatu kesatuan dan membetuk suatu pribadi, yang dinamakan
badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis
saja. Teori Propriete Collective itu berlaku untuk korporasi, badan hukum
yang mempunyai anggota, tetapi untuk yayasan teori ini tidak banyak
artinya. Sebaliknya teori harta kekayaan bertujuan (doelvermogens-
theorie) hanya tepat untuk badan hukum yayasan yang tidak mempunyai
anggota. Teori fictie yang memperumpamakan badan hukum seolah-olah
sebagai manusia itu berarti bahwa badan hukum itu sebenarnya tidak ada,
sedang sebaliknya teori organ memandang badan hukum itu suatu realitas
yang sebenarnya sama dengan manusia.

Berikut adalah pengertian dari badan hukum sebagaimana diutarakan oleh

berbagai sarjana®®:

1. Maijers, badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung

hak dan kewajiban.

% Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 18.
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Logemann, badan hukum adalah suatu personifikatie (personifikasi) yaitu
suatu bestendigheid (perwujudan, penjelmaan) hak-kewajiban. Hukum
organisasi (organosatierecht) menentukan innerlijkstruktuur (struktur
intern) dari personifikatie itu.

. E. Utrecht, badan hukum (rechtpersoon) yaitu badan yang menurut hukum
berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan,
bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau
lebih tepat yang bukan manusia.

Bothingk, badan hukum itu hanya suatu gambar yuridis tentang identitas
bukan manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan.

. R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau
perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan
seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat
atau menggugat di depan hakim.

. R. Rochmat Soemitro, badan hukum (rechtpersoon) ialah suatu badan
yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.

. Sri Soedewi Maschun Sofwan, badan hukum yaitu kumpulan dari orang-
orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan
kumpulan harta kekayaan, yang tersendirikan untuk tujuan tertentu —
(yayasan).

H. Th. Ch. Kal dan V. F. M. Den Hartog menerangkan, bahwa purusa
wajar yakni manusia ialah subyek hukum. Organisasi yang memperoleh
sifat subyek hukum itu ialah purusa hukum atau badan hukum. Purusa
hukum dapat bertindak dalam hubungan hukum sebagai purusa wajar, ia
boleh mempunyai milik, boleh berunding, boleh mengikat perjanjian,
boleh bertindak dalam persengketaan hukum dan sebagainya dan memikul
tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala perbuatannya.

. Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, pengertian tentang pribadi
hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari
anggota-anggotanya, dianggap sebagai subyek hukum — mempunyai
kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung

jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban — seperti yang
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dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri,
mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai
pihak di dalam suatu perjanjian.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum,
yaitu badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat
bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-
kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.
Sudiman Kartohadiprodjo menjelaskan, tiap manusia jadi merupakan
orang. Manusia ini merupakan orang yang karena terbawa oleh keadaan
bahwa ia manusia. Karena itu orang yang bercorak manusia itu disebut
orang asli (naturlijk persoon), sebagai lawan subjek hukum lainnya, ialah

badan hukum (rechtpersoon).

Untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum

dipergunakan syarat-syarat™’:

1.

2
3.
4

Adanya harta kekayaan yang terpisah;
Mempunyai tujuan tertentu;

Mempunyai kepentingan sendiri;

. Adanya organisasi yang teratur.

Ad. 1 adanya harta kekayaan yang terpisah

Harta ini didapat dari pemasukan para anggota atau dari suatu perbuatan
pemisahan dari seseorang yang diberikan suatu tujuan tertentu. Harta
kekayaan ini sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk
mengejar suatu tujuan tertentu dalam hubungan hukumnya. Dengan
demikian harta kekayaan itu menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak-
pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan itu.

Karena itu badan hukum mempunyai pertanggung-jawab sendiri,
walaupun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan para anggota, harta
kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing

anggota-anggotanya. Perbuatan-perbuatan hukum pribadi para anggotanya

%" Ridho, op.cit., hal. 50-54.
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dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta

kekayaan yang terpisah itu. Kekayaan yang terpisah itu membawa akibat:

1. Kreditur para anggota tidak mempunyai hak untuk menuntut harta
kekayaan badan hukum itu.

2. Para anggota pribadi tidak dapat menagih piutang dari badan hukum
terhadap pihak ketiga.

3. Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak
diperkenankan.

4. Hubungan hukum, baik persetujuan, maupun proses-proses antara
anggota dan badan hukum mungkin saja seperti halnya antara badan
hukum dengan pihak ketiga.

5. Pada kepailitan, hanya para krediut badan kreditur badan hukum dapat

menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.

Ad 2. Mempunyai tujuan tertentu.

Tujuan dapat merupakan tujuan yang ideel atau tujuan yang
commercieel. Tujuan itu adalah tujuan tersendiri dari badan hukum dan
karena itu tujuan bukanlah merupakan kepentingan pribadi dari satu atau
beberapa orang (anggota). Perjuangan mencapai ntujuannya itu dilakukan
sendiri oleh badan hukum sebagai person (subject-hukum) yang
mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya. Oleh
karena badan hukum hanya dapat bertindak dengan perantaraan organnya,
maka perumusan tujuan hendaknya tegas dan jelas. Hal ini sangat penting
bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungannya badan
hukum itu dengan dunia luar. Ketegasan ini memudahkan pemisahan

apakah organ bertindak dalam batas-batas wewenangnya ataukah diluarnya.

Ad. 3 Mempunyai kepentingan sendiri.
Dalam hubungannya mempunyai kekayaan sendiri untuk usaha-usaha
mencapai tujuan tertentu itu, maka badan hukum itu mempunyai
kepentingan sendiri, kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-

hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum, maka

Universitas Indonesia

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH Ul, 2012



64

kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sebab itu
badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri itu, dapat menuntut dan
mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam
pergaulan hukumnya. Menurut Meyers mengenai kepentingan badan usaha
itu mengatakan: kepentingan menghendaki suatu kestabilan. Suatu panitia
bencana alam yang mengumpulkan sumbangan-sumbangan dari para
penderma-penderma bukan suatu badan hukum, meskipun uang yang
terkumpul itu tidak merupakan milik dari panitia, karena di sini organisasi
dan pekerjaannya hanya untuk waktu yang singkat saja, dengan demikian

tidak mempunyai kepentingan yang stabil.

Ad. 4 Adanya organiasi yang teratur.

Badan hukum itu adalah suatu konstruksi hukum. Dalam pergaulan
hukum, badan hukum diterima sebagai person di samping manusia. Badan
hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri yang hanya dapat bertindak
hukum dengan organnya, dibentuk oleh manusia, merupakan badan yang
mempunyai anggota (korporasi) atau merupakan badan yang tidak
mempunyai anggota seperti yayasan, sampai dimana organ yang terdiri dari
manusia itu dapat bertindak hukum sebagai perwakilan dari badan hukum
dan dengan jalan bagaimana manusia-manusia yang duduk dalam organ
dipilih dan diganti dan sebagainya, ini diatur oleh anggaran dasar dan
peraturan atau keputusan rapat anggota yang tidak lain ialah suatu
pembagian tugas dan dengan demikian badan hukum mempunyai
organisasi.

Menurut Logemann, suatu organisasi itu ada dimana saja, dimana manusia-
manusia bertindak secara organisatoir dengan pembagian tugas mengejar
suatu tujuan bersama. Dengan demikian, maka organisasi adalah suatu hal
yang essentieel bagi badan hukum, baik badan hukum korporasi maupun

badan hukum yayasan.
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas ada beberapa bentuk badan dan

perkumpulan yang diterima sebagai badan hukum, diantaranya adalah®®:

1.
2.
3.
4.

Perkumpulan.
Perseroan Terbatas.
Koperasi.

Yayasan.

Ad. Perseroan Terbatas.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHD tidak memberikan

penjelasan yang jelas mengenai pengertian dari Perseroan Terbatas akan tetapi

dalam

Pasal-Pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD ternyata unsur-unsur yang dapat

membentuk badan usaha menjadi Perseroan Terbatas. Unsur-unsur tersebut

adalah®®:

i

Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing
persero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah
dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;

Adanya persero yang tanggung jawabnya terbtas pada jumlah nominal
saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai RUPS) merupakan
kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan.

Adanya pengurus (Direksi) dan Komisaris yang merupakan satu kesatuan
pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya
terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan Anggaran Dasar

dan/atau keputusan RUPS.

Berdasarkan cara keikutsertaan dalam modal perseroan, perseroan terbatas

terbagi
1.

dalam®:

PT Tertutup.

Adalah perseroan dalam mana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam
modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Kriteria untuk dapat

disebut sebagai PT Tertutup adalah bahwa surat saham perseroan

% Ibid., hal. 101-119.

% C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun
1995, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan: 1996), hal. 30.

% Ibid., hal. 57.
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diterbitkan atas nama perseroan dan sering dalam akta pendiriannya
termuat ketentuan yang mengatur siapa yang diperkenenakan untuk ikut
dalam permodalan.

2. PT Terbuka.

Adalah perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Setiap orang dapat ikut
serta dalam modalnya dengan membeli satu/lebih surat saham yang
lazimnya tidak tertulis atas nama.

3. PT Umum.

Adalah perseroan terbuka yang kebutuhan modalnya didapat dari umum
dengan jalan menjual sahamnya dalam bursa. Pada perseroan umum orang
yang ikut serta dalam modal perseroan hanyalah mempunyai perhatian
pada kurs saham.

4. PT Perseorangan.

Adalah perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh seorang pemegang
saham, perseroan ini dapat terjadi karena beberapa cara sehingga seluruh
saham dalam perseroan dimiliki oleh satu orang saja. Dengan kata lain,
perseroan ini tidak dapat didirikan oleh seorang saja akan tetapi setelah
pendirian dimungkinkan seorang pemegang saham dapat memiliki seluruh
saham perseroan melalui beberapa cara.

Modal perseroan yang disebut juga modal masyarakat yaitu jumlah modal
yang disebut dalam Akta Pendirian dan merupakan jumlah maksimumsampai
jumalah mana dapat dikeluarkan surat-surat saham®, terbagi atas saham-saham
dan mendapat pengaturan dalam Pasal 40 KUHD yang menyatakan bahwa
“Modal perseroan dibagi atas saham-saham atau sero-sero atas nama atau
blangko. Para persero atau pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab
lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu”.

Hak-hak yang dapat diterima oleh para pemegang saham perseroan adalah®*:

1. Menerima deviden untuk setiap saham yang dimiliki;

2. Mengunjungi rapat umum pemegang saham;

3. Mengeluarkan suara pada rapat-rapat PT;

®1 1bid., hal. 63.
%2 1bid., hal. 66.
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Mendapat pembayaran kembali saham yang telah dibayar penuh, jika

perseroan dibubarkan.

Berdasarkan pembagian deviden perseroan yang dapat diberikan kepada

pemegang saham, saham dapat dibedakan menjadi®:

1.

Saham biasa, adalah saham yang tidak mempunyai hak lebih dari pada
saham-saham lain.

Saham preferen, adalah saham-saham yang menurut kebiasaan diberikan
kepada para pendiri PT.

Saham preferen kumulatif, adalah saham-saham yang jika pada suatu
tahun tak dapat diberikan deviden karena perseroan menderita kerugian,
maka deviden dari tahun-tahun yang rugi itu dapat digabungkan dengan
tahun berikutnya dimana terdapat keuntungan.

Saham preferen, kumulatif yang berhak mendapat bagian keuntungan
adalah sama dengan saham preferen kumulatif akan tetapi dengan
tambahan bahwa para pemegang saham tersebut masih mendapat hak atas

bagian tertentu dari keuntungan.

Sama halnya dengan subyek hukum perorangan, subyek hukum badan hukum

juga dapat berakhir. Berakhirnya subyek hukum badan hukum terjadi karena®*:

1.
2
3.
4

5.

Dibubarkan oleh Hakim atas permohonan Kejaksaan karena usahanya
bertentangan dengan tata susila atau ketertiban umum;

Karena waktu yang ditentukan oleh akte pendirian lampau;

Atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

Karena keadaan insolvensi, setelah dinyatakan pailit;

Karena modal perseroannya berkurang 75% atau lebih.

Keputusan pembubaran harus diumumkan dalam surat kabar resmi dan juga harus

diberitahukan kepada kantor register perdagangan untuk didaftarkan, jika hal ini

tidak ditaati maka perseroan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum.

Persyaratan untuk dapat disebut sebagai Perseroan Terbatas sebagaimana

ternyata dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (2) KUHD, yang

menyatakan bahwa:

% bid., hal. 64.
% 1bid., hal. 72.

Universitas Indonesia

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH Ul, 2012



68

a. Perseroan Terbatas harus didirikan dengan suatu akta notaris selain

daripada akta Notaris maka pendirian Perseroan Terbatas tersebut adalah tidak

sah. Akta pendirian tersebut memuat®:

1
2
3
4.
5
6

Nama Perseroan Terbatas;

Tempat kedudukan;

Maksud dan tujuan;

Lamanya akan berkeja;

Cara-cara bekerja dan bertindak terhadap pihak ketiga;

Hak dan kewajiban pesero dan pengurus.

b. Tidak memakai nama seseorang atau lebih dari antara para persero,

melainkan hanya dari tujuan perusahaan saja. (Pasal 36 KUHD).

c. Sebelum perseroan tersebut dapat didirikan, akta pendiriannya atau

rencana pendiriannya harus disampaikan kepada Gubernur Jenderal (dalam hal

ini Presiden) atau penguasa yang ditunjuk oleh Presiden untuk memperoleh

izinnya.

Ad. Perkumpulan.

Yang dimaksud dengan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang
termaktub dalam L.N 1870-64. Kedudukan badan hukum baru dapat
diperoleh setelah diakui oleh Menteri Kehakiman. Pengesyahan itu

dilakukan dengan menerima baik anggaran dasar, yang memuat maksud

tujuan, azas-azas, lapangan pekerjaan dan aturan-aturan lain bagi

perkumpulan itu®.

Bubarnya perkumpulan dapat disebabkan oleh®”:

o

a. Berdasarkan ketentuan didalam anggaran dasar;
b.

C.

Berdasarkan keputusan rapat umum anggota;
Sebagai akibat dari paillisemen;

Berdasarkan keputusan hakim;

Karena tidak adanya anggota perkumpulan lagi.

® Ibid., hal. 53.

% Ridho, op.cit., hal. 101.

%" Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, (Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2008). hal. 297.
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2.2. Kronologis Sengketa.

Adapun latar belakang kasus yang akan diangkat oleh penulis adalah sebagai
berikut, tanah yang terletak di Jalan Embong Sawo No. 1, Surabaya, Jawa Timur
sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 7
Januari 1988, No 11/88 yang menerangkan bahwa:

1. Macam dan nomor hak : Tanah Penguasaan Negara (Bekas

Eigendom Verponding No. 5549);

2. Surat hak tanah : Tanggal 31 Oktober 1905 No. 601;

dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 7 Januari 1988 No 12/88 yang
menyatakan bahwa:

1. Macam dan nomor hak : Tanah Penguasaan Negara (Bekas
Eigendom Verponding No. 5525);
2. Surat hak tanah ; Tanggal 15 Agustus 1905 No. 453.

dahulu tanah-tanah tersebut dibeli oleh N.V “Soerabaiasch Sportterrein” sesuai
dengan anggaran dasarnya tertanggal 22 Mei 1905 No. 77, yang dibuat dihadapan
Jacobus de Bruyn Mgz., Notaris di Surabaya, Perseroan tersebut didirikan oleh:

1. Tuan Alexander Mac Lean, pedagang bertempat tinggal di Surabaya,
dalam hal ini bertindak sebagai anggota dari dan sebagai demikian untuk
dan atas nama perseroan dagang di bawah firma “Fraser Eaton en Co”,
bertempat kedudukan di Surabaya.

2. Tuan John Campbell, Industriawan, bertempat tinggal di Surabaya.

untuk menjadikan tanah tersebut suatu lapangan olah raga dan mengeksploitir
tanah tersebut sesuai tujuannya.

Tanah yang menjadi sengketa tersebut telah dihuni oleh “Soerabaia Cricket en
Lawn Tennis Club” sejak berdiri tahun 1897, perkumpulan tersebut telah
mendapat pengesahan perubahan anggaran dasar pada tahun 1952 oleh Menteri
Kehakiman sesuai dengan penetapannya tanggal 11 Agustus 1952 dengan No.
J.A.5/106/20.

Pada tanggal 2 Nopember 1964 terbit Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun
1964 tentang Penguasaan dan Pengurusan Perusahaan-Perusahaan Milik Inggris di

Indonesia, yang menyatakan bahwa terhadap perusahaan-perusahaan milik Inggris
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yang terdapat di Indonesia akan dikuasai sepenuhnya secara langsung serta diurus
oleh Pemerintah Pusat terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat edaran Wakil
Perdana Menteri 111 Nomor D/V11/0452/H.5/1964 pada tanggal 31 Januari 1964.
Peraturan ini merupakan dasar bagi pemilikan perusahaan-perusahaan Inggris oleh
Pemerintah melalui departemen-departemen yang sesuai dengan usaha atau jasa
perusahaan Inggris yang ternasionalisasi.

Salah satu perusahaan Inggris yang terkena peraturan nasionalisasi
berdasarkan Penetapan Presiden tersebut adalah perusahaan milik Inggris dengan
nama “NV. Handel Maatschappij Maclaine, Watsson & Co” yang didirikan
dengan akta Notaris pada tanggal 27 Maret 1947 No. 124, dihadapan Nicolas
August Mispelblom Van Altena, Notaris di Batavia. Perusahaan ini memiliki
cabang yang bernama Fa. “Fraser, Eaton & Co”, berdasarkan anggaran dasar
“N.V Soerabaiasch Sportterrein” sebagaimana tersebut diatas adalah bagian dari
“Fa. Fraser, Eaton & Co”, dengan kata lain oleh karena “N.V Soerabaiasch
Sportterrein” adalah bagian dari “Fa. Fraser, Eaton & Co” oleh karena itu “N.V
Socrabaiasch Sportterrein” adalah bagian dari “NV. Handel Maatschappij
Maclaine, Watsson & Co”.

Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 1 Maret
1965 Nomor 58/M/SK/65, nama perusahaan “NV. Handel Maatschappij
Maclaine, Watsson & Co” diganti dengan “PD. DWIKORA?”, lebih lanjut
berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri
Perkebunan tanggal 19 Maret 1965 Nomor 77-a/M/SKB/65 / Sk.33/MEN PERK
65, Surat Keputusan Menteri EKUIN tanggal 14 Agustus 1968 Nomor
KEP/43/MEN EKUIN/68 junctis Peraturan Pemerintah tanggal 3 Juni 1981
Nomor 16 “PD. DWIKORA” digabung dengan unit perusahaan Aneka Jasa/
Aneka Jasa Perkebunan.

Pada tanggal 17 Februari 1971, SCLTC berganti nama menjadi PORES,
sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 Anggaran Dasar Perkumpulan yang
merupakan penyempurnaan kelanjutan perkembangan dari pada Surabaya Cricket
& Lawn Tennis Club yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 1897. Selanjutnya
PORES mengadakan perubahan Anggaran Dasarnya terakhir kali pada tahun
1979.
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Pada tanggal 11 November 1987, PT. Aneka Usaha Perkebunan, yang
anggaran dasarnya tertanggal 11 Januari 1985 Nomor 14 dibuat dihadapan Gustaf
Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, Sarjana Hukum, Notaris, di Jakarta,
yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 23 Maret 1985 Nomor 24, mengajukan permohonan hak atas
tanah sengketa dengan didasarkan pada peraturan-peraturan tersebut diatas.
Selanjutnya oleh pada tanggal 20 Agustus 1988, Kepala Kantor Agraria Surabaya
menerbitkan Ikhtisar tentang Permohonan Hak Guna Bangunan terhadap tanah
yang terletak di jalan Embong Sawo Surabaya. Akhirnya pada tanggal 10
Desember 1988 terbit Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
12/HGB/BPN/88 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Nama PT. Aneka
Usaha Perkebunan (Persero), Jakarta. Sehingga terbitlah Sertipikat Hak Guna
Bangunan No. 359/K tanggal 5 Desember 1988 dan No. 364/K tanggal 21
Februari 1989 Kelurahan Embong Kaliasin atas nama PT. Aneka Usaha
Perkebunan (Pesero).

Pada tanggal 10 Juni 1988, PORES mengajukan permohonan hak atas tanah,
permohonan hak tersebut dibalas oleh Kepala Direktorat Agraria Surabaya dengan
mengeluarkan surat yang berisi penjelasan mengenai permohonan hak oleh
PORES, yaitu:

“...permohonan saudara kiranya tidak dapat dipertimbangkan, sedangkan
permohonan hak oleh PT Aneka Usaha Perkebunan terhadap tanah asset Negara
tersebut akan diproses lebih lanjut pemberian haknya...”

Pada tanggal 24 Agustus 1996, terjadi peralihan hak atas tanah dari PT. AUP
kepada PT. ISI, berkedudukan di Surabaya, yang Anggaran Dasarnya telah
mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dari Instansi yang berwenang
tanggal 12 Februari 1990, No. C2-709.HT.01.01.TH.90, dan terakhir diubah
dengan Akta Notaris Abdurrazag Ashiblie, S.H tanggal 12 Nopember 1992,
Dengan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Agustus 1996, Nomor
395/VI11/1996 dan Nomor 396/VI1I1/1996 yang dibuat dihadapan Abdurrazaq
Ashiblie, S.H, PPAT di Surabaya. PT ISI mengajukan permohonan pemeliharaan

data ke Kantor Pertanahan setempat. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan
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melakukan pemeliharaan data sehingga kedua Sertipikat Hak Guna Bangunana
tersebut berganti nama menjadi atas nama PT ISI.

Pada tanggal 23 Mei 2001, PT ISI berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di Surabaya terhadap PORES dengan
dasar gugatan penguasaan tanah secara melawan hukum. Gugatan yang diajukan
oleh PT ISI pada tingkat pertama dikabukan oleh Majelis Hakim sedangkan dalam
tingkat banding, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembanding yakni
PORES sementara dalam tingkat kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi PT
ISI, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon Kasasi yakni PT ISI.
Dalam upaya hukum ' terakhir yaitu peninjauan kembali yang diajukan oleh
PORES, Majelis Hakim menolak permohonan kembali yang diajukan oleh
PORES.

2.3. Analisis Permasalahan.
2.3.1. Cara Perolehan Hak Atas Tanah Yang Sebelumnya Adalah
Hak Barat Dan Telah Menjadi Tanah Negara.
Sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa telah terjadi
sengketa kepemilikan hak atas tanah yang terdapat di Jalan Embong Sawo No.
1, Surabaya, antara PT. ISI sebagai pemilik tanah yang dibuktikan dengan
adanya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 359/K dan No. 364/K yang
menggugat PORES sebagai penghuni tanah yang menjadi obyek sengketa.

PT. ISI sebagai pemilik SHGB No. 359/K dan No. 364/K mendapatkan
hak ini dari PT. AUP melalui peralihan hak yang dilakukan dengan Akta Jual
Beli tanggal 24 Agustus 1996, Nomor 395/VII/1996 dan Nomor
396/VI111/1996 yang dibuat dihadapan Abdurrazaq Ashiblie, S.H, PPAT di

Surabaya.

Dalam peraturan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan
bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan demi menjamin kepastian
hukum meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai
tanda bukti yang kuat. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 36 UUPA Jo Pasal
19 UU Nomor 40 tahun 1996 menjelaskan bahwa subyek hukum yang dapat
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memiliki HGB adalah Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dalam
penjelasan Pasal ini yang dimaksud dengan badan hukum adalah semua
lembaga yang pada saat berlakunya peraturan ini memiliki status sebagai
badan hukum yang diberikan oleh peraturan yang berlaku. Selanjutnya
peraturan Pasal 34 PP Nomor 40 Tahun 1996 menjelaskan bahwa peralihan
HGB dapat terjadi karena adanya jual beli dan harus dilakukan dengan akta

yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah

Sebagaimana ternyata dalam Ikhtisar Permohonan Hak Guna Bangunan
yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya. Kepemilikan hak atas tanah

oleh PT. AUP diatas adalah berdasarkan riwayat tanah sebagai berikut, yaitu:

1. Akta pendirian “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Usaha
Perkebunan” tanggal 11 Januari 1982, Nomor 14, yang dibuat
dihadapan Gustaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, Sarjana
Hukum, Notaris, di Jakarta;

2. Peraturan Pemerintah tanggal 3 Juni 1981 Nomor 16 yang menjelaskan
mengenai penggabungan PD Dwikora dengan Unit Perusahaan Aneka
Jasa;

3. Surat Keputusan Menteri EKUIN tanggal 14 Agustus 1968 Nomor
KEP/43/MEN EKUIN/68 yang menjelaskan penyerahan pengelolaan
tanah dan rumah ex Handel Maatschappij Maclaine, Watsson & Co
kepada PD. Dwikora;

4. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri
Perkebunan tanggal 19 Maret 1965 Nomor 77-a/M/SKB/65 /
Sk.33/MEN PERK 65 vyang menjelaskan bahwa pengurusan
perusahaan dagang Dwikora dari Departemen Perdagangan dibawah
Departemen Perkebunan;

5. Surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 1 Maret 1965 Nomor
58/M/SK/65 yang menjelaskan bahwa “N.V Handel Maatschappij

Maclaine, Watsson & Co” diganti menjadi PD Dwikora;
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6. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1964 yang menjelaskan bahwa
“N.V Handel Maatschappij Maclaine, Watsson & Co0” dikuasai oleh
Pemerintah Republik Indonesia dibawah Departemen Perdagangan;

7. Anggaran Dasar “NV. Handel Maatschappij Maclaine, Watsson & Co”
menyatakan bahwa “Fa. Fraser Eaton & Co” adalah merupakan cabang
dari “N.V Handel Maatschappij Maclaine, Watsson & Co”

8. Anggaran Dasar “N.V “Soerabaiasch Sportterrein” yang menyatakan
bahwa sebagai Direktur pertama diangkat sebuah perusahaan dagang

ialah Firma “Fraser Eaton & CO”.

Istilah N.V atau Perseroan Terbatas adalah istilah yang dipergunakan
dalam ketentuan Pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD untuk menunjuk kepada suatu
badan hukum yang memiliki unsur-unsur®:;

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing
persero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah
dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;

2. Adanya persero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah
nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan
tertinggi dalam organisasi perseroan.

3. Adanya pengurus (Direksi) dan Komisaris yang merupakan satu
kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan
tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan
Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Tanah yang menjadi sengketa tersebut telah dihuni oleh “Soerabaia
Cricket en Lawn Tennis Club” sejak berdiri tahun 1897, perkumpulan
tersebut telah mendapat pengesahan perubahan anggaran dasar pada tahun
1952 oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan penetapannya tanggal 11
Agustus 1952 dengan No. J.A.5/106/20.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahawa subyek yang dapat memiliki

Hak Guna Bangunan salah satunya adalah badan hukum sebagaimana yang

%8 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, op.cit., hal. 30.
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terjadi dengan SCLTC (sekarang dikenal sebagai PORES) yang telah
mendapatkan status badan hukum terakhir dengan adanya penetapan dari
Menteri Kehakiman yang mengesahkan perubahan anggaran dasar SCLTC.
Pemberian status sebagai badan hukum merupakan hasil dari pengakuan yang
disyaratkan oleh Kketentuan Pasal 2 Staatsblad 1870 nomor 64 yang
menjelaskan pengakuan terhadap perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum
dilakukan dengan menyetujui statuta atau reglemen perkumpulan.

Penggantian nama SCLTC menjadi PORES terjadi sebagai akibat dari
Musyawarah Anggauta yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Perkumpulan
pada tanggal 17 Februari 1971. Sebagaimana ternyata dalam ketentuan-
ketentuan Staatsblad 1870 Nomor 64 yang menjelaskan bahwa status badan
hukum yang dimiliki oleh suatu perkumpulan yang telah mendapatkan
persetujuan terhadap statuta atau reglemen perkumpulan tidak akan hapus
secara serta merta apabila terjadi perubahan-perubahan terhadap anggaran-
angaran dasar yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang.

Pada tanggal 11 November 1987, PT.AUP mengajukan permohonan hak
selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Agraria dengan mengeluarkan
Ikhtisar permohonan Hak Guna Bangunan pada tanggal 20 Agustus 1988
yang berisi kesimpulan atas penyelidikan terhadap:

1. Pemohon: Nama, Umur, Kewarganegaraan, Pekerjaan, Tempat
tinggal;

2. Tanah yang dimohon: Letaknya, Luasnya, Statusnya, Riwayat tanah.

Pada tanggal 10 Juni 1988 PORES mengajukan permohonan hak, tetapi
permohonan hak yang diajukan oleh PORES tidak dapat dilanjutkan karena
Kantor Agraria berdasarkan bukti dokumen-dokmen yang telah penulis
kemukakan diatas, berkeyakinan bahwa tanah yang diajukan haknya oleh
PORES adalah asset Negara sehingga terhadap permohonan yang diajukan
oleh PORES tidak dapat dipertimbangkan.
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2.3.2. Analisa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Reg.No0.138 PK/Pdt./2006.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dengan register perkara
Nomor 138 PK/Pdt./2006, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku? Mengacu kepada ketentuan PP No. 10 Tahun 1961
tentang pendaftaran tanah bahwa penghuni sebagai subyek hukum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga penghuni tetap
mempunyai hak untuk mempertahankan haknya.

Berkaitan dengan sengketa yang terjadi antara PT. ISI dan PORES,
pengadilan wajib memeriksa setiap dalil-dalil yang diajukan baik oleh
Penggugat maupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan asas-asas putusan yang
menentukan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara wajib mengadili
seluruh bagian gugatan sebagaimana yang ternyata dalam ketentuan Pasal 178
ayat 2 Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 189 ayat 2 Reglement
Buiten Govesten (RBG) Pasal 50 Reglement op de Rechtsvordering (Rv). Dalil
gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah bahwa penggugat merupakan
pemilik sebenarnya dari tanah yang menjadi sengketa karena penggugat telah
membeli dari penjual (PT. AUP) yang dapat membuktikan bahwa tanah yang
menjadi obyek jual beli adalah tanah milik penjual dengan bukti adanya
Sertipikat HGB atas nama penjual.

Adanya bukti Setipikat HGB atas nama PT. AUP sebagai penjual, PT. ISI
sebagai pembeli mempunyai keyakinan bahwa penjual merupakan pemilik
yang sah atas tanah. Lebih lanjut PT. ISI selaku pembeli ketika akan membuat
Akta Jual Beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah ketika akan membuat akta akan
memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa
penjual selaku pemilik tanah adalah benar pemilik tanah sebagaimana ternyata
dalam Sertipikat HGB yang dicocokkan dengan buku tanah yang terdapat
dalam Kantor Pertanahan letak tanah.

Pengadilan dalam memeriksa suatu sengketa bersifat pasif dalam arti
bahwa pengadilan hanya memeriksa gugatan yang dituntut oleh penggugat.
Hal ini sesuai dengan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 178 ayat (3)

HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan pasal 50 Rv yang menyatakan bahwa
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putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam
gugatan, larangan ini disebut juga sebagai ultra petitum sehingga dalam
sengketa tersebut di atas pengadilan tidak memeriksa dasar perolehan hak atas
tanah karena tidak dituntut oleh penggugat.

Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat,
dianggap telah melampaui batas wewenang meskipun tindakan tersebut
dilakukan hakim berdasarkan itikad baik karena sesuai dengan prinsip rule of
law bahwa siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas
wewenangnya. Hal ini juga ditegaskan dalam Putusan MA No. 1001
K/Sip/1972 yang melarang hakim untuk mengabulkan hal-hal yang tidak
diminta atau melebihi apa yang diminta. Yang dapat dibenarkan paling tidak
putusan yang dijatuhkan hakim, masih dalam kerangka yang serasi dengan inti
gugatan. Demikian penegasan Putusan MA No. 140 K/Sip/1971. Lebih lanjut,
dalam Putusan MA No. 556 K/Sip/1971, dimungkinkan mengabulkan gugatan
yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian
materiil. untuk dapat memeriksa perolehan hak atas tanah yang dilakukan oleh
penggugat, tergugat harus mendaftarkan gugatan baru dengan dalil bahwa
perolehan hak atas tanah yang dilakukan oleh PT. AUP selaku penjual adalah
melawan hukum.

2. 3 Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Yang Telah Membeli

Hak Atas Tanah.

Terhadap pihak ketiga yang telah memperoleh tanah dengan Hak Guna
Bangunan dengan cara peralihan hak yaitu PT. IS, berlaku ketentuan Pasal 19
Peraturan Pemerintah. No.10 Tahun 1961 yang menentukan bahwa untuk
setiap perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan hak atas tanah,
memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam
uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan akta
yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.

Terhadap pemindahan/peralihan hak tanah yang telah dilakukan sesuai
dengan peraturan maka bukti peralihan digunakan sebagai dasar untuk
melakukan pemeliharaan data sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 22

PP No. 10 Tahun 1961 dengan pemeliharaan data maka terhadap pihak yang
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telah menerima pemberian/peralihan hak tanah akan menerima sertipikat yang
menjadi bukti yang kuat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19
UUPA, dengan sertipikat sebagai bukti yang kuat maka pemilik sertipikat
mendapatkan jaminan dan perlindungan yang diberikan oleh Negara terhadap
pihak lain yang meragukan kepemilikan akan tanah vyang telah
diberikan/dialihkan kepadanya.

Pemberian/peralihan hak tanah yang terjadi diantara PT. AUP dan PT. ISI
sama seperti perjanjian pada umumnya berlaku ketentuan Pasal 1320
KUHPerdata, yang menetukan bahwa dalam melakukan peralihan atas sesuatu
hak atas benda diperlukan adanya syarat-syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam melakukan perjanjian jual beli, para pihak wajib memenuhi syarat-
syarat tersebut diatas jika ingin perjanjian yang dibuat diantara para pihak sah
secara hukum.

Para pihak sebelum melakukan perjanjian wajib memperhatikan adanya
kesepakatan diantara mereka, pihak penjual atau pihak yang akan melepaskan
haknya atas benda harus memiliki kata sepakat dengan pihak pembeli atau
pihak yang akan menerima benda mengenai benda tersebut, perjanjian tersebut
harus didasarkan atas adanya sebab yang halal. Dalam pembuatan perjanjian
kecakapan para pihak juga harus diperhatikan, para pihak harus memiliki
kecakapan dalam hal kedewasaan dan kemampuan untuk berada dalam
keadaan yang dapat membuat perjanjian.

Dalam hal para pihak tidak dapat memenuhi persayaratan mengenai
kesepakatan dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian maka perjanjian
yang telah dibuat oleh para pihak tersebut dapat dibatalkan. Dalam hal para
pihak tidak memenuhi syarat mengenai hal tertentu dan sebab yang halal maka
perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum.

Pihak pembeli atau pihak yang menerima pengalihan hak dalam hal ini

adalah PT. ISI, memiliki keyakinan yang penuh bahwa penjual atau pihak
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yang melepaskan hak yaitu PT. AUP merupakan pihak yang benar-benar
memiliki hak atas tanah hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kesesuaian
data yuridis dan data fisik yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna

Bangunan dengan buku tanah yang terdapat di Kantor Pertanahan.
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PENUTUP

A. SIMPULAN
Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa:

1. Perolehan hak atas tanah yang sebelumnya adalah hak barat dan telah menjadi
tanah Negara.Berdasarkan Hak Bangsa Indonesia, cara perolehan hak atas
tanah tergantung atas beberapa syarat dan dilakukan dengan beberapa cara.
Permohonan hak atas tanah yang dilakukan oleh PT. AUP telah sesuai dengan
peraturan yang berlaku sehingga pada saat PT. AUP mengadakan peralihan
hak atas tanah kepada PT. ISI dengan cara jual beli telah sesuai dengan
peraturan yang berlaku yaitu PP No. 10 Tahun 1960 dengan peraturan
pelaksana PMDN Nomor 5 Tahun 1973.

2. Terhadap putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Reg.No.138
PK/Pdt./2006 penulis berpendapat bahwa putusan yang diambil oleh Majelis
Hakim, telah sesuai dengan asas-asas dalam hukum acara perdata sehingga
terhadap putusan yang diambil yang berkaitan dengan sengketa diatas, Majelis
Hakim telah menerapkan hukum secara benar dan tepat.

3. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang telah membeli hak atas tanah
diberikan melalui PP No. 10 Tahun 1961. Pihak yang melakukan pemindahan
hak atas tanah melalui Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria
berdasarkan ketentuan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961, wajib untuk
melakukan pendaftaran tanah sesuai ketentuan Pasal 22 PP No. 10 Tahun
1961 dengan pendaftaran tanah pihak tersebut akan menjadi pemilik sah dari
tanah dengan bukti sertipikat tanah.

Sertipikat tanah merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana ternyata
dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 sehingga
terhadap data yang terdapat dalam Sertipikat harus diterima sebagai data yang
benar selama belum dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan adanya Sertipikat
yang merupakan alat bukti yang kuat maka terhadap data yang terdapat dalam
Sertipikat adalah data yang benar sehingga Pemerintah wajib menjamin dan

melindungi pemilik hak yang ternyata dalam Sertipikat hak.
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Sehingga terhadap PT. ISI yang memperoleh hak dari PT. AUP
berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Agustus 1996, Nomor 395/V11/1996
dan Nomor 396/VI111/1996 yang dilakukan dihadapan Abdurrazaq Ashiblie,
S.H, PPAT di Surabaya, selanjutnya dengan Akta Jual Beli tersebut diadakan
pendaftaran sehingga kemudian Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 359/K
dan No. 364/K yang semula atas nama PT. AUP kemudian berubah menjadi
atas nama PT. ISI. Pemerintah wajib menjamin dan melindungi PT. ISI
sebagai pemilik tanah yang sah selama Sertipikat Hak Guna Bangunan atas
nama PT. ISI tersebut tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.

B. SARAN
Dengan memperhatikan kesimpulan yang telah disampaikan, Penulis

menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sumber permasalahan yang menjadi sengketa pengosongan lahan
adalah adanya kesalahan menentukan pemegang hak atas tanah yang terjadi
dalam permohonan hak atas tanah yang dilakukan oleh PT. AUP yang
kemudian berakibat merugikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa
hal ini dapat dihindari seandainya Badan Pertanahan Nasional sebagai
lembaga penyelenggara pendaftaran tanah dapat menjalankan tugas
sebagaimana seharusnya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan
tidak melampaui maupun tidak kurang dengan peraturan perundang-undangan.

2. Setelah memahami bahwa permohonan hak atas tanah yang dilakukan oleh
pemohon hak dilakukan tidak sebagaimana seharusnya, Badan Pertanahan
Nasional =~ sebagai lembaga penyelenggara pendaftaran tanah dapat
mengantisipasi dengan jalan tidak melanjutkan permohonan hak sebelum
dapat ditentukan data yuridis tanah.

3. Pihak yang tidak berkenan dengan hasil yang ada terhadap tanah hendaknya
lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya dengan menggunakan berbagai

upaya hukum yang disediakan dalam peraturan perundang-undangan.
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PENGADILAN NEGERI TINGKAT I

L]

SURABAYA

T TL N DARI
/  PERDATA~.}\

B

UNTUK DIPERHATIKAN -

Turunan / Fete-cepy  putusan inj terdiri dari ... Go ‘0 ...................... halaman.
Dibuat ditanda tangani oleh Panitera - Pengganti yang bersangkutan, dan
tiap perubahan / tambahan harus diparaf olehriya.

Tiap dikeluarkan Turunan / Fete—Copye  putusan ini atas permohonan yang
berkepentingan harus ditanda tangani oleh Panitera Kepala dan dicantumkan
besarnya leges Turunan  putusan,
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PUTUSAN
Homor : 309/ PDT.G/ 2001/ PN.SBY,
\ - /I KEADHAN BERRASARKAN KETUHANAN YANG MAHA_ESA "
\.\\ LA Mmqod”an Neger Surabay yand memeriksa dan rnengadil perkarg -e--—--

perdata pada fingkat pertarna telah menjatunkan putusan sebagal berikut, ———---

dalam perkarg antarg : e e

PT. INTERSURABAYA INTILAND , bertermpat kedudukan dl JI. Songoyudarn -

1. TRIMOELJA D. SOERJADI, SH. ; -

|

;! K No. 107 surdbaya, dalam hal Inl memberi kuasa kepada ;-
J

|

b

|

2. LUK PUTY SUSILADEWI, SH.

| 3. MURBADRIYAHN, SH. —— .
para Advokat berkantor di Ji, Ermbong Sawo No,14 Surabaya, -
berdmarkan surcil kuaso khuét_)s tanggal 18 Oktober 2000 -
‘ selrmjufnya Csoyl B . ... o PENGGUGAT
lawan

PERKMPLLAN QLAHRAGA EMBONG _SAWO (PORES) , bertermnpat -

| kedudukan dit 1, Embong Sawo No. | Surabaya, dalam hal ini -

memiber kuasa kepada . ; - s

- DANIEL DJOKO TARLIMAN, SH,, MS,

- EFFLERRAWARNY, SH,
- EDY HEMDRAWAN, SH, :

Advokat - Pengacara, batkantor i Surabaya, JI, Basuki —----

Rakhmat No, 81 - A berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

" : . 14 Juni 2001 ‘-

1
1 selanutnya disebuf ... S IERGUGAT :
| PENGADILAN NEGER! TERSEBUT
J Setelah mernbaca berkas perkara ;-
: Memperhatikan surat-surat bukt yang digjukan oleh kedua belah pihak ; ----
‘ J M@ndenqur keterangan kedua beloh PINCK SEITA SAKSESQKST ; wemvmmmmemommmmameet

~
—
™
=l
!;
=z
[P

............................
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" Abdurrazaq Ashiblle, SH. (P-2, P-3) ;

JENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Imbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertangg

yang terdaftar di Keponlteroon Pengadilan Neger Surabaya

0. 309/ Pdt.G/ 2001/ PN.Sby mengojukon gugatan terhadap Te

qugaat -

Fhal sebagai berkut

Bahwa berdasarkan akta katan Jual bell antara PT. Aneka Usaha
Perkebundn dengan Penggugat No. 33 tanggal 11 Aprl 1989 dib
h_q_dopon Abdurrazaqg Ashiblle, SH., notarts dl.Surabaya, Penggugat

p;emmk tanah dan bangunan yang setempat dikenal sebagci joersi

RIo(018 ]| benny !

bol|— |

cdalah -

Embong Sawo No. 1, Surcbaya ; bukil P-1 ;
Bahwa lkatan jual beli No., 33 tanggal 11 April 1989 tersebut kemu

; ditindak lanjuti dengan perjanjlan Jual bell sepert! terfuang dalam akitxliug) —

. ‘bellNo. 395/ Vil 1996 dahrNo.S%/ VIII/ 1996 keduanya tertangg

24 Agustus 1996, dibuat di hodopon notons/ PPAl yang sama yoH

I
|

=

R T,-.-&-v )

Bahwa Penggugat memang pemilik sah persil yang bersangkutan,
diihat dart Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 364/ K, Kelurahan Emi

Kalliesin dan No. 389/ K Juga Kelurahan Embong Kaliasin yang dua-d

tertuls atas nama PT. INTERSURABAYA INTILAND (Penggugat), buklt

(CDOT-—-:

ohg ——

Iy

2

o
BN
]

dan P-95 ;
Bahwa persll tersebut digunakan Tergugat sebagal sarana olahraga

dan squash berlkut fasliitas penunjangnya ;

anns —

Bahwa Tergugat telah rhenguc:sal dan menempat! persil sengketa t

dlas hak yang sah ;
Bahwa semula Tergugat menempati dan mengelola persil tersebut

membayar sewa kepada pemilknya yang lama, tetapi sudah sejak

tahun Tergpgot fidak permnach membayar sewda lagi, bahkan cejalk ke

pemillknya terdahulu (PT. Aneka Usaha Perkebunan) darl siapa Per

angon -
iulunGn
oodn —

Qigugat -

telah membell persil tersebut ;
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rsebut balk kepada semua anggota perkumpulan T ergugo‘

1vkepada masyarakat umum dengan harga sewa Rp. 15,000,/ 4

o}
3
Q
Q
€.
Q
ol
-
o
o)
iy
3
o
>
2
o
=
o
~
o)
c
Q
9)
3
=~
Q
o)
=
o]
=
o
o)
~
o
(%3
o)
3
o
)
Q
o @

—

an ;-
olle]

emah

dalah sebesar Rp. 12.461.326.027,50, (duabelasmilyar empair

luh sen) yaltu yang besamya dapat disamakan dengan uang

semaestinya layak didapat Penggugat tetapl tidak didapat kar

' ‘Tergugotsejok tanggal 11 Aprll 1989 sampal dengan akhlrnts}r —

=

Uluhsatu Juta tigaraiusduapuiuhenamilou duapuluhtujuh ruplan|—

©
kS
I

-3
|

Iqwan hukum Tergugat tersebut terhitung mulal tahun 2001 s/d

aselaln Itu keruglan per tahun berupa pendapatan vang sewd|ylang —

sqratnya
i persl milik Penggugat dserahkan dalam keadaan kosong kepdqida +—

enggugat, adalah sebesar Rp. 1.530,000.000,- (satu mityar ima ratis tiga —!

=
C
<
o
c
©
Q
=
wy
o
=
o)
B
et
g
3
<
3
s.<
o

i \thwa adapun besomya gantl rugl sejak tahun 1989 sampal dengﬁL QKinlr —

| odl')

ahun 2000 adaloh sebagal berkyt :

Haraq jugl P ey i
Harga Sews "Kl %)

sivseasesvevesi)e
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Vo
Yl

ks
"([”] ™

dk
1

!
4

- dmaksud pasal 180 HIR don korenohyo pufu;czn dolom perkoro Nl ——k

- Make berdasarkan hakhal ‘terural diatas’ dlmohon sudnah rJronyc Pengadilan -

Negerl Surabaya memutus ;

L
I

9,-90/Rp//1 000.000,-/ M2 X 17.006 rro
1997 R0, 1.000000-/ m2 X 17.000 m2
1992 Rp. 1,000,000/ m2 X 17,000 mp
1993 Rp. 1,500,000,/ m2 X 17.000 m2
1994 Rp. 2.000.000.-/ 2 X 17,000 o
1995 Rp. 2.500.000,-/ m2 X 17.000 m
1996 Rp. 3.000.0004/ M2 X 17.000 mp
1957 Rp. 30001000,/ M2 X 17.000 2
1998 Rp. 3000000/ M2 X 17.000
1999 Ro, 8.000.000,/.m2 X 17,000 o
2000 Rp, 8.000:000,-/ 2 X 17,000 rmo

4

’;)'1

i

Rp. 17.000.000.000,- Rp. 310.000.000,
Rp. 17.000,000,000,- Rp.  510.000.000,
Rp.‘]?.OO0.000DOO,- Rp.  510.000.000,
Rp. 25.500.000.000, Rp. 765.000.000
Rp. 34.500.00.000,- Rp. 1.020.000.000,
Rp. 42.500.000.000,- Rp. 1.275,000.000
Rp. 51.000.000.000,- Rp. 1.530.00C.000 4
Rp. 51.000.000.000,- Rp. 1 330.000.000,
Rp. §1.000.000.000,- Rp. 1.530.000.0¢0,
Rp. 51.000.000.000,- Rp.1.530.000.000 4
Rp. 51.000.000.000,-

L]

1l

T

i

]

L]

Y kepemilkan Penggugat dmulcisejak 11 April 1989 Maoka besamyq —{iH
gantl rugl yang harus dhbayar cleh Tergugat kepada Penggaugar i«
YNIUK tahun 1989 - adalan :>
Rp. 306.000.000,- - %%g X Rp.306.000000,-) = Rp.221326.027,50 5l

;:.:_'T}f?“‘“""‘-}/

Bohwa selain ity Tergugat Juga harus membayar gantl rugl kepada

Penggugat uang sebesar Rp. 1.530.000.000,- (saturnityar Imaratustigapuluni-
Jutaruplah) per tahun, terhitung mulal tahun 2001, samipal saatnya nantl 4

Tergugat mengosongkan dan menyerahkan persit milllk Penggugat tersebui

kepada Penggugat ;

8chwa gugatan Inl dldosarkan atas surat-aurot buktl sebagalmang ——

'!)|r

dapat dinyatakan bisg dilcksanakan lebih duly (serta mertq) ;

ﬁ,
n

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat :

Menyatakan Penggugat cdd!oh'pemmk sah pernll yang bersangkutan

teratak di JI, Embong Sawo No. 1, satu dan lain sebagaimana tercantum —
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mgalog SHGB No. 364/ K. Kelurahan Embong Kaliasih dan No. 359/ K
urahon»Emeng Kallasin (oukti P-4 dan P-5) ;

Menyatakan perbuatan T ergugat yang bersangkutan sebagal petbuaty

—

melawan hukum

Menghukum Tergugat dan slapapun Juga yang mendapat hak dar |

Tergugat umuk segera mengosongkan dan menyerahkan persil Jalan
Embong Sawo No, 1 Surabayo yong bersongkutan kepada PenggugoiL

Menghukum Tergugat membayar ganti rugl kepodo Penggugat sebesari}-

Rp. 12461.326.027,50,- (duobelasmllyar empairatusenampuluhsatujuta 1ig

ratusduapuluhenamribu duapuiuhtujuhruplah Imapuluhsen) ditambah —|

bunga menurut undang-undang sebesar 24% setakiun (atas dasar bungip|-

sebesar 2% per bulan) ferhltung_ sejak gugatan-ini didaftarkan sampdl

£
1}

I
|

dengan pada saatnyapersi sudah dkosongkan dan diserahkan dalam

keadaan kosong kepadda Pénggugor, sampal seluruh jJumilah dibayar lunds

V1. Menghukum Tergugat membayar gdnﬂ gl kepada Penggugat vang
sejumiah Rp. 1.530.000,000,- {(satumilyar Iimaratustigapulunjuta rugiah) seti

tahun, terhitung mulal tahun 2001, sampal saatnya persil yang

bersangkutan diserahkan dalarm keadaan kosong kepada Penggugat,

sampal seluruh Jumiah dibcy ar lunas 5

VI, Menyatakan putusan dalam perkara Inl dapat serta merta dilcksanakan ; |
VIl Menghukum Tergugat membayor vang paksa kepada Penggugat sebesd
Rp. 50.000.000,- (imapuluhjuta rupiah) sehart untuk tiap harl Tergugat teta
dlpa mengosongkan dan menyerahkan dalom keadaan kosong persii JI, —H

Embong Sawo No. 1, Surabayaq, tersebut diatas kepada Penggugat dalar

fempo 8 (delapan) har tarhitung sejak Tergugat menerima tegoran uniuil|

Itu dan Pengadiian :

{

1

IX, Menghukum Tergugaf memikul bloyo pearkaraini ;

WRsldAlr :© mohon putusan ex aequo et bono

Menimbang, bahwa pada har sidang yang telah ditetapkan untuk

/ PENQOIAAL wuveeeeerssnsssesnnnnd .
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1

DANIEL DJOKO TARLIMAN, SH. MS. dan EDY HENDRAWAN, $H. ;

belah plhak, namun tidak berhasll dan kemudian dibacakaniah surat gy

Penggugat yang mana sinya tetap dipertahankan olehnya ;

Jawdban tertanggal 23 Junl 2001 yang sinya sebagal berkut

PUTU SUSILADEWI, SH., sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasa

ﬁ
|
T

—
Q
'

Menimbang, bahwa Mcjelis sudah berusaha untuk mendamalkan kedd

itan

N
|
[]

Manimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengojukc N—

» Bahwa Tergugat membantah seluruh dali-dalil gugatan Penggugat

sepanjang yang tidak diakul secara tegas kebenarannya oleh Tergugd

Bahwa Sertlfikat Hak Guna Bangunan No. 364/ K dan Sertiflikat Hak Gung -+

Bangunan No, 359/ K Kelurahan Embong Kallosin addlah mengandung

cacat hukum yang mengaklbatkan sertifkat tersebut adalch tidak saty

]
]

jan -

~

atau tidak mempunyal kekuatan hukum sejak penerbltannya ;

Bahwa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan
NO. 364/ K dan Sertifikat Hok Guna Bangunan No. 359/ K- asal usul tant
tersebut adalah bekas hak elgendom masing-masing No. 5525 dan he
elgendom No, 5549, Sedongkan ketlka Itu yang bethak atas elgendor

varponding No. 5525 dan No 5549 adaiah : de te Soerabgja gevest

=

-

Naamlooze Vennottschap Soerabojosch Spoerﬂerroln :

i
. U r‘]""—“ i

Bahwa oleh karena kedua hak elgendom tersebut tidak dilakukan kon
maka sampql dengan batas waktu konversl yaltu tahun 1980, hg

tanah tersebut beroilh menjadi tanah kekudsaan negara ;

K| ates

Bahwa sesual ketentuan hukum yang beraku, -dalam hal tagnah tersek
sudah dalam penguasadn negara maka priontas pemberan hak atas

dberkan kepada penghunl yang sah dalam hal Inl Tergugat. Perihal

pemberian hak guna bangunan képada PT. Aneka Usaha Perkeal

sesual yang tercantum dalam sertifikat dilakukan tanpa terieblh ¢

ot -+

nuly

T

mendapat persetujuan dari Tergugat sebagal penghunl yang sah ;
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_g%-

ahwa sudah merubckon fakla nofolr kakau tanci témeb_u’r dhunl da

ER
5
|

ergunakan oleh Tergugat selbagal sarana olah raga berupa lapanl

tennks sejak lama Juga sudah mervpakan fakta notolr kalqu Tergugatl

|

Yang menmbangun dan menmperbalkl Icpangan tennis serta banguna

=4

bangunan sebagail sarang penunjang jauh sebalum 2 (cua) sertifikall fiak =
atas tanah tersebut atas nama PT, Aneka Usaha Patkebunan, Jadl Jah ==

sebelum tefjadingg peralihan kepada Penggugat

Bahwa secarg kronologis penggunaan tanah tersobut sebagal sarand digt

TN
7 7. 7
/ . raga dirnulal sejak 1897 dengqﬁ béfdit’in‘ycz Surabdja Criket En Lawn Tt |-
Club, kemudian pada tahun 1952 dilckukan perubahan atas Anggald ——-

Dasar darf Surabaja Criket £n qun Tennls Club dan telgh mendapdr -

pengesahan darl Menterl Kehakimar sesudl peretapannya tanggal
11-8-1952 No. J.A.5/106/20. Podo tahun 19460 perl;umpulon Inl berithat —
menjadi PORES (Perkumpulan Olah Raga Embong Sawo Surabayd) dan ——
pada tahun 1985 ,Ariggorqn Dasar dan PORES Ini dituangkan dalam ilrat|

akte notark satu dan lain hal sesugy dengan akte notaris ST, Sindhunatilidl, Sii.
fanggal 1-10- 1985 No, 7 :

8. Bahwa dar yang Tergugat uralkan ¢l atas sudah nampak jolas dar ----

membuktikan kalqu

a. Status Tergugat sebagai penghun Yang manyelanggarakan clary

P

o

tenis adalah sah =

b. Perolehan serlifikat q‘f_os tanah tersabut oleh pihck PT. Anska Usar

(9]

Perkebqnon mengandung cacat hukur sehingga peralhan hak ﬂ qirt P,

Aneka Uscha Petkebunan kepada Panggugat Juga cacat hukum

9, Bahwa eksktans Targugai mavpun peruntukkaen tenah sebagal sarand|dion -

1aga khususnya lapangan teris, secarg tegas tartulls dalam sertifikat H

i
i

Guna Bangunan atas tanak tersebut, yang mehyebutkon » lomanydiriok k-

beldaku 20 tahun dan dipergunakan urituk lapangan tenks, Penylimpaltdicar

] tethadap ketentuan ini dapat merupakan alasan untuk membatalkan,

! J (a1clalelo!o1V) SO B
5 : Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH Ul, 2012
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i 13.)  Bahwa dalam dikium Surat Keputusan tersebut pada butlr 12, menyat

i
3t
=
S
o
)

P ‘ :
1 5 Mpencdout putusan Inl ;

ﬂO. Bahwa darl twayat tanah sertifikat Hak Guna Bangunan nomer 364/ K

15.530 m2 proses penerbitannya berdasarkan keputusan Kepala Badd
Pertanahan Neslonc Pusdt, No. 12/ HGB/ BPN/ 1988, tanggal 10-12-
{\{ﬁ} Bahwa dalam dikium Surat Keputusan kepala Badan Pertanahan Nasld

o

Pusat No. 12/ HGB/ BPN/ 1988 tentang “ Pemberiar Hak Guna Bangu

atas nomdPT.’.Anek'a Usaha Perkebunan “, antarg loh _menyotokdn )

1

—
4

Fay
3
i
i

- Difumketlgq :

S, fanah tersebut oleh pemohon dipergunakan unfuk lapcngan te

=)

527
|
i

dengan syarat-syarat e A

- Dktum keenam :
Untuk mengetahul luas tanah yang sebenamya dipandang petlu tana

tersebut diadakan pengukuran ulang yang dibuat oleh Kantor Agreria

_sefempat ;=

o f. ey r;““"lﬂ

- Diktumketuuh :

Keputusan inl dengan sendiinya batal apablia pemohon hak tidak
memenuhl salah satu syarat atau ketentuan dimalksud dalam diktum k

hingga diktun keenam *:

b gq )

Bahwa untuk sertifikat Hak Guna Bangunan No.359/ K, seluds 1427 m3

Tingkat | Jawa Timur ¢.0. Kepala Direktorat Agrarla Jawa Timur tangg

prases penetbliannya berdasarkan Keputusan Gubemur Kepala Daercih

L
T

e 9-11-1988 No, 593.52/ 1823/ SK/ 302/ 1988 :
{

AN

- Dktum ketiga butt keempqt

iKlan|:

eerenns AN diodakan pengukuran kemball oleh Kantor Pertanahan

Kotamadya Surabaya untuk memperoleh luas yang sebenamya dan

dibuatkan surat ukur baru sebagal penggant! surat ukur tanggal 13-3

No.73 :

- Dikium ketlaa butl kelrma

P18 o | P R—— L lioeder
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tersebut pada angka 2 sampal cdangan 4 tersabut ol aics :
Bahwa sebagalmand tercaritum ;jldcﬂqm sertifikat Hak Guna Bangunan
364/ K dan No.359/ K, lamplran surat ukur dari 2 (dua) sertifikat tersek)
tetap menggunaken sclinan meetorleryaknl No, 123 untuk sertifikal Ha

Guna Bongunc:h No. 364/ K dcim No. 73 untuk sertifikat Hok Guna Bang

No. 359/ K ; £
Bohwa dengan demildan surat wkur pada sertifikat Hak Guna Bangur
No. 364/ K. maupun No, 3539/ K, idak melaiul prosas pangukuran ulang,
karenanya beartentangan dah dtau tidok memenuhi sycrat sabagamar
tercantum pada diktum keenam Keputusan Fepala Badan Pertanahan

Naslonal Pusat No. 12/ HGB/ BPN/ 1988 dein dliktum ketlga butir keerripd

Keputusan Gubemur Kepdala ‘_Daerah Tingkat | Jawa Timur c.q. Repdia

Direktorat Acrarla Jowa Tirnur Now 593,52/ 1623/ $K/ 302/ 1988

Konsekuens! hukum dari ticiak dipanuhinyc syariat tersebut, rnengakioalii

Keputusan Kepcla Badan Pertancihan Neslonat maupun Keputusan -

Gubemur Kepala Daerah Tingkat Fdawa Timur €9, Kepala Direktorat

Agrarla Jawa Tivur menfad batal denga senalrinya, sabagaimana Terg

s

uraikan pada posita Tergugdf butic 11 dan 13 5

Bahwa apablia Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat da

-7

Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur ‘¢.q. Kepala
Direktorat Agrariar Jawa TlrﬁUr Itu batal dengan sendiiny a maka barakib
Pula produk dar keputusan tarebit berupa penerbitan sertifikat Hal G

Bangunan No. 364/ K dan No, 359/ K menjadi tidak sah dan atau tidak

mempunyal kekuatan hukum sejak penarblitannya

Bahwa berdasarkan apa yang Terguaat yralkan pada butlr 1 sampai -

denganbutlr 16 tersebut diates, Tergugat rmembantan dan meny angi

dall Penggugat vang rmenyatakan Penggugat sebagal pemilk sch persi 1+

7 YO codisammirsiivnnes {hoere
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. g /
atae f_uta menguasal dan menempqﬂ persil sengketa tqnpo alas hak yang ¢

18,

19,

[@)]
%)
|

sebagaimana tertuang dalam butr & posita gugatannya ;
Bahwa dengan demiklan Tergugat juga membantah dalll Penggugat y
menyatakan kalau Tergugat telah secara melawan hukum merempatl

menggunakan persli sengketa ;

elelgl

Bahwa dan kro’hologts penggunaon tanch sébogclmono Tergugat uralk

padabutlr 5 sampal dengan 9 sudah dapat membuktikan kalau

I

penghunlan penempofcn maupun-tengaunaan fanah tersebuf sudah e

dan sesudl dengcun perunfukannyc ;

Bahwa tentang pembayaran sewa oleh Targugat kepada PT. Aneka Us

=

Q A

Perkebunan, odalch merupakan pembayaran yang tidak diwajiokan

menurut hukum, oleh karena Itu menurut hukum merupokon hak Tergug

untuk menunfut kemball ;

Id -

Bahwa manakala Penggugat menuntut gantl keruglan sebesar

Rp. 12.461.326,027.50 otqs dasar perbuatan melanggaor hukum, maka
gugatan ganti ketuglan Inl harus ditolck, oleh karend secara Jurudis Terg

tidak melakukan perbatan melanggar hukum sebagamana didalikan

Penggugat. Selaln darl Itu cara pemitungan yang didalikan Penggugat

dengan mendasarkan harga sewa (3%) darl herga Jual tanah addalah tiagl: -

masuk dickal dan tidak berdasarkan hukum. Demikion pula tuntutan garit]—

kerugian sebesar Rp. 1.530.000.000,- muldl darl tahun 2001 sampal den

pengosongan dan vang paksa sebesar Rp. 50.000.000,- untuk setiap hai

kedlpaan mengosongkan ;

3

|

Bahwa dalam proses katan Jual bell maupun jual bell diantara PT. Aneka

Usaha Perkebunan derigan Penggugat telah ditetapkan hcrgdnya S@sUdt

betita acara pencksiran hargo tonah dan bangunan dan Panitia Pancksifl-l—

pada tanggal 25-3- 1989 sebagcl berkut

!

: ' /- Nlci
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26.

tuntutan itu sangat tidak mesuk di akal, Hdak berdasar, dan semata-(

hanya berorientas! pada perhitungan bisnis dalam artl untuk mencap(

keuntungan yang setingg-tingginya ;

§ ol ._
L i réﬁs | tanah Rp. 4.578390000- | |
( i. -':I_._‘J_‘g/l,_b'o/‘,r},gynon_ BR.  42,120000. |
nMomiohnlalfonah danbangunan  Rp.4420.51040 |
Karena obyek Jual bell dipakal oleh PORES (Tergugat), maka kepad ’
pembell (Penggugat) dlperke'nonko.n untuk membaell dengan harga |[80%| — ‘
sedangkan pengosongan menjadi tanggungan pembell (Penggugal)|; ——
Bahwa ada 2 (dua) hal yang harus digarls bawahi berkaltan dengan qugo
Jual bell fersebut dlatas yaitu ,
a. Penggugat sebagal pembell, membayar dengan harga ‘
50% x Rp 4.‘620.510.000 = Rp. 23_10255.000,-. Jadl harga per m2|= |
Rp.2.3102556.000,- : 17.000 m2 = Rp. 135897/ m2 ;
b. Ada pengakuan balk darl penjual (PT. Aneka Usaha Perkebunan)
maupun pembell (Penggug:jﬂ bahwa objek jual bell ada penghyriny P -
yaitu ; Tergugat ; ;
C. Bahwa Tergugor‘ sebagal penghunl diakul keberadaannya, cdn -
mempunyal hak sebesar 50% dar harga Jud! bell tarsebut
Bahwa dard apa yang Tergugat uralkan di atas, berartl Penggugat tialil ——
berhak untuk mengaugat pengosongan dan gantl rugl kepada Tergupnt, |—
Sebalknya ada pengokuqh secara langsung maupun tidak langsung [pihvya
hak Tergugat atas obyek Jual bell adaich sebesar 50% ;
Bahwa dengan demikian jika Penggugat menuntut gantl kerugian sejdji|—-—
tahun 1989 dengdn menggunakan asumsi harga tanah Rp. 600,000, (n2) - ‘
kemudian nak menjad! Rp. 1.000.000,~/ m2 dan seterusnya, padahal hitrgi
 yang dibayar Penggugat ketika Jual bell addih Rp. 135897 2, JeE=E"

Bahwa Tergugat menolak dall gugatan Penggugat tersebut pada bu

posita gugdton oleh karena seluruh buktkoukti yang dijadikan dasar g
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acat hukum yang mengaklbatkan buktkbuktl tersebut tidak sc

JAu tidak mempunyal kekuatan mengkat ;
Berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat uraikan di atas, Tergugat mohg

kehadapan Majells Hokim Pengadilan Négen‘ Surabaya dalam perkara Inl untul

s

betkenan memutuskan

) Menolak gugaton Per*ggugo‘r seluruhnya ;

2 Menghukum Penggugat untuk membayar bidya perkara

Atau setldak-tidaknya memberikan keputusan yang dirasakan adil dan patut ||

“Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Fenggugal

telah mangaojukan Replik tertanggal 3 Jull 2001, sedang Tergugat mengajuky

Cuplk tertanggal 16 Jull 20017 ;

Menimbong, bohwa untuk menguatkan dail gugatannya, dipersidangiy

plhak Penggugor Teloh mengajukan alat bkt berupa Suro*-sura‘r yoh‘u

i Foto copy bukﬂ okta katan judl belt antara PT, Aneka Usaha Perkebu '

dengan PT. Intersurabaya Intlland No. 33 tanggal 11 April 1989,

buktl P-1 ;

2 Foto copy akta Jual el No, 395/ \/IU/ 1996 tanggal 24 Agustus |

dibuat dinadapan Abdurrazag Ashiblie, SH., "h—E)idris/ PPAT, bukti P-2

S Foto copy qki'c Jual bell No. 396/ VIII/ 1996 tanggal 24 Agustus. 14

dibuat dhadapan Abdurrazag Ashiblie, SH., notarls/ PPAT, bukil P-3

4, Foto copy sertifikat _HGB No. 364/ K, Surat Ukur No, 123 Tohuh 199P1

Kelurahan Embong Kallasin, buktl P-4 ;

5.~ Foto copy sertifikat HGB No.359/K, Surat Ukur No.73 Tahun 190)

=
]

Kelurahan Embong Kaliasin, buktl P-5 :

(@ Foto Copy surat permohondn “PORES “ kepada Gubemur Kdh. Tk. | {J{itim

N fanggal 10 Junl 1988 yang mengajukan pemrmohonon hak atas persi {1 —-
Embong Sawo No. 1, buktl P-6 ;

7% Foto copy surat Kepala Direktorat AgrariaTk. | Jatim atas nama Gubegmiur

Kah.Tk. | Jatim fanggal 19-8- 1988 No. 593/ 12040 - 4/ 320/ 1988,
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Setelah buktl surat-surat TersebuT dicocokkan dengan aslinya, ’rernycn‘o sesual dan

talah dibet materal secukupnya kecuall buktl P. 6 tidak ada aslinya |

mengajukan seorang saksl ahli bernama YUSUF_ PURNAMA, SH. yang memniberikan
keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagal berkut
SAKSI AHLL YUSUF POERNAMA,SH, :

kel 2-3871, buktl P 8.,

-1

Foto copy surat perhitungan takscsi perusahaan propertl, buktl P- ¢} ——

Foto copy surat Wollkqtamcdyo Kepala Daerah Tk, Il Surabaya No, §90/ —

1236/ 402.2.02/ 89 tanggal 09 Mei 1989, buktl P-10 ;
Foto copy surquubemur Kepdala Daeran TK. | Jqﬂm tanggal 26 Mej ——

1989 No. 181.1/.2661/ 014/ 89, buktl P-11 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat sebagal buktl, Penggugat juga

sebagal Kasl dl KANWIL ‘dan mulal fanggal 27 Nopember 2000 sebaga Kasi —

ukur loma 5

bahwa saksl mulai bekeria tahun 1988 don mulai tahun 1988 - 1994 sebagai
staf dl KANWIL BPN, tahun 1994 -1997 sebagai Kasubsi, fahun 1998 - 2000 -

Hak-Hak atas tanah Kota Surabaya ;

bahwa subyeak yang berhak mengajukan pemohonan hak atas tanah adalah -

WNI/ Badian Hukum yang sah

bahwa alas hak untuk pemberian hak atas tanah adalah diihat dari siapa -

pemilk bangunan, pemanfaatan dan buktl kepernilkan ;

bahwa perkumpulan tidak dapat dijadikan sebagal subyek hak

batwa meetbrief sama dengan Gambar Situas! dan Meetbrief i1 adaldh surai -]

bohwa permohonon sertifikat horus dllompln Gczmbor ‘Stuasl dan sekitar tahun-

(=)

1961 s/d 1990 masih dimungkinkan pemmohonan hak digjukan dengan
menggunakan meetbrlef, satelah itu baru diadakan penyesudian-penyasuailar]

cleh pejabat yang benwenang ;

Perolehan hak..., Patrick Audhie; FH Ul, 2012
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Pt (P

- BthG masaiah dipergun.akon lapangan tennis, Ity masalah dllopongon ddq

!

selama tidak dinyatakan batal atau 'gugur dilapangan harus sesual dangan

apa yang disebutkan dalam surct pemb_erian hak ;

- bahwa selama SHGB tersebut belum berubah, maka peruntukannya hank e

sesual dengan SK hyo.vyoltu untuk lapangaon tennis ; :
- bahwa Aneka Uscha Perkebunan belum pemach melakukan pengukurdy —

vlang, -karena surat ukur lama masih diinkan untuk digunakan ;

- bahwa menurut diktum ketujuh- (ouktl T.4) apablla pemohon hak tidak

memenuhi dlkturh keenam, makd keputusan inl menjadi batal dengan

T

sendinnyq, tetap! dalom masalah inl Tld_"qk dilakukan pengukuran lagl karen

masih boleh pakal sallnan-surat ukur lama dan yang penting atas obyek yanit — .17

bersangkutan tidak ada perubahan yang esensial ;

- bahwa sampal saat Inl SK tersebut tidak baral ;

i

bahwa kalau ada perubahan obyek harus divkur ulang dan korsekwensiny
butlr 7 (buktl T. 6} ;

bahwa SK tersebut bersifat Interaktif ;

- bahwa yang batal hanyaich serfifikatnyaq, buk-in hak keperdataannya ; v

Fd

bahwa sertifikat yang terblt atas tanah bekas eig* wom sudah ada gamb

situasinya dan surat ukur lama bekas elgendom dalam melakukan pendafiaran

_hak ates tanah masih diakul ;

','- J;’vbghwo tanah bekas eigendom yang disebu: tanah negara bebas adalah

tanah yang bebas darl kepemlllkcn' :

bahwa tanah-fanah negara yang demikie: diatur dan dikuasal negara ; -ii-i— v

bahwa yang bernak mengajukan pemohaonan q‘_{_q_s tanah negara yang

} Idemikian odolah bekas pemegang hak ata. akan menjad mudoh'dpdb_l'lk |

diates tanah tersebut ferddpot bangunan dan bangunan Itu milik siapa di

yang akan diutamakan ;

. /' mbﬂg essevavsvassreethaoctadee
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nihck Tergugat teloh mengajuken alat buktt berupa ourat-surcﬂ yaltu':

1.

- Mbchwa karenda tanah sengketa Ini adaiah asset negara yang kena proyek
(@naltsasfkemudlon bordasarkan  PENPRES No. 6 Tahun 1964 1964 nega

TS

' bohwa tanah negaro dapal diclihkan kepada pihak lain asalkan ada 1PH |

[8]

menunjuk Aneko Usaha Perkebunan sebagal yang berhak menorlma hak ||;

untuk tanah yang tidck terkenan naslonaliscs Hak Gunia Bonguncnnyo

diberkan kepada yong ditunjuk ;

£

bahwa tanah yang diperoritaskan untuk diterbltkan haknya adalah TLJ'

yang belum pernah dtojukdn permohonan dan !onoh yang dikorwvers

u]"‘*“ U)

sebogolmona disebut dolon\Kepres No. 32 Tohm 197};, don Perotu:}
Pemerintah No. 3 Tahun 1979+ e e

N 2z

(Izm Peralihan Hak atas tanah) ;

Menimbang, bahwa untuk mengdorkan'dallt-sangka!anm<c,- dipesidaf

ola

b

Foto copy Anggaran Dasar Petkumpulan Criket dian Tenls Lapangan

surabaya (Anggaran Dasar Siatuten Van DeVereniging “ Surabaja Cifdt

an Lawn Tennls Club “ ). beserta tarlemahannya, buktl T- 1a :

Foto copy Perubahan Anggaran Dasar Surabaja Criket en Lawn Tennis

diumumkan dalam Exfro‘_- Bijvoegsel der Javasche Courant Van |6

1927, No. 83, besertq Terjemahannya, bukil T-1b ;

- Foto copy Perubchcn Anggaran Dasar Surabaja anet en Lawn Tennls

diumumkan dalam Bxtra - ijvoegsel der Javasche Courant Van

1931, No. 59, besertq terlemahannya, buktl T-1c¢

Foto copy Kutipan dar daftar penetapan Menterl Kehakiman tanggall| ] B

Agustus ]‘?52 No. J.A.5/ 106/ 20 tentang pengesahan perubahan
Anggaran Dasar darl PeWumpulqn Surc:boja Criket en Lawn Tennks
buktt T-2a°;

Foto copy Pengumuman Perubahan Anggaran Dasar, Surabaja Cd}gd; .

o
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0 copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rurnah Tangga Perkumpuldin —r

Olcin Rdga Embong Sawo (PORES), buktl T-3a ;

=
i

Fis Foto copy Anggaran Dasar dan Anggeran Rumah Tangga Perkumpulq

?W Olah Raga Embong Sawo (PORES), bukil T8k

ﬁﬂ Foto copy Akfa Nofars ST, Sindhunathc, SH., fanggal 1-10-1985 No[q —I-
S | -

<L

Q
“\\
5

tentang Peﬂéumpulch Qlah raga Emibong Sawo . (PORES) berkaduduk

T Surdberya, Puktl T-3C 3 :

9. Foto copy sertifikat HGB No.364/ K=P.4, bukti T-4
10.  Foto copy sartifikat HGB No.35%/ K= P.5, bukti T=5 ;
11, Foto copy Surat Keputusan Kepdala BPN_No. 12/ HGB/ BPN/ 1988, tanfdial |-
10-12-1988, bukt T-4 ;

12 Foto copy Surat Keputusan Guba_mur Kepdla Daerah Tingkat | Jawa Jimur|—
No, 593.52/ 1823/ SK/ 302/ 1988, tangadl 5-11- 1988, buktl T-7
13. Foto copy PBB tahun 1996 ;1987 ; 1988 ; 1999, huktl T-8

Setelah bukt surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, temyata sesutiidan

telah diber materal secukupnya kecuall buktl 7.4, 1.5, dan T.6 tidak ada

aslinya ;

Menimibang, bahwa selaln surat-surat sebagal buktl, Tergugat juga —

mengajukan secrang saksl bemama  BERNANDUS DONG DHA_RMAYUWAH R

=

yang memberkan keferanganh\'f'év dlbqy?éh su_m_pdh pada pokoknya sebagyiifs=r
- berkut

SAKS| BERNANDUS DONG DHARMAYUWANA

- bahwa saiksl mulal tahun 1957 sudah mulal maln tennis di PORES dan selpaigdl -

anggota PORES sejak tahun 1959 sebagal onggofablczsa_:

- bahwa PORES addlah club warson darl Balanda wakty Ity bemama

Soerabajasch Sporttereln terus berubah menjadi Surabaya Criket en Lawr

Tennks Ciub ;
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yang lain, kemudian mengojukan kesirpulan dan pada akhimya mehon ol

sesuaty yang teleh dicatat dalam Berita Acera Persidangan, dianggap 1elat

termuat dalam putusan inl ;

-17-

~cn sltuasl berkermbang kemudicn pada tahun 1962 berubd

a gién
QI ORES yang ketuanya waktu i Kol, Suratmian

PORES berulcngko I mengadakan renovas! balk penambahan b

gravel 4 lapqngon, lapangaon beton ditingglkan dan pagar diperbalki

Rahwa luran anggota dulu selbesar Rp: 5060, R, 1,000, Rp..15.000,(

terakhir Rp. 25,000, satlip bulannyg
bahwa saksl tahu dar rapat tahunan kalou PORES mermbayar uang sev
kepada Anaka Usaha Pérkebunon seklffar fahun 1960 - 1945 . sabascr -
Rp. 10000, / bulan, tetapl kemudian pangUnIS mgngusolkon Supcxycx il
merribayar lagl uang sewd karena PORES antara tahun 198;- 1988 su
mengajukan permohonan Bak kepem!iikon tqnoh pada Kantor BPN dd

Cubemur yang akhimyd pemichonan tersabut ditolak ;

|
|

5
13
-

_O
~
H

bahwa setelah permohonan hak ditelak, PORES masih tetap memakal

lapangan tersebut dan Aneka Usand Perkebunan tidak pemah menogirf

sewanya lagl ;

Uan

bahwa sslain anggota, tidak ada club Iain yang mermdckal lapangan ked

ada avent-avent tertentu dan anggota boleh mengajak orang lain/ Intrd

tetaplyang Introduce harus mermbayar ;

il

UG

bahwa saksl fidak tahu kalau sudah terblt sertilikat atas Icpangan tannis

tersebut ;

bahwa scks! tidalk tahu dan tidak perriah mchhqf ada perugc" BPN yani

melakukan pengukuran :

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihck tidak mengajukan alat b

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uralan putusan Inl, maka §

P

IENIANG HUKUMNYA - (/

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan

/ Qg
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8 enlmbang, bahwa ada 3 (ﬂga) hal pokok yang menjadl Intl petity

Penggugof yaity

1. Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melowan hukum ;

2. Bahwa Tergugat dituntut untuk membayar sejumich uang sebagal gpntl —
gl ;-
3. Bohwa Tergugat dituntut unfuk membayar uang paksa sebesar

Rp. 0.000.000,- (Imapuluh Juta ruplah) per har atas keterlambctonrb

menyearahkan obyek sengketa ;

0y =

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tarsebut, plhak Terglig
menyangkal keb__encron elel Pénggugqt, karenanya menurut hukum Pengp
harus membuktikan dalll-dall gugatannya, seballknya Tergugat dapat mier|ls

buktllowan (tegen bewls) ;

ol BT

QAtle—

gt —-

Menlmbang, bahwa untuk memperkuat dasar gugatannya, Pengauld
dipersidangan mengajukan bukt-bukt! surat tertanda P-1 s/d F-11 dan sk

saks! ahil bemomc Yusuf Pumama, SH.

orang

(23

- Sebalknya Tergugat untuk menquofkan dasar sangkg,lonnya mengojuken k

bukii surat tertanda T - 1 s/d T 8 dcn seorong saksl bernama Bemandus T

Dhormoyuwana ;

Uy

Menimbang, bahwa dar jawabar+jawaban para pihak dipersicdangar

Mdjels mendapatkan hakhal yang postl menurut_»h_utgum, tidak menjadh parlaisiricn

karena sama-sama diakui oleh: kedua belah pihak lalah

ol Sl )

1. bahwa obyek sengketa bekas hak Barat, Rv E Verponding No. 552

nama Naamlooze Vennotischap Soerabajasch Spoert terreln dan Rl

Vemonding ; No. 5549 atas nama Naamlooze Vennottschap *

Soerabagjasch Spoert tereln te Soerabaja * ;

2 bahwa pada obyek sengketa felah terblt Sertifikat HGB No, 364/ K didin -—

serfifikat HGB No. 359/ K, semula atas nama PT, Aneka Usaha Perkelp

/3. Rahwd ...,

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH Ul, 2012
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obyek sengketd dlpergur_w_qkan sebggg} lapangan tennis sudq

afwa Tergugat sebagal penyewd ;

"‘Méﬁl?hbdhg;fbdhwc sebdlknya ‘ac(:‘r! JawabarHawaban para plrak,

dsimpulkan adanya fakta hukum yang munjadl parsalsinan para plak lalch
1. bahwa sertifikat HGB No. 364/ K dan serfifikat HGB No. 359/ K. oleh

Tergugat dianggap cacat hukumn ;

2 bahwa sesual Keppres No.32 tahun 1979, seharusnya Tergugat yan

o

bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwo dar pérseﬁslhcn hukum paro pihak diaras, Mdalel:

melakukan perbuatcn melawan hukum ;-

Bl F—

%mendopafkon essers utama yang perlu dijawai, opokah benar Terguga’r 1

Menimbang, bahwa diatas dljelas}\on bahwa essensl utama gugatan

Penggugat adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,

obyek sengketa telah terbit sertifikat-sertifikat HGB No. 264/ K dan No. 359

atas nama PT. Aneka Usaha Parkebunan (Pemilk lamay) ;

ML) —

dsimpulkan, Tergugat mempergunakan obyek sengketa tanpa hak, karen|

K e

Menimbang, bahwa sebqllknyo Tergugat menyatakan dalam jowabd

bertanggal 23 Junl 2001 dan dalam dupliknyc tertanggal 16 Jull 2001
sebagai berkut .

R r bahwa penggunaan obyek sengketa untuk sarana olah raga ‘rennis 9

v

sejak tahun 1897, yang anggaran dasamya telah mendapat pengel

dart Menteri Kehakiman tanggal 11-8- 1952 No, JLAS/ 106/ 20 ;

1 jGAn -

dhon -

2, bahwa pada tahun 1960 perkurripulan beruooh menjadi PORES ; —

3. bahwa Tergugat sebagal penghunl yang menyelenggarakan olah ra

tennis ;

4, bahwa sertifikat no. 344/ K penearbitannya berdasarkan Surat Keputy;

!

Perolehan hak..., Pafrick Audhie, FH UI», 2912 R
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\ Pertonal‘.an Ncalonal Pusat No. 127 HGB/ BPN/ 1968 tanggat -

2- 1988 vang ahtard lein rmemuat

diktumy keenam, babwa tanah harus divikur uieng
- diktum katujuh @ kalau Higak memanuti salah scity syarctt pada clik

s/d 6 keputusan tersebut dengan sendlidnya batal ; -

=

3

[83]
'

3, bahwa sertifikat Halk Gurig Bangunan Mo, 359/ K, terbit berdasarkan
Keputusan Gubemur ¢.g.  Kepala Dlrektorat Agraria Jatim No. 593.5
1628/ SK/ 302/ 1988 yang raeruat dik‘!um»dlkfum cntargiain 5 giktu

. = hahwa tanah hans dukur kemiball, apabila lidak dipenuhi salah s
syarat tersebut pada argka 2 s/d 4, maka Surat Keputusan Int i

dengan sendltivyg ;

T

L

s}
[&)

Menimbang, banwa dan dua varsi dan dlasar-alasan hukum diates,

ckan mempertirmbangkan BUKTHoUKT yang digiukan oleh kedua belah plhak

_sehingga dapat diperclet fakto-fakta substarsial yang dimaksud dalam pon <

aquo ;

+
to

heandir
f’“"l

Menimbang, bahwa telah terbuli diparsidangan, fonch sengketa se

adalah tanah bekas Hak Barat yang teioh berciilr haknya pada tanggat 24

September 1980 sebagdimana dirmaksud dalam Undang-Undang No. 5

1940, maka tanaly tersebut roanjadi tanak ydhg aﬁfu‘}aéal lcagsung olety Mag

- Bahwa cleh karenanya pada tanggal 10 Juni 1908, dengen suratnya NE

E/ VI/ 88 Tergugat taldh méngajukqn surat permohionan * hak pengung

tanah atas PORES * yang ditujukan kepaca Cubernur KDY Tk, | Jatim

miula

Kepala Drektorat Agrara Tk. | Jatim (bukli P-4)
Menimbang, bahva surat perrnohonan Tergugat tersebut telah dijcvi
Kepala Direktorat Agrara Jatim dengar Suratnya tertanggal 19-8- 1988,
12040 - 4/ 320/ 1988 sifatrya segerd, yang binya menjalaskan secard kror

mascich tanah JI Embbong Sawe No, | Surchayd sabagail berkut

i

1. Bahwdt tanah bekas Eigendom teretak ¢ Jalan Embeng Sawo Ne, 1

Surabaya dimaksud terdi dar

, / Q. 253
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; Bohwa ¢l dalam Akte Pendiian NV, Handel Madtschappl Macline,

ey i)

s Ligendom Verp, No, 5525 luas farc 15.550 M2 terca
i de te Soeraboja gevestlgde naamiooze Vennoostscha

Soercbajosch Socrttrelr 3

t gtas

0. Bakas Elgandom Ve, No. 5549 luas tanc 1.427 M2 tarcat

1

atos -

nama NV ¥ Scercibajas Sportineln * te Soerabaja ;

Berdlasarkan Akte Pandiian NV # Soarabdja Sporttirein te Soerabala

diny atakan bahwa Bedan Hukurn Il merupakar baglian darl Firma Frdls

EatonEnCo ;

DWIKCRA ;-

(BUMN)

- Watsson & Co. NV yang dbuat dlhodopc:n Nicolas August Mispelbldig Ven i
Alteng, Notaris di Batavia, tanggal 27 - 3- 1947 No. 124 dikatakan bihwra - )
Fmas Fraser Ecttors En Co berada didaiamnya \/(,
Atau dengan katalialn NV Soerchald SpQr‘Hmin “ temnasiuk dalont o, -
Fraser Eafon & Co yang berada didalam NV, Handel Maatschappl
Maclaine, Watson CoNV. ;

Bahwa berdasarkan penatapan Preslcdzn Rl No. & Tahun 1944 cliny cffatka —
NV, Hondel Maatschappl Macicing, Watson 8 Ca, NV dikuasa _""
Pemerntah R! (Departamer Pardagangan) dansalanjutnya berdasiikar —;—il\
Surat Keputusan Mentet Perdagangan tanggel 1 Marat 1945 No. 40) M —-i
Sa/ 1985 nema “ Mcc!cilne, Watson & Co. NV * diganfl meniadl PP} —— “
. j
Berdasarkan Peraturan Pernetintal No. 14 1ahun 1981 PD Dwikcra a'
digabung dengan unit Perusahaan Aneka lcse/ Aneka Usaha Perkekhiha ‘;,-/
Bahwa dengan demikian kedug bldang tanah bekas elgendom tarataklHl Jdan i

Embong Sawo No, 1 Surebaya yang hingga kinl (tahun 1988 pada sca
" jawaban tersebit cibuat) dlgﬁha.‘(qﬁ'nwk _Id;i?:ﬁhgan.fennts, adalkah ase
Negara yang dikelola PT. Aneka Perkebunan sebagal penysrtaan modd

pemerintah kepada BUMN

A

.'/_fc,‘( -

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH Ul/, e SR

..........




P
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dipertimbangkan {perhatikan bukil P-7) ;

Menlrnbang, barwe lebih lanjut kepdala Badan Partanahan Naslonal/

1

Pusat dengan suratnya tertanggal 29 Septamber 1989, No. 5502-3871 yang

ditujukan kepada PORES/ Terguaat yang lshya antara lain sebagal berkut ¢
- Bahwa tanah Embong Sawo Ne. 1 Surabaya bakas Hak Elgendom Verpondin
No. 5525, dikucsal oleh PT. Aneka Usaha Perkebunan berdasarkan Penetaga

Presiden No, 6 tahun 1964, SK. Menter Perdagangan tanggal 1 Mcret 1945

,"No. 58/ 01/ SK/ 65, SK bersama Mentatt Perdagangan dan Menter Perkebun

“tanggal 19 Marat 1965 N, 77 of M/ SKD/ 65/, Surat Keputusan Menter B
f ; SK. 33/ Men.Par.Kf 65

/ tanggal 14 Agustus 1968 No., Kep/ 43/ Men. Ekuin/ 68 Jis Peraturan

Pemerintan tanggdl 3 Junt 1981 No. 16 tahun 1981 ;
- -+ Bahwa berdasarkan SK. BPN. fanggal 10-Desember 1988 No, 12/ HGB/ BPN

telah diberikan Hok Guna Bangunan NO. 364/ K . m@;

- Bahwa Kedudukan PORES/ Tergugat tethiadap lapangan fennis tersebut

sebagal penyewda sesudl dergan bukil-buktiyang ada  (surat Kepcla BAN

Pusat tanggal 29 September 1989 tle. §80.2-3871, buktl P-8) ;

Meanimbang, bahwa Tergugat telah mengaj&ﬁc—:ﬁ pukil T-6dan T-7,

—

rncsing-rnasing ialah Surat Keputusan Kepdla Badan Pertanahan Nasional No.
HGB/ éPN/ 1988, tanggal 10-12- 1988 dan Suratl Kgputusan Gubemur Kepad
Daerah Tingkat | Jathm No. §93.52/ 1823/ SK/ 302/ 1988 tanggal 5-11-1988

yang mana dalam kedua surat keputusan talsebut memuat anfara lain klc:u&1 G

sebagal berkut

- "“anah tersebut peru diadakan pengukuran ulang yang dibuat oleh kanio

S

Agraria setempat “

(%

Keputusan il dengon sendirinya batal apablia tidak dipenuhl salah satu sy)

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH Ul, 2012
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1965 tanggdl 1 Maret 1965 tanah sengketa dibawch penguasaan PD. Dy

menerangkan sebagal bankut

- bahwa surat ukur lama/ meetorafl, mash-dagpat dipalkal sebelum tahun |1P9C)

- bahwa ketentuan sepert] tertuang dalam SK Kepala BPN dan SK, Gube 1Lr -t

tersebut, bahwa untuk mengetahul kepastian luasnya harus diukur ulang.

~

terutania untuk tanah yang secara nyata banyak berubah, misalnya kC( gle B

aclanya bangunan-bangunan ;

- Bahwa obyek sengketa tidak banyak mengalarnl perubahan, oleh kareinya -

ketentuan tersebut disesudalkan dengan sltuasl dilapangarn @
-, bahwa yang dimaksud batal alah bahwa sertifikatnya hanss diperbalkl, fidak —
membatalkan hak-hak kepardataan dor pemegang hak tanah tersebul] § —--

- bahwa sampai saat Irl Surat Keputusan Kepala Badan Partanahan Naslogiplcion

Surat Keputusan Gubemur serta sertifikat-serifikat aguo belum pemah
dibatalkan ;
- bahwa dalam hal perméhonon hak tanah sengke‘ro@’ -32/1979 1ida

beraky ;

kP

Menimbang, bahwa terbuktl dipersidangan bahwa Tergugat selamalr tlcak

pemah maelakukan aks! hukum dengan cara rmenggugat plhak penerima N I (P1,

Aneka Usaha Pefkebunoh] apabila Tergugat merasa bahwa pembetian halt
kepada PT, Aneka Usaha Petkebuncn merupakan hal yang tidak benar/ kejjimy ;|-

Menimbang, bahwa Majells sependapat bahwa dalam permohonan | hak —

I karenfy —-—

pada scat PP, No. 32/ 1979 peraku Temddap tanah sengketa, berdasarka
Pen. Pres. Rl. No. &/ 1964 dikucsal Pemerintah Rl {Departemen Perdagangpin) +——

selanjutnya berdasarkan Surar Keputusan Menter Perdagangan No. 58/ M/|Sp/ +—

ROTdY — §|

y yang kemudian digabung dengan unit Pemsczhoar'ﬁ Anakallscha Perkeburicin ‘»—-—
(BUMN) ;- e — )

" 'Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH U, éd12mmjg """"" e
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—lalah akia jual ball No, 32 tdnqqol 11 Api 1989,.ckte Jual bol"No. 3‘?5/ Vil

D4~

b -~ |

Z wa tanal sengheta merupmkan asset Negara sebagal, ponyc 1
nich ke pa”tq BUMN
Ggrartl pada saotPP 32/ 1°7° baraky tfanah sengketa bukanlaglh * ta

.
=3
]

negara bekas elgancom yang marsing bebm 34

Menimbang, bohwa selanjuinyd pembayaran PRB merupakan kew f

par —

bagl pengaloic/ penghuni Tmah tarsebut (bukti P-8)

2

\;iMenlmbong, bahwa terbuld pula dipetsidangan, sesucl dengan peng
Tergugat dalam Jawabanriyd tartanggal 23 Junl 2001 dan dupliknya tertan
16 Jull 2001, serfd ke‘rerohgqn saks Bemandus Dong Dhamayuwand, elelaid

J,::‘"Tergugot sudah sejak larmia tidak memday ar sewa ohyek sengketa balk keﬁ

[4)

akuan

gl -

" 30

pemilk lama maupun kapada Pengcugat ; =

Menlmbang, bohwa sesual buktl P-1, P-2, P-2, berupa ckta aul

f

=1
3

Tongiol 24 Agustus 1996 akte jual bo'l Ne. 394/ VIH/ 19% tonggal 24 Ad

‘\\

=

l996 membukiikan babwa PT. Angka Usana Parkebunan telah mengalhk
Slmpst ey )

e S
-y

{

ey

knyc atas tanah sengketa kepada PT, Infersurabaya lnhlond (Pengguait

Merimbang, bakiwa dar serangkalan perﬂmbangan Te.rsebut diatos

terdapat fakta-fakta hiukum sebagal berkut :

- bohwa sertifikat Hak Gund Bangunan. No. 344/ K dan Hak Guna Bangu

No.359/ K hihgga saat Inl belum pemah dibatalkan dan sah berakuy !

- bahwa sebagal pemilk semula adalah PT. Aneka Usaha Perkebunan (B4

- bahwa kepemilikan PT. Arieka Usaha Perkabunan telah beralih kepada||Al.

Intersurabaya Inflland (Penggugat) berdasarkan jual beli

- bahwa Pores/ tergugat sehagal penyewa tanah Embong Sawo No. 1

Surabayd ;

- bahwa sepik lama Tergugat fidak mau membayar uang sewa ;
Menimbang, bahwa dart rangkalan penlician dan alasan-alsan huKy N
dates, serta darl fakta hukum yang didapat dipersidangan, Majels berpeh

bahwda tuntutan perbuqtdn melawan hukum telah terukit menurut hukum

---------------

'F’eroleha'n hak..., Patrick Audhie, FH Ul, 2012
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atan I

perjonj:an .-

i -t
hukum odolch Undcng«Undmg, rodan ke wenprastest bersumber feloit 4
- bohwc on’rora Penggugat dengan Tergugat terbukt Hdok pamah ada / !

perjanjlon :

Menlmbang, bcm«/a dengan terouktir iy positl Penggugat, maka
seponjcng ‘runtutcn—tuntufon lalnnyo Majalis mempemmbangkun sebagai k
Menlmbang, bohwa sepanjang tuntutan agar Tergugai membayar ¢

ngl kepada Penggugct sebesar Rp. 12,461.226.027,50 (dua belas milyar.ery

+

ratus encm puluh saty juta tiga ratus dua pulul enarn ribu dua puluh 1Ujur
lima puluh sen) mulal tahun 1989 s/d 2000, ditarabah bunga 24% setah

dengan perinclan sepert] pada gugoton verdesarkan buktl P-4 ;

q

C

nkut
Il —
Ol |

o —

- bohwo pemintaan gantl rugl teisebut ity Ujukan atau diminta pada
perkumpuian olah raga (delarm hal ini ternins), yang secara urnun diketc
bohw_cz parkumpulan olah raga tersebut bukan merupakan keglaian bisr

bertujuan mencari keuntungan, Gkan ietapl pada fujuan sosial guna

kS

U

yang

membenfuk Irsan yang sehat, rneningkatkarn mutu penmalnan secard t

menerus (BURHET. -0 s/d 1.3 4¢) ;

’

Men!mbong, cleh karenanya menuut hemat Mdjels permintaan gar
*rersebut hanya dikabulkan sebesar 50% darl Jumiah yang diminta iclah 50%
. Jumlqh Rp. 12.461.326,027,50 = Rp. 6.230.663.013,75 (enam milyard dua rat

Tlgo puluh Juta enam ron‘us enam puluh iga rou tiga belas ruplah tujuh pulun
sen)

I

Ul —

Hat) —

Menlmbong, bahwa bunga yong dlmlnra, M3 julb menyusuakan der

i

bungo yong berlaku ;eccro umum pada bark rrilik pcsmerintoh l(llCJh pailing

12% sefcahun otczu 1% untuk setiap bulannya, sejak perkara ini didaftarkar

Vggletel

oHvoneafosres
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: iy n \&
e /\"q o
_,{"ﬁ\/}-)g

\ m '?‘;Uryt; Majel‘rs karena pennintadn ganti rugi pada petitum V- dkabulkan
50%‘,"md§d gonti‘rugi untuksei'lop Tohuh mulal tanun 2001 Juga dikabulkar
50% dail Jumlch yang diminta = Rp. 765.000.000.- (tujunratus enampuluh |

ruploh) ;

perkarcx aquo adalah bearupa cxktcr-ok‘ro outhemk yang tardii dar &

perkoro Inl menyangkut mengenou peanyerahan barang bukan pemoayar

Rp. 10.000.000,-  {Sepulun Juta ruplcn) untuk setiap har keterambatan
menyerahkan dalam keadaan kosong 8 har sejak Tergugat menenma t¢

darl Pengadian Neger sampdal diserankan kepacla Pengugat ;

sebaglan, maka Tergugat berada di pihak yang dikalahkan harus menib

per}éoxd yang bésamyo ditentukar dokorp amar putusaninl ;

i sgtu -

AN
~
1

Y|~

Bowsar | -

L 751

Menlmbdhg, bahwa buktbukil yang diciukan oleh Penggugat dalay

]
|

’Akta lkamn ..ucl Bel No. 33 tcnggul H Apm 1%9 dibuat dhadapariif

MIEINIR [')"“"'V"r)

omoreh borores

“Abdurrazqqunlblla, SH. notars dan PPAT di vurqboya 2
Akta Jual Bell No. 395/ VIl/ 1996 tanggal 24 Agustus 1998, dibuat din

=

iopan-|

Abdurraqu'Ashiblie,SH. nolciis dan PPAT di Surabaya ;
Akta Judl Ball No, 396/ VIII/ 1996 fanggal 24-Agusius 1996, dibuat di

=

aidaioGi:

Abdurrczad Ashiblie, SH. noterls dan PPAT di Surabaya ;

Sertlfikat Hak Guna Bangunan No. 364/ K dan Hak Guna Bangunan . Ndi.

Kelurahan Embong Kaliasin, yang keduanya atas nama PT. Intersuralod

Intiland berkedudukan dl Surabay< ;
bahwa sesual ps. 180 HIR Jo SEMA No.3 tahun 2000, maka permoh

agar putusan dapat diliksanakan terebih dahuiu ataw sertc merta wa

SlpUn -—:(

add bohdlng, koséslfotau petlawanan dapat dikabulkan ;

Mehlmbong, bahwa petitum no. Vil mengenai uang paksa, karer

jymloh uang, maka permononon uang paksa dapat dikabulkan sebesd

| dclam =

gorgn —

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat iy _Tukﬁ .

Q
j<3
Q
<
0

/ Mempettictlkan ..

. Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH Ul, 2012
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tentuan hukurs dan unclang-Undang yang be

KIPAQCT -

MENGADILI :

n'Perigougat unluk sebahicgian ;

meickukan paroualan rmelawan hukum

dalah pemillik sar petslh vang terlatek d
baya, sehagdimcna 1ersabut dalam So
dan Hak GunaBangunan No, 359/

mbong-Kallasin Surcibaya ;

Jalcdy --——

o)

—
0

Ay

'GQ slapcr saja yang mendapat hak danl p

clan Erabong Sawo No, 1 Surdoaya d

|

KePQda Penggugat ;

garrnembayar gantl rugl (untuk keruglon
besar Rp. 6.280.643.013,75 (anam mi
Tatus @ pullh tiga by tiga bel
unga salbescr 12 % pertahun, sef

Neger Surciociyci ingga diseralikan key,

1 uplan +~

qlar{tahun

i
W)

i
!
|

=

I
perkara’

slelel B

=

gantlrugl kepada Penggugat sih

xqrn"p(,flu}":vlirru:i Juta ruplan) éé'flqp l .

3
By
i

N,

gacipersi Embong Sawo No. 1 Sur

eqciaon koseng dan balk kepadla Per

kicryia -—-Te

dlugat —

carcl'Inl dapatdiclankan t

NGNUKkLT Tergugal menioay ar Uang maksa sobesay Fo. 10.000.

U ';qu_ kanding, kasasi mauoun perlg

L

)
o

S

MICigT

b juta ruplah) untul setiap hart ketedambatan menyerahke

_ Perolehan hak..., ’Patri‘ck‘ Audhie, FH UL, HEPSIGID wrvvs
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l
!
Ykosong, 8 harl sejok Tergugat menerma tagoran darl Pefigaq

pgfen sampal dserchkan kepada Penggugat

9. Menghukum Tergugat agar memba\/ar blaya perkard yong timboul|s

R
(o)
N
(2]
[ @]
=

i

Rp. 197.000, (seratus sernbllan puluh tuiuh ruplah)

Demlucmldh dlpuTuskcn dl Surabc:yq dczlom rapart permmyowcratc W(

Hakim podo har SENIN, tanggal 1 _QOKTQRER 2001 oleh kami

MANIS SCEJONG, $H. sebagal Hakim Ketua Mcjels My, Hl. MISWAR] ISMIUATI,

don |MADE TENGAH WIDHARTA, SH. , masingmasing sebagal Hakim Arg

putusan mana divcapkan pada harl : SELAS A, tanggal g_omogsg_g‘g_gl

dalam sldang yang terbuka untuk umurm oleh Majells Hakiny yang sama, fliengan
dibantu @ BUSTAM EFFENDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadian Nisdisri——
tersebut dan dihadi para phal yang bemperkara .
HAKIM ANCGCOTA, ' HAKIM KETIUA,
t B Ll
1. Ny, HL MISWAR! ISMIJAT, S$H. SOEIONO ISH,

eH—
2. LMADE TENGAH WIDHARTA, 5h,
"PANITERA PEMGGANTI

Dhes

RUSTAM _EFFEMDI, SH,

Pernclan b]rw m, pory

1o MRSt PUILSAN v Rp 46000,
2. Redakst Putuscn A T ———— Rp 3.000,-
R 113111 o' R Rp 50.000,-
4. PANGGIEN oo, e I Rp 130,000,
S, PenCaiQtaN o —— sese Rp 8000 +

JUMIAH sicsissisiseiimssasesiusasase 197.000,-
Perolehan hak Patnck Audhle H Ul, 2012

= ( 3ERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBL RUPIAH) =
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. MOTEICl PUIUSAN wivivsarsisanmassssssssessmasassinsssassass Rp 6.000,-
. Redaksl PUTUSON ueiiimmmmisivimmesses Rp 3000~
o ACITINISTTCI] tersensnssamsecn N 50.000,~

. PANGGICN vstsmssseseess o ... - RO 130.000-

TP EIICTT TN totsesssentsereiessemsssessanesiessessssssionsssse Rp 8000~ +

JUMICH wcvsenssmncsnssinnsesssinennee Rp 197.000,-

= ( SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBY RUPIAH) =

_Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH Ul,. 2012
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PUTUSAN
iL; o
NOMOIL : 326/ 7DT / 2002 /PT, SBBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUIMHAN YANG MAHA LSA

PENGADILAN TINGGL JAWA TIMUR. DI SURARAYA, yang
memenksa dan mengadili peskara — perkora perdata dalam peradilan tingleat
bauding telah menjatulikan pulusan sepecit tetgebut dibawal ini dalam parkara

atifara ; -.. S SRR e L

PERKUMPULAN QLAHRAGA EMBONG SAWQ (PORES Y, -

bertemnpai kedudukan di Ji. Embong Sawe No_| Burabaya dalam

pemeriksaart tinglkat banding memberikan kuasa k epada

- L DANIEL DJIORO TARLIMAN. olL MA., Dkk  Advokat-

Pengacara yang berkaptor di Jl. Basuki Raklusat Bl A

DUraUMe -4 - B g T, W g

2. SUDH‘.-’L‘X.I‘{ SIDABUKKE SIH., CN. M Ilun:. Advokat dan
Pengacara berkantor i Pusal, Pertokoan Rungkut Megah
»

Raya Blok J-8 Jalan Raya Kalirangkut No. 5 Hurabaya ; -

2 3 gl TR £, 8H,, Pengacara berkantor di Falan Danmno

Permai Timur IV/16 Surabaya, berdasakan Surat Kuasa
Khusus  tanggal 05 september 2000 dan tanggal 25 April

2002, yanga selanjuioya disebul e

TERGUGA”IZPEMQ;},N_I_);LI}_‘_(Q ;

i MELAWAN

PT. INTERSURABAYA INT ILAND, berterwpat  kedudukan i

J Bongoyudan No. 107 Burabaya dalam  pemeriksasa

fat boneliog memberikan kuasa kepada @ e
IEBJADE BH ¢ s
| AR P SR SIVEATL BH. o commsti e

LD VADRIVAIL BH. para_ Advokat berkantor di-- -
Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH Ul, 2012



JI. Embong Sawo No. 16 Surabaya , berdararkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2000 yang selanjutnya

disebut sebagai © ———-eomeeoe

PENGADILAN TINGGI tersebut e e
Telah membaca betkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan ----- ’

perkaraini | ool e

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang duduknya perkara yang termuat
dalam fsalmau resmu putusan Pengadilan Negeri Surabaya, langgal 2 Oktober
2001 Nomor 309/Pdt.G/2001/PN. Sby yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum’ pada hari itu juga dengan dibadiri oleh Kuasa para pihak yang
berperkara yang amarmya berbunyi sebagai berikut © - L
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untulg DR ———
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukup ; —--ceeeo
3. Menyatakan Penggngat ?(Ja.lah pemilik sah persil vang terletal di Ji.

Embong Sawo No.1 Burabaya, sebagaimana lersebut dalam Sertifikat Hak
Guna Bangunan No. 364 /K dan Hak Guna Bangunan No. 359 / K, Masig-
masing di Kelurahan Embong Kaliasin . S
4...Menghukum Tergugal atau siapa gaja yang mendapat hak daripadanya,
untuk menyerahlkan persil Jalan Embong Sawo No. 1 Surabaya dalam
keadaan kosong dan baik kepada Penggupgat jiitssseccecazor
3. Menghukum Tergugal agar membayar gantd rogi (untuk kerugian dari tahun
1989 hingga tahun 20003 swbesar R;ly.6.230.663.013,75 {enam miliar dua

ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tu 1jiih

«

puluh lima sen) dengan bunga sebesar 12 % o per tahun scjak perkara

didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya hingga diseralikan kepada

Prugpugarl dalam keadaan kOSONg | e

e Tevengatl  membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlaly

R ORNY L dagant b

et pululi lima juta rupiah ) sctiap - tahun

|
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terhitung mulai tahun 2001 hingga persil Embong Sawo No.1 Surabaya
tersebut diserabkan dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat

- sampai seluruh jumlah dibayar lunas ; e e i

. Menyatakan bahwa Putusan dalam pegkara ini dapat dijalankan terlebih

dahulu / serta merta walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan ;-----
Ménghukum ‘Tergugat membayar uang pakea sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan dalam /
keadaah kosoﬁg, 8 har sejak Téx’gugat menerima tegurén dart Pengadilan
Negeri sampaz diserahkan kepada Penggugat j-------------men-moomoomm oo
Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara yang timbul sebesar
Rp. 107 000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;---------- e en y

Membaca beﬂumt-tumt .................................................................

1.

Risalah Pemyataan Permohonan Banding yang dibuat didepan Panitera
Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan babwa pada tanggal 16
Oktober 2001 Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding
terhadap 'put_usan Pengadilan Negeri Surabaya fersebut, permohonan
banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana

fiigstinya pada tanggal SpNaparmber 200k, jmt-~----snnenmme oSS -

Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat — Pembanding
tertanggal 7 Maret 2002 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya
pada tanggal 20 Maret 2002 dan Kontra Memori Banding yang diajukan
oleh Kuasa Penggugat — Terbanding pada tanggal 1 April 2002 dan telah
diberitahukan kepada pihak 1:1Vvaxﬁ1ya pada tanggal 18 April 2002 | <-eeeeeem

tambahan Memori Ban.d%_ng yang diajukan Kuasa Tergugat — Pembanding
eertanggal 21 Junt 2002 d:’;n tambaﬁan Kontra Memori Kasast yang diajukan
Buasa Pengguga(:'— Terbanding yang masing-masing salinannya dikirimkan
i Pengadilan Negeri Burabaya untuk disampaikan leepada pihak lawan ;----

tfazalah Pemberitabuan memeriksa berkas perkara yang menerangkan bahwa

mteda tanggal 20, 21 Maret 2002 kepada para Kuasa Penggugat — Terbanding

st 2007 kepada Kuasa Tergugat — Pembanding  telah

dizampaikan ...
Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH Ul, 2012



disampaikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut, —-—-oooo—-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat —
Pcmbandmg telah diajukan dalam teng ggang waktu dan menurut cara-cara dan
feyarat -syarat yang" dltentuk'm dalam Undaﬂg-Undang maka permohonan

banding terscbut dapaL diberima e :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan  Tinggi memeriksa dan
meneliti berkas perkara serta berita acara pemeriksaan persidangan dengan
seksama dan salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Oktober
2001 No.309/Pdt.G / 2001/ PN. Bby dengan memperhatikan Memori Banding
dari Kuasa Tergugat - Pembanding tertanggal 07 Maret 2002 dengan lampiran
bukti yang diberi tanda T.9 sampai dengan T.15 dengan tambahan Memori
Banding ter’(anggal 21 Juli 2002 dengan lampiran bukti surat Menteri Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 6 Oktober 1995 No. 550.7 —
2873 perihal tanah Hak Guna Bangunan No. 364 / K Embong I&ahamn
Kecamatan Genteng, I\otan?adya Daerah Tingkat I Surabaya serta surat yang
menerangkan bahwa Ir. Soedarto ticak dikenal sebagai penduduk RT.009/01
Kelurahan Pasar Minggu dan memperhatikan pula Kontra Memoti Banding dari
Kuasa Penggugat — Pembanding tertanggal 1 April 2002 dengan tambahan
Kontra Memori Banding tertanggai 23 Mei 2002 deugm melampirkan bukti
P.12a, P.12b Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan hukum serta
pex1xmbangan-pemmbangan hukumnya untuls sampai pada putusannya seperti

akean dipertimbanglan tersebut di bawah R e

Menimbang, bﬂhVV'i Pengadxlan Tinggi akan mempertimbangkan
fakta hukum dalam pexkembaﬂgaxmya sehingga PORES  sebagai penghuni dan

pemegang hak tanah sengleta ;oo

Menimbang, bahwa N.V. Boerabaiach sportterrein yang berdiri
fanggal 22-05-1905 dimana thjuan pendirian tersebut pembelian tanah unfuk

lapangan olahraga | dimana Lomposxs._pemegang sahamnya adalsh Firma

Fraser Eaton en Co dan Campbell (bukti-T.9); ceoeee

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH Ul,-2012 Ni(‘ﬂﬂﬂ&&g__



Memmbang, bahwa berdasarkan buktx- T.10 N.V. Soerabaiasch
Sportterrein , berita acara No. 51 tanggal 12 Apﬂl 1955 kepemilikan sahamnya
berubah menjadi milik masyarakat, perseorangan atau individu = Marie
Johannes Jacobus Campioni, Parend de Kok, Frank Guypers, Solomen
Ferdinand Hitijahubessy, Gordon Rowley, George Edward Jeffries dan J
berdasarkan Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 10 Oktober 1855
No. JA 5/52/20 anggaran dasar Perseroan Terbatas Soerabaiasch Sportterrein
berkedudukan di Surabaya disalkan pembahan anggaran dara perseroan

e -  w. w F ¥y J YN

Menimbang, baltwa N.V. Sorabaiasch Sportterrein tujuan pex’xdirian\
tersebut pembelian tanah untuk lapangan clahraga, sehinggs memperoleh aset E
tanah eigendom Vezpondmg No. 5525 dan 5549, tanah Embong Sawo No. 1 ’.41

( tanah obyelk ‘vengketa ) sehingga menjadi harta perseroan ; ----ceci

Menimbang, bahwa sejale  tanggal  14-8-1897  telah  berdici
petkumpulan olahraga Soerz’abaia Cricket en Lawn Tennis Club alay disinglkat
SCLTC yang berkedudukan di ,Smabaya Yang bergerak di bidang olahraga ten

nig dan cricket- dan sejak tahun 1926 sudah mendmkan bangunan di atas tanah

/

dengan luas 16.957 m2 yang dilenal zebagai persil Jalan Embong Sawo No. Ny
Surabaya ( tanah sengketa ) ; - Y ’
Dimana SCLTC pada tahun 1927 telzh mendapat perselujuan Gubemur ‘J
Jenderal Hindia Belanda tanggal 1-10-1927- di dalam perubahan anggaran
dasar vang diumumkan dalam extra Bijveegsel der Javasch Courant tanggal 18-
10-1927 No. 83 tambahan : “No. 103, tahun 1931 yang telah mendapat ,
persetujuan  Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 1-7-1931 yang

divmumkan dalam extra Bijvoesel der Jawasche Courant tanggal 24-07-1931

< barnbahan Nn, d -

vabwn  RCLTC mendapat = persetujuan  Menteri |

o 20 divmumkan dalam berita Negara RI tanggal p

St M penbaban becis Negara No. 69 ; cemeeeeeeee
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Menimbang, bahwa pada tahun 1960- SCLTC berubah nama menjadi
Perkumpulan Olahraga Embong Sawo atau disingkat FORES, dimana baik
SCLTC sejak. berdiri sampai berubah nama* PORES kegiatan olahraga tennis

dan cricket di jalan Embong Sawo No. 1 Surabaya ; e

Pv{exxixilbailg: bahwa atas dasar pextimbangan-pertimbangzm tersebut
di atas, Pengadilan Tinggi beranggapan bahwa tanah yang disengketakan
tersebut aset abt.au. harta dari N.V. Soerabaiasch Sporiterrein dimana seluruh
kegiatan dari BCLTC yang kemudian berubah menjaci PORES ditempat tanah
yang disgngket:}akan dan berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1964-
tidak termasuk dalam lampiran Penetapan Presiden RI No. 6 tahun 1964 tentang
penguasaan ﬁ:\m pengumsaxi Pemsahaan‘— Perusahaan milik Inggris ~ oleh
I Departemen Perindustrian Rakyat, II. Departemen Perindustrian Dasar dan
Pertambangan,‘ 118 Departemen Perdagangan, 1v. Departemen  Ususan
Pendapat.an, Pembiayaan dan Pengawasan, V. Departemen Perlcebunan ( bukti
Bl V- %YRry O 4

Menimbang, bahway dari bukti T.12 setelah diteliti Penetapan
Presiden No. 6 tahun 1964, tidak ada mengurusi -N.V. Soerabaiasch Sporttetrein
yang bergerak di bidang oléhraga, karena itu sudah lepat bilamana Pengadilan
Tinggi beranggapan bilamana tanah sengketa Jalan Embong Sawo No. 1
Surabaya bulan aset PT. Angka Usaha Perlebunan dan karena itv PT. Aneka

Usaha Perkebunan tidalk berhak untuk menjual kepada Penggu gat-Terbanding ;

Menimbang, bahwsz oleh karena PT. Aneka Tsaha Perkebunan tidak
berhak untuk menjual z;set dari .V, Boerabaiasch Sportterrein yang bergerak
~dalam bidang olahraga yang tidal termasuk dalam Penetapan Presiden No. 6
tahun 1964 ( bukti- T.12) | tidak turut. digugat dalam perkara ini, 1elas-jelag

gugatan Penggu gat-Terbanding tidak SEMPUINA | oo

Menimbahg, bahwa terhadap aset NV Soerabaiasch Sportterreian
yattu Eigendom Verponding No. 5525 dan No. 5549 yang merupalian hak-halc

Barat karena sejak semula sudah ditempati / diduduki sejak tahun 1897 oleh

‘ . -rl-:ul%
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Perkuﬁlpulan Tennis 8CLTC yang kemudian berubah nama menjadi
Perkumpulan ’OIahraga Embong Sawo ( PORES ) , berdasarkan pasal 5
Keputusan Presiden No. 32 tahun 1979 yang pada pokoknya isinya ; --------meeo
* Tanah perkampungan bekas hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi
hak Barat yang telah menjadi perkamp;ngan atau diduduki ralyat, alkan
diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya, setelah dipenuli syarat
yang menyangkutl léepentingan bekas pemegang hak atas tanah “ sehingga
Pengadilan Tinggi berpendapat hak untuk membeii térsebut bukan;PenggugaL '
Terbanding tetapi Tergugat-Pembénding , karena tanah dengan Hak Barat

tersebut sudah menjadi tanah RE e B

; Menimbang, bahwa bukti surat Menteri Agraria / Badan Fertanahan
I\_Iasionai fgttanggal_(‘i Oktober 1995 No. 550.2-2873 yang ditujukan kepada
I‘iépala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur yang
iginya pada pokoknya bahwa pEt’ﬂ]OhOﬂanvijiﬂ pemindahan hak guna bangunan
No. 364 /K cian 359 /K Embeng Kaliasin masing-masing seluas + 15.530 M2
dan 1.427 M2 atas nama PT. Aneka Usaha Perkebunan ( Persero ) kepada PT.
InterSurabaya Intiland geluas 15.530 M2 terletak di Jalan Embong sawo No. 1
Kelurahan Embong Kaliasin, 'Kecam‘atan Genteng , Kodya Surabaya dapat

disetujui dengan syarat dan leetentuan sebagai berikmt : o

a. Tanahnya tidak dalam keadaan sengketa dan fidak dijadikan agunan kepada

plhak lainge- ot ool o Cme e e

b. Penerima hak tidak diperkenankan mengosongkan tanah tersebut, yang
sekarang berupa lapangan Tennis, kecuali dengan kesepakatan para pihak
yahg menggunzkan tanah tersebul dan sesuai dengan rencana kota (RUTR
/ RUTRW ) dan pemyataan Presiden Direktur PT. InterSurabaya Intiland

+ tanggal 22" Juni 1993 yang dibuat dimuka Notaris Imam Sudjono Hermanto,
SH ( akta notaris NO. 5 ) joeememoocaeeeee

¢. Pemindahan hak harus dilzkukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah,
svenat dengan ketentuan yang berlaky ;-—emmeeees S e

T vl

Ak sakih sty syarat sebagaiamana tersebut pada huruf

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH Ul, 2012



2, b, ¢, ijin pemindahan halc ini batal ; «-eooee oo

Menimbang, bahWa berdasarkan bukti-P.6 ( Keputusan Kepala Badah
Pertanahan  Nasional tertanggal 10 Desember 1988 ) bila  akan
dialihkan/dipindahkan haknya kepada pihak lain harus dimintakan 1jin dahulu
kepada Kepala Badap Pertanahan Nasional dan tidak dipenuhi syarat tersebut

batal dengan sendirinya ; e e ‘

MenimBang, bahwa dari bukti-T.17 ternyata nama Ir. Soedarto tidak
dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab atas: pelepasan hak kepada

Penggugat-Terbanding § oo oo 4 L

- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan —pertimbangan tersebut
diatas oleh karena éset lapaxlgall tennis dengan seluruh bangunannya yang telah
dikuasai oleh"Tergugaf-Pexhbandingsejak tahun 1897 dan dari nama SCLTC
menjadi PORES dimana N.V. Soerabaiasch Fportterrein yang bergerak di
bidang olahraga dimana asetnya lapangan tennis Embong Rawo, dimana dengan
adanya Penetapan Presiden No. § tahun 1964 karena bergerak dalam bidang
olahraga, maka menurut Pen}gadilan Tinggi tidak termasuk Perusahaan Milik
Inggris di Indonesia yang p-exlguasaamnenjadi ‘dibawah I Departemen
Perindustrian Rakyat, II. Departemen Perindustrian Dasar Pertambangan, II1.
Departemen Perdagangan, IV. Departemen Urusan Pendapatan, Pembangunan
dan Pengawasan, V. Departemen Petkebunan ( bukti T.12 ) sehingga PT.
Ancka Usaha Perkebunan tidak berwenang mengelola don  kemudian

menjualnya kepada Penggugat-Terbanding ;- -+ oo

Menimbang, bahwa PT. Anela Usaha Perkebunan Yang menjual aset
N.V. Soerabaiahsch Sportten‘gin adialcah berwenang menjual atau sah kah
didalam menjual/mengalibkan hak kepada Penggugat-Terbanding, apakah
penjvalannya sudah memenuhi bukfi T.6 ( Keputusan Kepala Badan
.Peﬁ.amh,an Nasional No. 12/HGR/BPN/S2 tertanggal 10 Desember 1988 )

SArens i s-pengual vaitu PT. Aneka Usaha Perkebupan harus digugat, padahal
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Menimbang, bahwa apakah dalam menjual tidak bertentangan
dengan surat Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Masional
tertanggal 6 Oktober 1995 No. 550.2-2873 yang ditujukan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur ( bukti-T.3 ), maka
PT. Aneka Usaha Perkebunan harug digugat mengingat PT. Aneka Usaha "
Perkebunan diberi syarat ddliim bukti .
a. Tanah tidak dalam Sfengketa atau jadi agunan | coe-ceeeeeeeeo
b. Lapangan Tennis tidak boleh dikosong_kan, kecuali ada kesepakatan yang

menggunakan tanah tersebut dan tidak bertentangan dengan rencana kota ;-
c.. Pemiﬁfﬂhan [ TR Y R S b
d. Tidak dipenuhi syarat tersebut pemindahan tersebut batal ;| ~-—mmeemceee
maka atas dasar pértimﬁangan-pertimbangan tersebut karena PT. Aneka
Usaha Perlcebunan tidak digugat, maka gugatan seperti dipertimbanglkan

diatas oleh Pengaclilan Tinggi tidak dapat diterima ; ——coce

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Terbanding tidak
dapat diterima, maka put;usax'l Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Oktober
2001 Nomor : 309/Pdt.G/2001/PN.Sby  tidak dapat dipertahankan lagi dan

harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili senditi ; oo ______
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Terbandingtidak
dapat diterima, maka Penggugat.-terbanding dihukum untul membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan seperti tersebut dibawah 0l et
Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

v

- Menerima  permohonan banding dari Kuasa Tergugat -- Pembanding

PRESOOUL Qiatas | oo

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Oktober 2001

Nomor : 309/Pdt.G/2001/PN. Sby yang dimintalan banding tersebut -
DENGAN MENGADILI SENDIRT

- Menyatakan gugatan P’engg‘ugat —Terbanding tidak dapat diterima; -------

hak..., Patrick Audhie, FH Ul, 2012
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- Menghukum Penggugat-terbanding untuk membayar biaya perkara dalam
E kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding  sebesar

Rp. 130.000,- ( Seratus tiga puluh ribu rupiah ). —-—-emmrmseommcmeenemaenes

Demikian l'diputus dalam sidang musyawarah majelis pada han
JUM’AT tanggal 23‘ AGUSTUS 2002 oleh kami EH. SARIJANTO, SH,
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sugabaya selaku Hakim Ketua Majelis,
H. RAMELAN, SH dan HINDRATI SUHANDARU, SH para Hakim

Anggota, yang .dimniuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

berdasarkan Surat Penelapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20
Juni 2002 Nomor 367/Pdt. Pen/2002/PT.8by dan putusan tersebut dn_xcapkan
dalam sidang terbuka untul umum pada hari ifv juga oleh Ketua Majelis
terse!mt dengan dihadiri oleh Hakim — Hakim Anggota serta  SUPARMAN,
S, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh
‘para pihﬁk‘yaug»berperkara.

HAKIM ANG(JOTA KETUA MAJELIS,
w * é n .,‘ FAT -
v 777 [ i i i o) ', Q:-w
P Sk miau A
| H RAMELAN_ SI H. RARIJANTO, SH
q &w Wy ' PANITERA PENGGANTI,
2. HINGRATI SUHANDARU §H. (> %7 {

SUPARMAN, SH

Perincian biaya banding :
1. Redaksi Putusan  Rp.  3.000,-

2. Materai Rp. - 6.000,-

3. Adminiztrasi Rp. 45.000-
4. Pemberkasan Rp 46.000,-
Jumlah  Bp. 130.000,-
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PENGGUGAT" :

~I PUTUSAN

UNTUK DIPERHATIKAN

Turunan/ Fotocopy putusan ini terdiri dari ................ c?"' ........................ halaman.
Dibuat ditanda tangani oleh Panitera - Pengganti yang bersangkutan, dan
_tiap perubahan/tambahan harus diparaf olehnya.
" Tiap dikeluarkan Turunan / Foto Copy putusan ini atas permohonan yang
berkepentingan harus ditanda tangani oleh Panitera Kepala dan dicantumkan
besarnya leges Turunan putusan. '
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PUTUSAN.

Nomor : 1819 K/Pdt/2003

-.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
‘ : MAHKAMAH AGUNG
" memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasa
- telah mengambil putusan sebagai berikut dal
.-Perkara )
.PT.INTERSURABAYA INTILAND, beralam
di: Jalan Songoyudan No.107 Surabay<
‘ dalam hal ini- diwakili kuasan;
TRIMOELJA D. SOERJ&DI, SH, Dkk, paz
Advokat Dberkantor ‘di Jalan Embo
‘Sawo ' No. 16 Surabaya, berdasarks
surat kuasa khusus tanggal 18 Oktc
‘ber’ 2000, Pemohon Kasasi dahul
Penggugat/Terbanding ;
melawan
PERKUMPULAN OLAH RAGA EMBONG SAW
(PORES), beralamat di Jalan Ewbon
Sawo No. 1 Surabaya, Termohon Kasasg
‘ dahulu Térgugat/Pembanding :
‘Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa  dari surat-surat tersebut
ﬁernyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagat
‘?enggugat asli telah menggugat sekarang Termohon
&asasi' sebagai Tergugat asli dimuka persidangan
Péngadilan Negeri Surabaya

dalil-dalil

bahwa berdasarkan akta |

antara PT. Aneka Usaha Perkebunafh d 4% 1F
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asli No. 33 tanggal 11 April 1989 = dibuat dihadapa
Abdurrazaq  Ashiblie, S.H;, Notaris di Surabaya,
Penggugat asli adalah pemilik tanah dan bangunai
:;ang setempét dikenél sebagai persil Jalan Fmborg
Sawo No. 1, Surabaya (P-1) ;
bahwa ikatan jual beli No. 33 tanggal 1-
April 1989 tersebut kemudian ditindak lqﬁjut:
dengan perjanjian jual beli seperti tertuang dalan
|akta jual beli No. 395/VIII/1996 dan No. 396/VIII,
1996 keduanya tertanggal 24 Agustus 1996, dibuat
dihadapan Notaris/PPAT yang sama yaitu Abdurrazac
Ashiblie, SH. (P-2, P-3) ;
‘bahwa Penggugat asli memang pemilik sah per-
sil yang bersangkutan, dapat dilihat dari Serti -
fikat Hak Guna Bangunan No.364/ K, Kelurahan Embong
‘Kaliasin dan No.359/ K juga Kelurahan Embong Kali
asin yang dua-duanya tertﬁlis atas nama PT. INTER-
SURABAYA INTILAND  (Pengggat asli). J(bukti P-4 dan
P;—5) z
% bahwa opergil ' tersebut digunakan Térgugat
fasli‘sebagai sarana = olahraga teﬁnis dan squash
berikut. fasilitas penunjangnya ;
bahwa Tergugat asli telah menguasai dan
menempati persil sengketa tanpa alas hak yang sah ;
bahwa semula Tergugat asli wmenempati dan
mengelola persil tersebut dengan membayar sewa
kepada pemiliknya yang lama, tetapi sudah sejak
puluhan tahun Tergugat asli tidak pernah membayar

sewa lagi, bahkan sejak kepada pemilikriya terdahulu




bahwa dengan demikian Tergugat asli telah
'éécaral melawan ‘hﬁkum menempati dan wenggunakan
pérsil sengketa ; -

bahﬁa padahal Tergugat asli juga menyewakan

persil tersebut (lapangan tennis) tersebut baik

'kepada Ssemua anggota perkumpulan Tergugat asli

maupun ‘kepada masyarakat umum dengan harga sewa
Rp. 15.000,- (lima belas ribu‘rupiah) per jam per
lapangan/ber.baan :

bahwa Penggugat asli . telah wmenegur untuk
Segera mengosongkan dan menyerahkan persil tersebut
kepada Penggugat asli, tetapi tidak diindahkén ;

bahwa Penggugat asli telah menderita keru-
gian karena tidak bisa mengelola dan mangusahakan
sendiri tanah tersebut, dan selama ini juga tidak
pernah mendapatkan penghagilan apapun dar1 Tergugat
asli ;

bahwa kerugian yang telah dialami Penggugat
asli karena perbuatan melawan hukum Tergugat asli
sejak  tanggal 11 April 1989 sampai dengan akhir
tahun 2000 adalah sebesar Rp. 12.461.326.027, 50
(dﬁa belag milyar'empat ratus enam puluh satu juta
tigé ratus dua puluh  enam ribu dua puluh tujuh
rupiah lima puluh sen) yaitu 'yang besarnya dapat
disamakan dengan uang sewa yang semestinya layak
didapat Penggugat agli tetapi tidak dldapat karena
Tergugat asli tidak membayar uang sewa, dan yang
perhitungannya seperti dalam. butir Ng. 14 dalanm

gugatan ;




dtetapi tidak.bisa didapat karena perbuatan melawa
hukum Tergugat asli tersebut terhitung mulai tahu
2001 s/d Saatnya nanti persil milik Penggugat asl
giserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggu
éat asli, adalah sebesar. Rp. 1.530.000.000, - (sat
‘milyar 1lima ratus tiga puluh juta rupiah) setiaj
tahunnya ;

.bahwa adapun besarnya ganti rugi sejak tahu:
1989 sampa1 dengan ‘akhir tahun 2000 adalah sebagai-

mana telah dluralkan dalam gugatan.

'iKepemlllkan Penggugat asli ‘dimulai sejak 11 April

1989 maka besarnya ganti rugi yang harus dibayar

- oleh ' Tergugat asli kepada Penggugat asli untuk

téhun 1989 adalah
Rp. 306.000.000, - - o1 X Rp.306.000,000) =

_—

365

Rp; 221.326.027,50,- 5
‘ bahwa selain itu Tergugat agli juga harus
membayar ganti rugi kepada nPenggugat asli uang
Sebesar Rp. 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus
tiga puluh juta rupiah) per tahun, terhitung mulai
tahun 2001, sampai Saatnya' mnanti Tergugat asli
mengosongkan dan menyerahkan persil milik Penggugat
asll Lersebut kepada Penggugat asgli :
bahwa gugatan ini = didasarkan -atas surat-

surat bukti sebagalmana dimaksud pasal 180 HIR dan

karenanya putusan dalam perkara ini dapat dinyata-

Kan biga dilaksanakan lebih dahuluy (serta/merta) ;

Maka berdasarkan hal-hal

terurai dlat.. Penggugat:
asli mohon agar Majelig ‘
Putusan sebagai berikut
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I, Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat -

IT. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah per-
8il yang bersangkutan terletak di Jln. Embong
Sawo No. 1, satu dan lain sebagaimana ter -
cantum dalam SHGB No. 364/ K Kelurahan Embong
Kaliasin dan No.359/ K Kelurahan Embong Kali-
asin (bukti P-4 dan P-5) ;

T LIns Menyatakan pérbuatan‘:fergugat yang kersang-
kuﬁan sebagai perbuatan melawan hukum ;
thV. Menghukum : Tergugat dan giapapun juga yang
mendapat - hak déri -Tergugat untuk segera
‘mengosongkan - dan ményérahkan persil Jalan
Embong Sawo No.l, Surabaya, yang bersangkutan
kepada Penggugat ; |
V. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada
Penggugat sebesar Rp 12.461.326.027,50,- (dua
belas milyar empat ratus enam puluh satu juta
tiga ratus. dua puiuh enam ribu dua puluh
tujuh rupiah.lima _puluh sen) diﬁambah bunga
menurut Undang-Undang sebesar 24% setahun
(atas dasar bunga sebesér 2% per bulan) ter-

hitung sejak-gugatan ini didaftarkan sampai

denganvpada saatnya persil. sudah dikosongkan
dan diserahkan dalam  keadaan kosong kepada
'Penggugat, sampai seluruh jumlah dibayar
lunas ; H -

VI. Menghukum Tergugat'membayar ganti rugi kepada
Penggugat uang sejumlah Rp. 1.530.000.0006,~

(satu wmilyar 1lima ratus - tiga

rupiah) setiap tahun, terhitur

s

o,
el

2001, sampai saatnya persil
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diserahkan dalam keadan.kOsong kepada Peng -
'gugat, sampai seluruh jumlah dibayar iunas i

VII. Menyatakan pﬁtusan dalam perkara ini’ dapat
serta merta dilaksanakan -;

ViiI. Menghukum Tergugat membayar uang’pakéa kepada
Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah) sehari untuk setiap hari Ter -

j ‘gugat tetap alpa mengbsongkan dan menyerahkan
dalam keadaan kosong persil Jalan Embong Sawo
No. 1, Surabayé, tersebut diatas kepada Peng-
gugat dalam tempb 8 (delapan) hari terhitung
-sejak Tergugat wenerima tegoran untuk itu
dari Pengadilan ;

IX. Menghukum Tergugat memikul biaya perkara ini:

osidair : mohon putusan. ex aequo et bono ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan

Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu

putusannya ' tanggal 2 Oktober 2001 No. 097 PDT .G/

20Q1/PN.SBY. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

2;.Menyaﬁakan Tergugat melakukan perbuatan melawan

hukum ;

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah bersil

yang terletak di Jalan ‘Embong Sawo No. 1 Sura-
baya, sebagaimana tersebuﬁ dalam Sertifikét Hak

“Guna Bangunan No. 364/ K dan Hak Guna Bangunan

No. 359/ K, masing - masing di Kelurahan Embong

Kaliasin Surabaya ;

’




Embong Sawo No. 1 Surabaya dalam keadaan kosong

dén baik kepada Penggugat ;;

~Menghukum Tergugat agar membayar ganti rugi

(untuk kerugian dari tahun 1989 hingga tahun

+2000) sebesar Rp. 6.230.663.013,75 (enam milyar

dﬁa ratus tiga. puluh juta enam ratus enam puluh
tiga ribu Eiga belas  rupiah . tujuh puiuh lima
sen) dengan bunga - sebesar - 12% per tahun, sejak
perkara dldaftarkan -di ‘Pengadilan Negeri Sura~
baya hingga diserahkan kepada Penggugat daldm
keadaan kosong ;

Menghukum Tergugatf membayar ganti rugi kepada

Penggugat sejumlah Rp 765:000.000,- (tujuh ratus

‘énam . puluh lima  juta rupiab) setiap tahun,

terhitung mulai tahun 2001 hingga persil Embong

.Sawo No. 1 Surabaya, tersebut ~diserahkan dalam

keadaan  kosong dan baik kepada - Penggugat Sampai
seluruh jumlah dibayar lunas i

Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat
dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun
ada banding, kasasi maupun perlawanan p '
Menghukum Tergugat - Wembayar. uang paksa sebesar
Rp. 10.000.000, - fEepuluh, . Juta rupiah) untuk
setiap hari. keterlambatan menyerahkan - dalam
Keadaan kosong, 8 hari sejak Tergugat menerima
tegoran dari Pengadllan Neger1 sampai diserahkan
kepada Penggugat ;

Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara

yang timbul Sebesar Rp.:197.000, (seratus

sembilan puluh Lujuh ribu ruplah%ﬁg?
ko
A Y
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putusan mana dalam> tingkat banding atas permohpnan
»Te;gugat telah dibatalkan oléh Pengadilan Tinggi

Su;abaya'dengan putusannya - tanggal 23 Agustus 2002

No.326/PDT/2002/PT.SBY. yang amarnya berbunyi seba-

gai berikut : | _

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat -
ﬁembanding tersebut diatas ;

= Membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Surabaya
‘Eanggal 2 Oktober 2001 Nomor : 309/Pdt.G/2001/PN.
Sby. yang dimintakan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat - Terbanding tidak
dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat -Terbanding untuk membayar
biaya perkara dalaﬁ kqdua tingkat peradilan,
yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 130.000, -
(seratus tiga puluh ribu rupiah) - ; j

bahwa ‘sesudah putusan terakhir ini Sgiberi -

tahukan kepada Penggugat /Terbanding pada tanggal 23

Desember 2002 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/

Terbanding dengan perantafaan kuasanya khusus,

be;dasarkan surat ' kuasa khusus'tanggal 18 Oktober

2066 diajukan permohonan kasasi‘ secara lisan pada

tanggal E/\EEEEQLi ~~~~~~ gggém sebagaimana ternydta dari

akte permohonan kasasgi No. 309/Pdt.G/2001/PN,Sura-
baya. No. 326/pdt/2002/PT;sby. yang dibuat oleh

Panitera Penéadilan ‘Negeri Surabaya, permohonan

mana kemudian disusul dengan memori kaéasi yang

memgat alasan-alasan yang diterima di Kepaditeraan

Pengadilan Negeri tersebut pada tan

2003 ;
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- bahwa setelah itu “oleh Tergugat/Pembandlng

yang pada tanggal 3 PebruagiMZOOB telah dlberltahu—
kan tentang memor1 kasa51 dari Penggugat/Terbandlng
‘ 7dlaJukan Jawaban_memorl. kasasi Yang diterima di
3Képaniteraan‘ Pengadilan Negeri Surabaya pada tang-

(anaian S TR R VL

[“gql&iz‘P bruari 2003 ;

S

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo
“.beserta alasan-alasannya--yang Lelah diberitahukan
"kepada Pihak lawan dengan vsaksama diajukan dalam

ténggang‘waktu dan dengan. cara Yang ditentukan

,dalam Undaﬁg—Undang, maka oleh karena itu permoho-

nan kKasasi tersebut formil dapat diterima i

Menlmbang,-bahwa Keberatan - keberatan yang
diajukan oleh remohon Kasasi dalam memori kasa 1nya
tersebut pada pPokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah salah
menerapkan atay melanggar Berita Acara No. 51
tanggal 12 April 1955 (bukti T-10), yaitu telah
salah membacy atau salah mengartikan Berita
Acara tersebut . Dengan kata. lain Putusan a quo
télah khilaf

Bahwa tidak benar berdasarkan. Berita Acara, No.51

tanggal 12 April 1955 (bukti T-10) kepemilikan
Saham NV, Soerabaiasch Sportterrein telab berubah
kepada mag Syarakat berseorangan atay individu dan
vtelah dlumumkdn dalam iklan "De Vrije Persg dan
di ”Nleuw Soerabalasch Handlesblad" tanggal 29
_Maret 1955
Bahwa dalan Rapat Umunm Pemegang Sa 1’ tanggal

12 .Aprii 1955 yang notulennya

Beritg Acara No.

xmbenﬁehanhak_”



maupUn képutusannya sama sekali tidak mengena.di
‘berubahnya peﬁilikan saham menjadi' milik ma-
syarakat, perseorangan atau individu ;

bahwa berdasarkan daftar hadir, yang menghadap
notaris . Goesti Djohan sebagaimana Eercantum
‘;’dalam Berita Acara No. 51 tanggal 12 April 1955
‘ adalah :

Marie Johannes Jacobus;Campioni,‘agen Maclaine
‘Watson & Co. NV, sebagai Direktur dari NV. ter-
sebut, bahkaﬁ dalam Berita Acara_ No. 51 (bukti
- T-10) dengan jelas disebutkan-bahWa yang nlemang-
.lgil rapét adaiah Marie Johannes Jacobus Campioni
selaku Direktur Maclaine Watson & Co ;
‘bahwa para pemegang saham-lainnya seperti Barend
-de Kok, Frank ‘Guypers .dan Salomon Ferdinand
'Mitiluhubessy adalah juga  orang-orangvMaclaine
‘WWatsoﬁ & Co. NV, yakni sebagai pengganti agen
pemegang kuasa (procuratie honder) dan pemegang
saham Maclaine Watson & Co.. NV. ;

bahwa putusan a quo telah - khilaf sewaktu mem -
bertimbangkan bahwa seluruh saham telah wenjadi
§aham milik = orang pberseorangan atau individu
'berdasarkan Berita Acara No. 51 tanggal 12 April
1955 (bukti T-10) ;

dengan demikian berdasarkan Berita Acara No. 51
‘tanggal 12 April 1955, jelas bahwa Maclaine
Watson & Co. NV. merupakan pemegang saham instci-
tusi, jadi bukan perorangan atau individu dalam

NV, Ss ;




e 11 s

1868 BW dan Anggaran' Dasar . SCLTC (bukti T-2b)
éewaktu pada halaman 5-6. telah mempertimbangkan
bahwa tanah sengketa yang‘telah menjadi "harta
pérseroan" setelah ‘berdirinya Soerabaja Cricket

and Lawn Tennis Club (SCLTC) pada tahun 1897 dan

~ tahun 1960 berubah nama menjadi Perkumpulan Olah

‘Raga Embong Sawo atau PORES ; ]

Bahwa dalam Anggaran Dasar SCLTC sebagaimana
dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal
12 ° September 1952 No. 74 Lembaran No. 69/1952
(bukti T-2b) pada pasal 20 tentang Wijziging
Statuten . (Perubahan Anggaran - Dasar) dikatakan
bahwa perubahan Anggaran Dasar hanya bisa di -
lakukan dengan keputusan rapat anggota, untuk
keputusan mana diperlukan maybritas suara se -
kﬁrang—kurangnya dua pertiga suara gah vyang
dikeluarkan, dengan catatan asalkan mendapatkan
péngesahan dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa Anggaran Dasar Termochon Kagasi (PORES)
Sebagaimana tercantum dalam akta notaris Sindhu—
nata No. 7.tanggal 1 Oktober 1985 (bukti T-3C)
dibagian prewisya hanya "meriwayatkan" bahwa
SCLTC sejak tahun 1960 = berubah nama wmenjadi
PQRES, tetapi tidak dijelaskan bagaimana peruba-

han tahun 1960 itu terhjadi dan apakah perubahan

nama dari SCLTC menjadi PORES sudah sah sebagai-

mana diisyaratkan menurut bunyi pasal 20 Ang -

garan Dasar SCLTC (bukti T-2b) ;

’

Perolehan hak..., Patrick Audhie, F
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putusan a qub telah salah menerapkan atau telat
melanggar hukum, khusunya telah salah menerapkar
atau telah melanggar pasal 1866, 1867 dan 186¢

BW serta telah salah wenerapkan atau -telal

 melanggér Anggaran Dasar ‘SCLTC (bukti T-2b) - ;

Bahwa putusan a quo telah séiah menerépkan atau
melanggar Penetapan Pregiden No. 6 tahun 1964,
karena telah -mempertimbangkan bahwa tanah yang
disengketakan tersebut -adalah aset atau harta
NV. Soerabaiasch Sportterrein,; karena ¢tk ter-
masuk délam lampirdn Pénetapan'Presiden‘RI No. 6
tahun. 1964 tentang Penguasaan -dan Pengurusan
Perusahaan - perusahaan 'milik'Inggfis (bukti T-
12}

Bahwa ‘dalam ilampiran péda Penetapan Presiden
No. 6 tahun 1964 (bukti T-12) pada angka I T T,
Depértémen Perdagangan" dengan jelas dicantum-
kan : »

1. Kantor Pusat Maclaine Watson - Jakarta ;

N

Kantor Pusat cabang Maciaine Watscn-Semarang;
3. Kantor cabang Maclaine ‘Watson-Surabaya;

4. Kantor cabang Maclaine Watson-Makassar ;

5. Kantor cabang Maclaine Watson-Banjarmasin ;
bahwa di Surabaya Maclaine Watson juga ‘dikenal
dengan nama "Fraser, Eaton & Co", lihat pasal 1
(2) Anggaran Dasar NV. Maclaine Watgson & Co NV.

(bukti T-11) ;

r

~bahwa pemegang saham NV, 55 adalah Maclaine Wat-

son & Co NV.-dan orang-orang-Ihggris atau orang-

orang yang mewakili Maclaine . & Co. NV.
Sl
o, )

perusahaan Inggris ; '



:Jbahwa penguasaan dan pemberian hak atas tanal
f.$engketa kepada PT.Aneka Usaha Perkebunan selair
‘berdasarkan Penpres No. 6 tahun 1964 Jjuga di-
dasarkan atas (1) SK.Menteri Perdagangan tanggal
1 Maret 1965. No. 58/M/SK/64 ; (2). SK. Bersama
Menteri Perdagangan dan Menteri Perkebunan tang-

gal 19 Maret 1965 No. 77 a/M/SKB/65

No. 33/MEN.PERK/65

dan .SK Menteri EKUIN tanggal 14 Agustus 1968 No.

KEP/43/MEN KKUIN/68 jo PP No.16 tahun 1981 (vide

bukti T-6) ;

dengan demikian penguasaan dan pemberian hak

atas tanah-tanah sengketa kepada PT. Aneka Usaha

Perkebunan adalah  sah  karena gsampai sekaraing

tidak ada pﬁtusan Pengadilan yang menyatakan

batal atau tidak  sah penguasaan dan pemberian

‘hak tersebut kepada PT. Aneka Usaha Perkebunan

berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1964

dan Surqt—surat Keputusan tersebut diatas”;

Bahwa putusan a quo telah salah menerapkan atau

melanggar pasal 5 Keputusah Presiden No.32 tahun

1979 ;

- bahwa Pengédilan Tinggi telah keliru menerap-
kan hukum ketika meﬁpertimbangkan bahwa ber -
dasarkan pasal 5 Keputusan Presiden No. 32
tahun 1979 vyang berhak untuk membeli obyek
sengketa adalah Termohon Kasasi bukan Pemohon

Kasasi ;

- bahwa obyek sengketa bukan dan tidék pernah




'asekarang tetap digunakan- sebagai tempat olah
»raga cenis, bukan perkampungan. Obyek sengketa
wtidak pernah diduduki rakyat, tetapi semula
ditempati SCLTC dan  kemudian secara melawan
hukumbditempati Terﬁohon Kasasi (PORES) .;

dengan demikian pasal - 5 - Keputusan Presiden

No. 32 tahun 1979 i.c. tidak dapat diterapkan

dalam perkara ini ;

5.lBahwa putusan a quo telah sélah menerapkan atau
-melanggar hukum, yakni telah melanggar asés atau
ajaran tentang rechtsVefwerking atau kehilangan
chak ;-

.Bahwa Termohon Kasasi tidak pernah menempul
:upaya hukum dengan mengajukan gugatan bailk -di
_peradilan umum maupun atau apalagi di peradilan
Tata Usaha»Negara untuk menuntut pembatalan atau
pernyataan tidak sah dari Pengadilan terhadap
bukti-bukti P—7; P-8, T-6, putusan “Tata Usaha
‘Negara berupa Surat Menteri Agraria/BEN tanggal
6. Oktober 1995, dan akta-akta. jual beli PPAT
ufyang bersangkutan tanggal 24 Agustus 1996 serta
terhadap sertifikat-sertifikat HGB yang bersang-

‘kutan‘(bukti P-4 dan P-5) yang pada tanggal 28

Agustus 1996 ‘telah dibalik nama wmenjadi atas

nama Pemohon Kasasi

’

Bahwa = oleh karena itu Termohon Kasasivtelah

kehilangan haknya (rechtsverwerking) untuk meng-

gugat keabsahan surat - surat bukti tersebut,

khususnya telah kehilangan haknya untu .menggu-

gat di peradil




yang isinya memberi izin untuk HGB No.364/ K .
No.359/ K dibalik nama dari atas nama PT. Ane
Usaha Perkebunan menjadi atas nama Pemol
Kasasi dan  yang atas izin mana sertifike
sertifikat tersebut kemudian pada tanggal
Agustus 1996 telah. dibalik nama menjadi at

.

nama Pemohon Kasasi (bukti P-4 dan p-5) .
e Bahwa putusan a quo:telahysalah menerapkan at
telah. melanggar UU No. 5 tahun 1986 tenta
Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah mnera
pas kewenangan eksklusif (usurpation) Badan pe
adilan lain, dalam hal ini Peradilan Tata Usal
Negara, sebagaimana tersebut dalam pertimbang:
hukum Jgudex' Factie Pengadilan Tinggi Surabay
‘halaman 7, g, 9 ;
7. Bahwa putusan a quo pada halaman 8-9 telah men
bersoalkan kewenangan PT. Aneka Usaha Perkebuna
menjual obyek sengketa kepada Pemohon Kasas
dengan dua alasan :

1. apakah penjualnya sudah wmenienuhi bukti T-
(Keputusan Kepala BPN No.lZ/HGB/BPN/BS, tang-
gal: 10 Degember 1988, padahal si penanggur
jawab PT. Aneka Usaha Perkebunan Ir. Soedartc
yang wenjual, identitasnya tidak jelas (bukti
T-17)
apakah penjualannya tidak bertentangan_dengan
Surat Menteri Agraria / Kepala BEN tanggal 6

Oktober 1905 No. 550.2-2873 ;

bahwa sampai saat - ini = tidak pernah a

yang menuntut dlbatalkannya

364/ K dan No. K
Perolehan hak..., Patrick Aud ie,

/)
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;Glbukti P-4 dan P-5) yang menjadi dasar b
Pewohon Kasasi mau membeli persil sengketa de
PT. Aneka Usaha Perkebunan atas nama siapa se

tifikat-sertifikat yang beréangkutan tertulis
bahwa oleh karena  itu selama tidak ada putus
pengadilan yang menyatakan sertifikat-sertifik
yang bersangkutan batal atau tidak sah, serti
fikat-sertifikat tersebut harus dianggap sa
sehingga harus dianggap sah transaksi tan
sengketa yang = bukti haknya berupa sertifika
sertifikat yang beréangkutan ;

Bahwa putusan - a quo telah keliru dan khilat

karen; telah mempertimbangkan bahwa dafi bukt

T-17 ternyata nama Ir. Soedarto tidak dikena

sebagai orang yang bertanggung jawab atas pele

pasan hak kepada Penggugat-Terbanding (halaman-
baris 7-8-9 dari atas putusan a quo) atau tidal
jelas'identitasnya (halaman 8 kalimat terakhii

Putusan a qguo) ;

- bahWa bukti T-17 berupa tulisan tangan dari
Ketua RT 009/01 Kel. Ps. Minggu, yang mene -
rangkan bahwa Ir. Soedarto tidak dikenal seba-
gai penduduk disitu merupakan keterangan pihak
ketiga diluar sidang, dan karenanya harus
dikesampingkan ;

- bahwa Ir. Soedarto orangnya ada ‘dan dikenal

dapat dibuktikan dari Kartu Keluarga vyang

bersangkutan yang menunjukkan bahwa ia memang

benar pernah bertempat tinggal di Gg.

RT.04 RW.01 Kelurahan Pasar

Pasar Minggu, Jakarta Selatdn)



9. Bahwé putusan a quo telah salah menerapkén at
melanggar hukum ketika pada . halaman 8-9 me
pertimbangkan bahwa gugatan tidak dapat diteri
karena PT. Aneka Usaha Perkebunan tidak ik
digugat
- bahwa syarat-syarat‘yang tercantum dalam buk

T-3; Seharusnya Termohon Kasasi yang menggug:
PT. - Aneka Usaha Perkebunan, bukan  Pemohe
Kasasi, sebab Pemohon Kasasi tidak mempunye
sengketa atau persoalan dengan PT. Aneka Usat
Perkebunan |

- bahwa dalam pada itu merupakan kewenanga
penuh Pemohon Kasasi gelaku Penggugat untu
menentukan siapa saja yang akan digugat, apa
lagi i.c. tidak ada relevansinya pT. Anek:
Usaha Perkebunan ikut digugat :

- bahwa Selain ity pertimbangan putusan a quc
kabur karena tidak jelas dari "sekian banyak
syarat dalam bukti, T-3, syarat mana Yang tidak
dipenuﬁi Pemohon Kasasi, apakah syarat a, b, ¢
atau d yang disebutkan'pada halaman 9 Putusan
a quo ;. |

- bahwa mengenai lapangan tenisg tidak boleh
dikosongkan dapat dikemukakan bahwa hal ity
tldak berlaku terhadap Termohon Kasasi, karena
selain - Termohon Kasasi telah Puluhan tahun
tidak ' pernah bayar sewa kepada pemiliknya
yang lama (pT. Aneka'Usaha Perkebunan) .antara

Pemohon Kasagi dengan Termohon Kasa51 sendlrl

tidak pernah ada hubungan sqy

Sikap Termohon ¥asasi

jPeroIehan hak..., Patrick Audhie, FH Ul




»keabsahan Pemchon Kasasi sebagai pemilik obyek
sengketa berdaéérkan buktifbukti Yang bersang-
kutan, antara lain bukti—bukti‘surat pP-1, P-2,
P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8 ;
bahwa i.c. tidak ada satupun akta-akta atau
bukti-bukti surat yang diajukan  Pemohon Kasasi
dinyatakan batal atau tidak-sah oleh Pengadi-
lan, demikian - pula tidak ada satupun surat-
surat bukti yang diterbitkan, telah dibatalkan
atau dicabut kembali oleh instansi yang mener-
bitkannya ;
bahwa oleh karena itu putusan a quo telah
salahﬂmenerapkan atéu melanggar hukum dengan
‘mempertimbangkan bahwa PT. Aneka Usaha Per -
kebunan harus ikut digugat ;
bahwa ditingkat banding Termohon Kasasi telah
menyerahkan -langsung ke Pengadilan Tinggi
Surabaya beberapa surat bukti baru atau tamba-
han yang setelah dicek Pemohon Kasasi, ternya-
ta bukti-bukti tersebut tidak ikut dikifimkan
ke Pengadilan Negeri Surabaya oleh Pengadilan
Tinggi sewaktu mengirim kembali berkas perkara
ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga dapat
dipastikan bukti-bukti baru atau tambahan ter-
sebut tidak akan terdapat dalam berkas perkara
vang akan dikirim ke Mahkamah Agung’ ;
bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon
agar Mahkamah Agung sebelum memeriksa dan
memutus perkara ini terlebih dahulu meminta
kepada Pengadilan Tinggi Surﬁ@@%l untuk mwme -

diajukan




T. Aneka Usaha Perkebunan) tidak ikut

lah tidak tepat, karena sesual Yuris-

Peﬁggugat berhadk menentukan pihak-
kan digugat (Tergugat) sesuai dengan
n!kepentingan hukumnya. ;

mbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
atas, menurut pendapat -Mahkamah Agung
ukup alasan untuk mengabulkan permohonan
gﬁi‘ajukap oleh  : PT.INTERSURABAYA INTI-
membatalkan putusan Peﬁgadilan'Tinggi
nggal 23 Agustus 2002,:Nomor : 326/PDT/
“serta Mahkamah: Agung akan wmengadili
Kéra térsebut dengan amar seperti yang
butkan dibawah nanti ;.

mbang, bahwa oleh karena permohonan

ulkan, dan Termohon kasasi adalah pihak

maka dihukum‘hqun

I

;?FmbaYar -biaya

/

- ')‘9

fe




' emperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang
ihun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985
ana - dirubah  dan ditambah dengan Undang-
0.5 tahun 2004 ;

MENGADTITTLTI:

ngabulkan - permohonan kasasi dari Pemohon
T. INTERSURABAYA INTILAND, yang diwakili
TRIMOELJA D. SOERJADI, SH. Dkk. tersebut ;
mbatalkan putusan fengadilan‘Tinggi Sura-

gal 23 Agustus 2002 Nomor : 326/PDT/2002/

MENGADILI SENDIRI :
lkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

kan Tergugat melakukan perbuatan melawan

an Penggugat adalah pemilik sah persil
letak,di;Jalan Embong Sawo No. 1 Sura-
sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak
gunan No. 364/ K dan Hak Guna Bangunan
QK, masing - masing di Kelurahan'Embong

Surabaya ;

iga ‘puluh juta enam ratus

iga belas rupiah




ngga diserahkan kepada Penggugat da:

an'kosong ;

puluh  lima juta  rupiah) setiap tahu
ung mulai tahun 2001 hingga persil Embc
04No. 1 Surabaya, tersebut diserahkan dal

Penggugat samp

000, - (sepuluh Futa rupiah) unty

keterlambatan menyerahkan dale

n kosong, 8 hari sejak Tergugat menerin

ahkamah Agung pPada hari : SENIN TANGGAL

Hakim Agung yang

Ketua Mahkamah Agung sebagai . Ketua

-Soedarno, SH. dan Timur p. Manurung, SH.

akim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam

tersebut dengan dihadiri = oleh

SH, dan Timur p. Manurung, $H., Hakim-

Panitera

AR R RP R |




| tidak dihadiri. oleh kedua
Ketua ;

i ttd./Arbijoto, SH.
- td./Timur SH
4 Panitera-Pengganti :
§ ro9BP 6.000,- _sted./H.PrimfHaryadi! SH. M

.. - Rp " Y0

Rp 493,000, -
“'Rp 500.000, -

{
1
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CPUTUSAN

+'NO. 138 PKIPdtIZOOB
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
“MAHKAMAH ’AGUNG
memeriksa ‘*p‘erkara -perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan

_-.,,;;i\.'

sebagai benkutdalam perkara ‘ % R e ,
PERKUMPULAN OLAH RAGA EMBONG SAWO (PORES),

berkedudukan dl Jalan Embong. Sawo No: 1 Surabaya dalam 41

haI ml memben kuasa kepada ERMA MUTIARA SH “dkk,

A Advokat b_erkantor di Jalan- .Raya Dar‘mo_13’3 B Surabaya,

‘Pemohon" “Peninjauan Kembah dahulu  Termohon
Kasasx/Tergugat/Pembandlng, e e
SRR e “‘melawan’;
”'“'PT INTERSURABAYA INTILAND;: - berkedUdukan di -Jalan
i Songoyudan No 107 Surabaya Termohon Pemnjauan Kemball

dahulu para: Pemohon KasaSI/Penggugat/T erbandmg :
Mahkamah Agung tersebut ;

‘Menimbang - bahwa. dari - su_r'at-surat _“yang - bersangkutan ternyata
Pemohon Peéhinjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding
telah  mengajukan 'permoh’onan penihjaUan kembali - terhadap putiusan
Mahkamah Agung No. 1819 K/Pdt/2003 tahggal 7 Maret 2005 yang ‘telah
' dalam perkaranya melawan ‘para Termohon
para.’ Pemohon Kasas./Penggugat/Terbandlng

Peninjauan’ i K‘embah : dah"

dengan posxta perkara sebaga1 berikut

bahwa berdasarkan akta- |katan jual beli antara PT Aneka Usaha
Perkebunan dengan Penggugat Akta ‘No. 33 tanggal 11 - April 1989 dibuat
dihadapan Abdurrazaq AShlblIe SH., Notaris di- Surabaya, Penggurat adalah
pemilik tanah dan bangunan ‘yang setempat dikenal sebagai persil Jalan
Embong Sawo No 1 Surabaya (P 1)+

: bahwa lkatan jual b ,‘:No 33 tanggal 11 Aprll 1989 tersebut kemudian

dmndaklanjutl dengan perj Jlan Jual beli seperti tertuang dalam akat jual bel
No. 395/VIII/1996 dan N0396NIII/1996 dibuat dihadapan Notaris/PPAT yang
sama yaitu Abdunazaq Ashlbhe SH. (P- 2,P-3) ;

bahwa Penggugat memang pemlllk sah persil yang bersangkutan, dapat
Se a Bangunan - No. 364/ K;- Kelurahan Embong
rKelurahan Embong Kaliasin yang dua-duanya
: URABAYA lNTILAND / Penggugat (P-4 dan P- 5)

‘.‘.., Patrick Audhie, FH Ul, 2012
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? \ (lapangan ‘tennis) tersebut balk kepada semua anggota perkumpulan Tergugat

bahwa persnl tersebut dlgunakan Tergugat sebaga| ‘sarana olah raga ‘
tennis dan‘squash berikut fasnhtas penunjangnya

“bahwa Tergugat telah menguasan dan menempatl persnl sengketa tanpa
alas hak yang sah . : i \

bahwa semula Tergugat menempatl dan mengelola persil tersebut
dengan membayar sewa kepada pemlhknya yang Iama, tetapl sudah- sejak :
puluhan -tahun® Tergugat tldak pernah membayar sewa Iagn bahkan sejak '
pemiliknya terdahulu (PT ' Aneka Usaha Perkebunan) yaltuw dari ‘siapa
Penggugat telah membeh persnl tersebut :

bahwa' dengan demlklan. T.ergugat_ telah secara  melawan hukum o
menempati dan menggunékan persil sengketa ;- ‘ 4
bahwa.: sementara |tu Tergugat - Juga menynwakan persil - tersebut

Kaupun kepada masyarakat umum dengan harga sewa sebeoar Rp.15.000,-

erjarn/per lapangan : T g i

‘bahwa’ Penggugat telah “menegur- untuk - segera mengosongkan dan

‘ 1enyerahkan persﬂ tersebut kepada Penggugat tetapi tidak dundahkan

bahwa Penggugat telah” menderlta kerugian sebagai akibat tidak bisa

mengelola dan mengusahakan sendiri tanah tersebut, dan Juga karena tudak ;

mendapat penghaszlan apapun darl Tergugat i e : B ‘
bahwa keruglan yang dxalaml Penggugat karena perbuatan melawan

hukum Tergugat sejak tanggal 11 Aprll 1989 sampal akhir 2000 adalah sebesar

Rp 12. 461 326 027 50 (duaibelas mllyar empat ratus enam puluh satu juta tiga

ratus dua puluh enam nb’ fdua puluh ‘tujuh ruplah Ilma puluh sen); vaitu yang il
besarnya dapat dlsamakan dengan uang sewa yang semestmya layak didapat ’g;;
Penggugat tetap! tidak dldapat karena Tergugat tldak membayar uang sewa; o

bahwa selain itu keruglan per tahun berupa pendapatan uang sewa yang l
semestinya blsa dlperolehb_v etapl tldak di dapat karena -perbuatan melawan f
hukum Tergugat tersebu erhltung mu!al tahun 2001 s/d saatnya nanti persn

- milik Pengguqat dlserahk
sebesar Rp. 1. 550 000. OOO
tahunnya ;

alam keadaan kosong kepada Penggugat adalah

satu mllyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) setiap

bahwa besarnya gantl'rugl sejak tahun 1989 sampai dengan akhir tahun 1
2000 adalah sebagalman ) dluralkan dalam - surat gugatan yang jumlah
seluruhnya se_besa‘rva. 2 26.027,50. (dua ratus duapu.luh satu juta tiga ratus

dua puluh enam ribu dua '_ uh tujuh rupiah lima puluh sen) ;

ak..., Patrick Audhie, FH UL, 2012
- Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 138PK/Pdt/2006




Penggugat: uang sebesar Rp o .530.000. 000 (satu mllyar I|ma ratus tiga puluh - 5
juta rupiah) per: tahun terhltung mulal tahun :2001, - sampai saatnya nanti:

Tergugat- mengosongkan dan menyerahkan persrl mrlrk Penggugat tersebutf

bahwa: selarn itu - Tergugat juga harus membayar gantl rugi kepada

kepada Penggugat

: bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas - Penggugat mohon

kepada - Pengadrlan Neqerr Surabaya supaya Pengadllan Negeri tersebut
memberikan putusan yang dapat drlaksanakan terlebih dahulu sebagar berikut :
PRIMAIR :

(A

2. Menyatakan’ Penggugat adalah pemlllk sah persn yang bersangkutan terletak -

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat

di Jin: Embong Sawo No1 satu dan lain sebagalmana tercantum dalam
SHGB. No 364/ K Kelurahan Embong Kaliasin dan No. 359/ K Kelurahan
Embong Kalrasrn (buktl P-4 dan P-5) ;

.‘Menyatakan perbuatan Tergugat yang bersangkutan ‘sebagai perbuatan

melawan hukum

. Menyatakan perbuatan Tergugat dan siapapun Juga yang mendapat hak dari-

Tergugat - untuk segera mengosongkan dan menyerahkan persn Jalan
Embong Sawo No 1 Surabaya yang bersangkutan kepada Penggugat
Menghukum Tergugat membayar gantr rugi kepada Penggugat sebesar Rp.
12.461. 326.027,50,- (dua belas mllyar empat ratus enam puluh satu juta tiga
ratus dua: puluh enam ribu dua puluh tujuh. rupiah lima puluh sen) ditambah
bunga menurut Undang Undang sebesar 24% . 'setahun (atas dasar bunga
sebesar 2% per bulan) terhltung sejak -gugatan rm drdaftarkan sampai
dengan pada saat persrl sudah dikosongkan dan diserahkan dalam keadaan
kosong kepada Penggugat sampai seluruh jumlah dibayarlunas ;
Menghukum Tergugat membayar - ganti rugi kepada ‘Penggugat uang
sejumlah Rp 1 530 000' 000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah)
sefiap tahun terhrtung mular tahun 2001, 'sampai saatnya persil yang
bersangkutan drserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat,
sampar seluruh Jumlah drbayar Iunas

Menyatakan putusan dalam perPara |n| dapat serta merta dilaksanakan;

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar

Rp. 50. 000 000 (Ilma"'puluh juta ruplah) sehari untuk setiap hari Tergugat

tetap alpa mengoson n dan menyerahkan dalam keadaan kosong persil

Jalan Embong Sawo No 1 Surabaya tersebut diatas kepada Penggugat

ak..., Patrick Audhie, FH UI, 2012
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9.

dalam tempo 8 (delapan) harr terhltung sejak Tergugat menenma tegoran
untuk itu dan Pengadllan o1 :
Menghukum Tergugat memlkul buaya perkara ini ;

SUBSIDAIR
Mohon putusan yang seadrl adllnya

Menlmbang, bahwa amar putusan Pengadilan. Negen Surabaya  No,

309/PDT.G/2001/PN. SBY. tanggal 2 Cktober 2001 adalah sebagal berikut :

1.
2.
3.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk: sebagian ; _

Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum

Menyatakan Penggugat adalah pemlllk sah persil yang terletak di Jalan
Embong -Sawo: No 1 Surabaya sebagalmana tersebut dalam Sertifikat Hak
Guna Bangunan No. 364/ K dan Hak Gunia Bangunan No 359/ K, masing-
masing‘di. Kelurahan Embong Kahasm Surabaya ‘

. Menghukum Tergugat atau srapa'saja yang mendapat'hak dari padanya,
untuk menyerahkan persrl Jalan Embong Sawo No; . Surabaya dalam

keadaan kosong dan balk kepada Penggugat

{ Menghukum Tergugat agar membayar gantr rugi (untuk kerugran dari tahun

1989 hingga tahun 2000) sebesar Rp. 6.230.663.013,75,- (enammilyar dua
ratusr-tigazbuIUh juta enam ratus enam'puluh tiga ribu tiga belas rupian tujuh
puluh lima s’en)’dengah"bUngan ‘12'%‘per tahun, sejak perkara didaftarkan di
Pengadilan-Negeri Surabaya hmgga diserahkan kepada Penggugat dalam
keadaan kesong ; i ui \ N : '
Menghukum Tergugat membayar gantl rugi kepada Penggugat oejumlah
Rp. 765. 000 000,- (tUJuh ratus enam puluh Irma juta. ruplah) setiap tahun,
terhitung: mulai tahun 2001 hlngga persrl Embong Sawo No. 1 Surabayav
tersebut diserahkan dalam keadaan kosong dan -baik: kepada Penggugat
sampai seluruh jumlah drbayar lunas ;

Menyatakan bahwa putu%an dalam perkara - ini dapat dualankan terlebrh
dahulu/serta merta walaupun ada bandlng, kasasi maupun perlawanan

Menghukum Tergugat rﬁembayar uang paksa sebesar Rp.- 10.000.000,-
(sepuluh Juta ruplah) untuk setrap hari keter!ambatan menyerahkan -dalam

keadaan kosong, 8 harl sejak Tergugat menerima tegoran- dari Pengadrlan g xfj;,'

Negeri sampai’ drserahkan kepada Penggugat

Menghukum Tergugat?’agar membayar biaya perkara: yang timbul sebesar

Rp. 197..QQ_O,;‘ ('s:eratu'é bilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menumbang, bahw_

ar, putusan Pengadrlan Tinggi Surabaya No.

326/PDT/2002/PT SBY tanggal 23 Agustus 2002 adalah sebagai benkut

Peroleh’ah‘;hak Patrick Audhle FH U, 2012
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Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat — Pembanding tersebut
diatas ; ' | '

Membatalkan putusan Pengadllan Negerl Surabaya tanggal 2 Oktober 2001
No. 309/Pdt G/2001/PN Sby yang dlmlntakan bandmg tersebut

DENGAN MENGADILI SEND!Ri

Menyatakan gugatan Penggugat Terbandlng tldak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat Terbandmg untuk membayar blaya perkara dalam kedua -

tingkat peradllan yang dalam tlngkat bandlng sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga
puluh nbu ruplah) : :

Memmbang,

Mengabulkan permohonan kasasn darl Pemohon Kasasu : PT INTERSURA—

BAYA INT!LAND yang dlwaklh kuasanya TRIMOELJA D. 'SOERJADI,SH. dick.

Tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadllan nggl Surabaya tanggal 23 Agustus 2002

Nomor : 326/PDT/2002/PT SBY

MENGADIL| SENDIRI :

Mengabulkan:gugatan Penggugat untuk sebagian ;
Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;

3. Menyatakah Penggugat adalah pemilik sah persil yang terletak di Jalan.

. Menghukum Tergu

Embong‘fSawo No.1 'Surabaya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak -
Guna Bangunan,.No.'364/ K dan Hak Guna Bangunan No. 359/ K, masing- i

masing di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya ;
Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya,
untuk menyerahkan persil Jalan Embong Sawo No. 1 Surabaya dalam

keadaan kosong dan baik kepada Penggugat ;

Menghukum Tergugat agar membayar ganti rugi (untuk kerugian dari tahun

1989 hingga tahun 2000) sebesar Rp. 6.230.663.013,75,- (enam milyar dua

ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupian tujuh

puluh lima sen) dengan bungan 12% per tahun, sejak perkara didaftarkan di
Pengadilan Negeri Surabaya hingga diserahkan kepada Penggugat dalam

keadaan kosong :

r mbayar ganti rugi kepada Penggugat sejumiah
Rp. 765,000.000,- '(t_djuh"ratus enam puluh lima juta rupiah) setiap tahun,
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semua tingkat peradrlan yang dalam trngkat kasasr ini dltetapkan sebanyak Rp
500.000,- (lima ratus ribu ruplah) '

hukum tetap‘tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung- ‘No.1819 K/Pdt/2003
tanggal 7 Maret"-'-'2005‘"’diberitahuk'an 1kepada Termohon Kasasi: dahulu
Tergugat/Pembandlng ‘pada tanggal 20 Mei 2005 kemudlan terhadapnya oleh
Termohon': Ka asi- dahulu Tergugat/Pembandlng drajukan permohonan
/ peninjauan kembalr secara Ilsan di Kepanrteraan Pengadllan Negen Surabaya
pada tanggal 12 Agustus 2005 permohonan mana drsertar dengan alasan- :
alasannya- yang drtenma di’ Kepanlteraan Pengadllan Negeri tersebut pada

terhitung mular ‘tahun 2001 ‘hingga persrl Embong Sawo No 1 Surabaya
tersebut drserahkan ‘dalam keadaan- kosong dan baik’ kepada - Penggugat.
sampai seluruh jumlah drbayar Iunas : S

Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp." 10.000. 000-‘
(sepuluh juta ruprah) untuk: setlap hari keterlambatan menyelahkan dalam
keadaan kosong, 8 hari sejak Tergugat menerima tegoran dari Pengadilan
Negeri sampai drserahkan kepada Penggugat

Menghukum Termohon Kasasr untuk membayar braya perkara dalam

Menlmbang, bahwa' sesudah putusan yang telah mempunyan kekuatan

tanggal 12 Agustus 2005

telah diberitahukan kepada plhak Iawan dengan seksama pada tanggal = 16 ‘
September. 2005 kemudran terhadapnya oleh plhak lawannya telah diajukan
Jawaban yang dltenma dl Kepanrteraan Per'gadrlan Negen Surabaya pada ,
tanggal 12 Oktober 2005 ; ] ' - '

72 Undang- Undang No. 14 tahun 1985 sebagarmana yang telah diubah dengan
Undang- Undang No 5 tahun 2004, permohonan peninjauan - kembali-a quo o
beserta alasan alasannya yang dlajukan daiam tenggang waktu dan dengan

cara yang dltentukan undang-undan formal dapat diterima ;

telah menga}ukan alasan alasan penrnjauan kembali -yang ‘pada pokoknya
sebagai berikut : i
1.

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan - kembali tersebut jf

Menimbang, bahwa oleh karena itu ‘sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan

Menlmbang, bahw Pemohon Penm}auan Kembali/Termohon kasasi

bahwa Judex Jure Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan dan

CFRBR Tt N R LS TR Pribiy S0

kekelrruan dengan sama ‘sekali tldak membenkan pertimbangan hukum
apapun atas Memon Kasasr dari Pemohon Kasasi maupun Kontra Memori

Kasasi dari Termohon‘Kasasr :
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. bahwa d""e"n'ga‘in tidak - adanya sama ‘sekali pe’rt'imbang‘an' hukum yang
- diberikan: Judex Jure di dalam memberikan putusannya (onvoldoende = 4,
gemaotlveerd) adalah Jelas dan tegas’ membuktlkan bahwa Judex Jure telah
melakukan kekhilafan dan kekeluuan' A Y
. bahwa’ kekhllafan dan kekellruan tersebut Nampak pada putusan Judex Jure
halaman'19 ; : :

. bahwa- Judex Jure telah* khilaf dan ‘keliru™ karena hanya ‘membenarkan !
keberatan - Pemohon : Kasasi, .tetapa tidak - mempertimbangkan mengapa
keberatan-keberatan - ferseb_ut dib‘enarkan,.-dan hanya ‘dengan menunjuk
bahwa -oért'imoangan‘°’Pe‘n'gadilah‘Neg’eri telah ‘tepat dan benar tanpa
mempertnmbangkan manakah pemmbangan yang dlanggap telah tepat dan
benartersebut e . e : :

bahwa: keberatan Pemohon Kasasn yang mendahlkan mengena1 adanya -
; pelanggaran Berlta Acara No il tanggal 12 April 1955 \buktl T-10) adalah
\ tidak benar Justru Judex: Jure yang ‘membenarkan dahl Pemohon: Kasa51
telah salah' membaca dan mengartlkan Benta Acara’ tersebut kesalahan n
tersebut tampak pada
- - bahwa. rapat pada: tanggal 12 Aprll 1955 yang dituang dalam berita acara - |
No.::58% ,.adalah ’Rapat “Umum. Pemegang Saham. (RUPS) NV
SOERA‘BA‘IASCH"S'PORTTERREIN yang menurut Anggaran Dasarnya
dipimpin: oleh Dlrekturnya yaltu Meester Marie Johannes Jacobus

Campioni ; _ v

- bahwa. den'gan:'demikia’n kehadiran. Meester Marie Johannes‘Jacobus
Campioni i ada‘lah“{' dalam kapasitaénya' sebagai - Direktur . NV
SOERA'BA[ASCH ‘SPORTTERREIN,‘ bukan sebagai Direktur-NV Maclain |
Watson & Co.. '_--}s'e!byagaimana‘ didali‘lkan' F’emohon K,aéasi dalam

keberatnnya ;- :
- bahwa adapun pencatuman Meester Marie Johannes Jacobus Camplom

Agen dan NV Maclaln Watson & Co. adalah untuk memenuhi pasal 25
Peraturan Jabatan Notans yang mengharuskan  secrang Notaris 7!

AR e

mencantumkan pekerjaan atau kedudukan dalam masyarakat® dari

Penghadap yang:’ tang kepadanya Namun mengenal dalam kapasitas :

apa penghadap daténg kepadanya sudah ditorangkan dalam akta yang -

dlbuatnya , sebagalmana kemudlan ditegaskan . lagi - dalam . Akta.
Pembetulan No. {7 g : : iy
- bahwa pertlmbangan ‘-Pengadllan Tlngg| pada-halaman 5 seésungguhnya
sudah sesual dengan Komparisi dan Akta No. 51, justru Pemnhon Kasasi

"’:,f: ‘é’ero|ehé.h.hak..., Patrick Audhie, FH Ul 2012
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" yang: telah mencampuradukkan agenda rapat dengan komparlcl dalam
| Akta No: o1 '

5 5.2 bahwa keberatan Pemohon Kasasi yang mempercoalkan perubahan nama -
f SOERABAJA CRICKET EN LAWN TENNIS. CLUB (SCLTC) selanjutnya i
| Juga disebut SLTC menjadi PERKUMPULAN OLAH RAGA EMBONG SAWO
,’ dlsmgkat PORES (selanjutnya. juga dlsebut PORES) dan status harta NV J
S SOERABAIASCH- SPORTTERREIN juga harus dlkesamp.ngkan karena : ‘
- bahwa: keberatan tersebut adalah mempersoalkan bukti-bukti perubahan A
SCLTC! menjadl PORES sehmgqa Mahkamah Agung tidak mempunyai
kewenangan untuk memenksa dan - ‘mengadili- “bukti-bukti” tersebut
- karena: penllaxan buktl tersebut menjadl kewenangan Judex Factl bukan

Mahkamah Agung e L S :
\bahwa' SOERABAJA CRICKET EN LAWN TENNIS CLUB (S8 TC) yang L
kemudian® berubah nama menjadi PERKUMPULAN ‘OLAH RAGA
EMBONG :SAWO d|smgkat PORES telah memperoleh persetu;uan dari x
/ Menteri Kehakiman dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No. :C- } :
901 HT.01.06.TH.2002 tanggal 28 Maret 2002 (bukti T-19), dengan
demikian kedudukan Termohon Kasasi adalah badan hukum yang sah
sebagai‘i;pemilik/penghuni bangunan-bangunan yang berdiri diatas tanah
’ Eigendom - Verponding No. 5525 dan No. 5549 yang terletak di JI.
: Embong"Sawo No.1-Surabaya, disamping itu SCLTC sebagai pemegang

yang sah Surat ljin: Mendlrtkan Bangunan di-atas tanah tersebut ; 4
5.3 bahwa" Pemohon Kasasu telah mencampuradukkan antara dua Badan. x
" Hukum'yang mandiri yaitu NV SOERABAIASCH: SPORTTERREIN dengan |
Handel Maatschappu Maclain Watson & Co.N.V. oleh karena itu keberatan >

tersebut harus ditolak karena : &1
- bahwa NV SOERABAIASCH SPORTTERREIN tidak termasuk di dalam

obyek nasionalisasi atas perusahaan Inggris khususnya Maclain Watson .}
: & Co.N.V. sebagalmana Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1964, oleh 1
' " karena itu yang dllakukan PT Aneka Usaha Perkebunan (Persero) yang
mengakui tanah di Jalan Embonq Sawo No. 1 Surabaya milik Handel 'f;g.
Maatschappij Maclaxn Watson & Co.N.V. adalah merupakan rekayasa
dari PT Aneka Usaha Perkebunan {Persero) yang dilakukan dengan cara
mempergunaKan n ma Fraser Eaton & Co yang dianggap sebagai
. aan H%ﬂd,el- !Waatschappxj Maclain Watson & &
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| - bahWa‘ NV SOERABAIASCH SPORTTERREIN adalah perusahaan milik
} Belanda vdimana pemegang sahamnya -antara - lain.- Marie Johannes
Jacobus:Campioni,‘Barend de Kok Frank Guypers Gordon Rowley,
J George Erward -Jeffries, dan sebagal novum Pemohon Kasasi ‘telah
“menemukan berupa Kanu Imlgrasx atas nama ‘Barend de. Kok yang
‘membuktikan ‘yang: bersangkutan adalah warga - Negara Belanda’ dan
telah menlnggalkan Indonesia dengan Exit Permit No. Ep.Sba S-9/311C
Surabaya tanggal 17 September1957 i e
54 bahwa Pengadllan Tinggi“telah memben pertlmbangan yang tepat dalam
putusannya karena berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1979, Termohon
Kasasi ' yang “telah darl ‘dulu “hingga kini menghuni, ‘menempati dan
menggunakan tanah bekas Elgendom Verpondmg No. 5525 dan No. 5549, »
sudah seharusnya mendapat pnontas untuk mendapatkan hak atas tanah

[
e
|
4
i
;;
k
L

tersebuf: el e & v ¥ ,

bahwa Termohon Kasasi 'secara terus menerus sejak tahun 1905 sampai i;
f saat |n|-, .txdak pernah mengahhkan status pengelolaan tanah di JI. Embong
A i

Sawo No.'1 -Surabaya Repa'da siapapun, termasuk kepada PT Aneka Usaha id
Perkebunan (Persero),, oleh karena itu kedudukan Pemohon Kasasi yang |
menganggap sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan adalah
bertentangén"denganuSur'at Menteri Agraria/Kepala BPN tanggal 6 Oktober
1995 No.‘.-'5_‘50.2§2873 perihal “Tahah_Hak,Gu’na Bangunan No. 364/KiKel.
Embong ?.:Kaliasin,-Ke_C}::Genteng, ‘.“Ko'dya Déti Il Surabaya”. yang juga
menyinggung fentang tanah HGB No. 359/K/Kel. Embong Kaliasin. |
5.6 bahwa Pemohon Kasasi telah salah menafsirkan pertimbangan Pengadilan M
Tinggi dengan menyatakan bahwa Pengadllan Tlnggl telah-mengambil alih
kewenangan f ,Pengadll'an ‘Tata. Usaha ~Negara, = karena | yang
dlpertlmbangakan Pengadilan Tinggi adalah :
a. terbukti Pemohon KaSasi" tidak memenuhi syarat-syarat sebagaiména L
tercantum dalam Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 550.2-~
* 2873 tanggal 6 Oktober 1995 ;
) b. bahwa Pengadllan Tlnggl bukan menilai sah tndaknya Keputusan Menteri ‘
5 Agrarla tersebut tetapl menllal apakah syarat syarat yang ditentukan
dalam’ surat tersebut telah dipenuhi ;
5.7bahwa Pemohon KasaS| 'salah menafsxrkan pengeman bahwa Sertlﬂkat
merupakan alat pemb' “tlan yang kuat karena sebagal alat bukti yang kuat
bukan berart« mutlak ‘}karena apablla plhak lain dapat membuktikan adanya Al
kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan dan peralihan sertifikat
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tersebut,-maka .vsertvifikat tersebut: dapat ‘dinyatakan tidak sah: Mengingat
proses perélihé‘h hak 'yang-dilakukan iolethT»Anéka] USéha Perkebunan
" (Persero) -\tida'k’sésdai dengan Keputusan Kepala BPN No. 12/HGB/BPN/88
tanggal 10: Desember 1988 dan’ Keputusan KDH ngkat I-Jawa Timur No
593. 52/|823/SK/202/1988 tanggal 5. ‘Nopember - 1988 yaitu - mengenai =l
persyaratan pengganti Meetbrief (surat ukur) tanggal 13 Maret 1905 No.73;
maka pemberian HGB tersebut batél;d.e‘ngan sendirinya ;" :
I 5.8bahwa keberatan 'Pemohoh‘ ‘Kasasi yang mempersoalkan  mengenai
penilaian‘: buktl dari Judex Facti serta -pengungkapan fakta ' tentang
keberadaan e Soedarto bukan menjadl kewenangan Mahkamah Agung

sebagai Judex Yuns
5.9bahwa sangat -tudak relévan‘Pemohon’fKasasimenggugat Termohon Kasasi
_ untuk mengosongkan ‘tanah dan ‘bangunan di Jl. Embong Sawo No. 1 ,
Surabaya,"-kare‘na antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak ¢
ada hubungan h_’ukum,v‘seh‘arusnyaiPemohon' Kasasi menggugat PT Aneka {.
f Usaha Perkebunan (PT.AUP), ;.'diména “telah terjadi -~ peralihan hak ,’

dengannya;

berupa ) ‘ ¥
a. Kartu Imigrasi atas nama BAREND de KOK, yang membuktixan bahwa

BAREND - de KOK ‘adalah- warga Negara Belanda, dan - telah ,l
| meninggalkan Indonesia tanggal:17-September 1957. BAREND de KOK
adalah:- salah satu‘; . pemegang. = saham . .NV.  SOERABAIASCH
SPORTTERREIN,  dengan . demikian terbukti - bahwa NV

SOERABAIASCH ‘SPORTTERREIN adalah Badan Hukum Asing Ex. "
i Belanda dan bukan peru'sahaan milik Inggris (bukti PK-1); §
b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 12/88 tanggal 7 Januari 1988 ,
yang diterbitkan Ir. Soebardi “selaku Kepala Kantor Agraria yang :
membuktikén tanah‘ obyek sengketa semula adalah merupakan tanah

* ' Y Elgendom Verpondlng No. 5525 dan No. 5549 yang setempat dtkenal JI.
Embong Sawo No. 1 Surabaya (buktl PK-2):
o c. Pernyataan PreS|d_en‘ Dlrektur PT'qntersurabaya Intiland tanggal 22 Juni

1993, yang dibuat’-dihadapan Notaris Imam Sudjono Hermanto, yang #
F membuktlkan bahwa Termohon Penlnjauan Kembali harus memenuhi
L segala ketentuan yang dlpersyaratkan dan tanpa pemenuhan tersebut :
maka i uln pemlndahan hak pakal adalah batal (bukti PK-3); (
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d. Surat: No 640/1868/402.4.6/2002 tanggal - 25-:Oktober 2002 yang
dlterbltkan Drs Bambang DWI Hartono MPd ‘selaku Wahkota Surabaya
yang: membuktlkan bahwa POR':S adalah pengguna tanah dan’ juga
pemilik “bangunan ‘yang menurut Keppres No. 32 Tahun 1999 jo.
Peraturan Menteri Dalam Negerl No. 3 Tahun 1999 memperoleh prioritas
untuk: mendapatkan hak atas tanah tersebut (Bukti PK-4) ;

Menlmbang, bahwa terhadap alasan alasan penlruauan kembali tersebut
Mahkamah Agung berpendapat he 5 . R ‘

mengenai: alasan alasan ke 1 sampal denqan 5. 9

: bahwa alasan-alasan tersebut tldak dapat dlbenarkan karena tidak
terdapat: suatu’ kekhllafan Hakim atau suatu kekellruan yang nyata;, bathbung

alasan-alasan - tersebut ' sudah diajukan  dalam tingkat kasasi dan telah

dipertimbangkan ‘oleh’ Mahkamah 'Agung 'sebagaimana mestinya, -sehingga “
c\alasan- alasan'ters'eb‘ut tidak memenuhi ketentuan sebagalmana diatur dalam. !

bahwa alasan- alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena surat- '
surat bukii-yang duajukan sebagal novum, yaitu bukti PK-1, IV dan Vi dlbuat =
setelah perkara diputus, sedangkan buktl PK-ll; 1l dan V bukan' merupakan
surat-surat bukti.yang bersﬁat menentukan sehingga tidak termasuk novum
sebaganmana dimaksud dalam pasal 67 huruf b jo. pasal 69 huruf b Undang-
Undang No.: 14 tahun 1985- sebagalmana yang telah diubah dengan Undang-
Undang No S tahun 2004 ;.

Menlmbang, bahwa befdasarkan pertimbangan ~ ~diatas, maka
permo_hqnar‘\_v .paninj_auan kembali yang diajukan oleh: PERKUMPULAN OLAH
RAGA EMBONGSAWO (PORES) tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus
ditolak ; : -4

Menimbang, bahwa - karena pérmohonan peninjauan kembali ditolak, ‘
maka biaya_,perk’ara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan
kepada Pemohonf Peninja_ua’n'K'embaii‘;' . 38

Memperﬁatikan ba'éal'-;paéal dari‘ U'ndang-Undang No. 4 tahur 2004 dan
Undang- Undang No. 14> tahuh 1985 'sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang No. -5 tahun 2004 serta peraturan - perundang-undangan lain
yang bersangkutan
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Menolak: permohonan penlnjauan kembali dari : PERKUMPULAN OLAH
RAGA EMBONG SAWO (PORES) tersebut ;-

Menghukum Pemohon Penmjauan Kembah untuk membaya. blaya
perkara dalam pemerlksaan pemnjauan kembali ini sebesar Rp2500 000z

(dua juta llma ratus ribu ruplah

Demlktanlah dlputuskan dalam’ rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada harl Semn tanggal 14 Agustus 2006 oleh Atja Sondma SH. Hakim

Agung yang dltetapkan oleh }\etua Mahkamah Agung sebagai - Ketua Majelis,
I Made Tara SH dan Hi Muhammad Tauﬂk SH.," Hakim- Haklm Agung: cebagas
Anggota dan dlucapkan dalam s;dang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Ketua Majells tersebut beserta Haklm Hakim Anggota tersebut dan di bantu k
oleh Edy Pramono ,SH, MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

kedua belah plhak

Hakim — Hakim Anggota.; s AT : Ketua :

ttd/l Made Tara,SH, = ¥ ttd/Atja Sondjaja,SH.
ttd/H,MuhammaﬁdhTaL‘ifrik;éH,.‘,__’V : |

Biaya — biay'a i i Sl Panitera Pengganti :

1. Meterai . ~Rp.  8.000,- - ttd/Edy Pramono;SH: MH.
2. Redaksi, | Rp. 1.000,-

3. Adm.PK _Rp.2.493. 000.-

Jumlah : T Rp 2.500.000,-

Untuk salinan-
1 AHKAMAH AGUNG R.l.
.‘ -a.n. Pamtera, ,d\,/

} AMlNG SUNUSI SH. MH.
NIP. 040030169
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R ~ AKTA JUAL BELI

o o - o o No 36 [ yrxx 19 96,

Padahadini, bard 0.8 b 4wy tangal 24 Agatva 1996,

datang wenghadap kepada saya, ABOURRAZAQ ASHIBLIE, S.H. ----------
Camal, Kepala Wilayah Kecamatan Motaris di Surabaya. ------------
olch Meiteri Dalam Negeri /Mented Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan
vcrdasarkan ketentuan dalam pascl S Peraturan Menleri Agraria No. 10/1961

Nasional dengan Surat Kcputusans ya tanggal 13 Juai 183 N, SLAMJOITM:.
bedindak’

B . R : . sebagai Pcjabal Pembuat Akta Tanah yang dimaksud daiam

: pasali9 Peraturan Pemeiintah No. 10 (ahun l961 lcnlnng Pcudal"aran Tanah
- untuk Wilayah Kotemadya Surubaya.

e - - . ,\ « 8

A /g-.“uihadirl olch saksl-saksl yang dikenal oleh sayi. Pcjabat Pembuat Akta
nah dan akan discbutkan di baglan akiiir akta lnl

* 1. uan $0EBIIONO juga ditulis dan discbut S0EBIJONO HAOI-
- WI0JO0JO, ukur 51 tahun, WNI., pengusaha, bertempat -ting-
gal di surabaya, JI'. Trunojoyo Ho.1=3; ===---cccccccecocs
2. Tudn _SAPURNHO juga ditulis dan disebut anPURNO Ao~
UIDJOJO uaur 42 talnun, WHI., pengusaha, bertompat ting-
ga\ af 8urabaya. Jil. Dr.-Sutomo No.10; -———-
nénurut keterangan @ereka dalam® hal‘ini bertindak dalam
kedudukannya - selaku Presiden Direktur dan Kosmisaris, dart
dan demikian sah mewakilf PT. INTERSURACAYA INTILAND, ber-
kedudukan Jdi Surabaya, yang Anggaran Dasarnya telah wmenda- .
oA . pat pengesahar sebagal Badan Hukum dari Instansi yang ber-
‘ t . wenang tanggal 12 Pgbruari 1990, Ho.C2r709.HT.01.01.TH.90,
[// . dan terakhir dirubah ‘dengan akta saya, Notaris, tanggal 12
Hopember 1992, No.33," selaku demikian bertindak berdasar—
kan akta Kuasa Khusus Untuk Henjual tangpal 11 April 1989,
No.34, dibuat dihadapan saya, Hotaris, dari dan demikian
- s untuk "dan gtas nama PT. ANEKA USAHA PERKEBUHAN (PERSERO),
I <. barkedudukan di Jakarta, yang dalam melakukan perbuatan
', k/// ; huKum menurut akta fni telah mendapat .persetuluvan darfi

Henteri Hegara Agrdria/Xepala Badan Pertanahan Hasional
_tanggal 6.0ktober 1995, t{o ML 299805, ~rrommsree —————— e

% ¢ ; . »
% ]

e 8 .- . '\ “Pihak Penjual, untuk selanjuthyu disebut E]Iln‘é PERTAMA" .,

1. 1.°Tuan SOEBIJONO juga ditulis dan disebut SOEBIJONO HADI-
WIDJOJO ~.dan =-==g====-=m==mom e mmemte e oo

2. Tuan SAMPURNO juga ditulis dan disebut SANUPURHO HADI-
L ([ R PR

-mentirut kel:erangan méreka dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya selaku-Presiden Dircktur dan Komisaris, dari
S . dan demikian sah mewakili PT. INTERSURABAYA INTILAND, ber-
' kedudukar di Surabaya tersebut diatas. —=---=------ccc-o---

"Pihak Penbeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA".

’-
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MENTERI NEGARA AGRARIA /

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Jakarta i 6 OktOber 1995 -

Nomor : 550,2-2873 . ’ =,

Lampiran : o : Kepada Yth.

Perihal : Tanah Hak Guna Bangunan Sdr. Kepala Kantor Wilayah
No. 364/K. Embong Kaliasin, Badan Pertanahan Nasional
Kecamatan Genteng,Kotamadya Propinsi Jawa Timur
Daerah Tingkat II Surabaya. - di
""""""""""""""" SURABAYA.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :
1. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kotamy@y:a

K;‘ Sdr. SOEBIJONO gqqg. PT. ANEKA USAHA P

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 27 Juli 1993
Nomor 550.235-14242, perihal tersebut pada pokck surat, dan
cdengan memperhatikan_ surat Menteri Keuangan tanggal 23 Mei
1268 Nomor £-410/MK.13/1988 bersama ini diberitahukan bahwa
pada prinsipnya permohonan ijin pemindahan Hak Guna Bangunan
No.364 dan No.359/K Embong Kaliasin masing-masing luasnya +

15.530 M2 dan 1.427 M2 atas pama PT.ANFKA USAHA PERKEBUNAN
(PERSERO) kepada PT. INTER SURABAYA INTI LAND seluas 15.530
M2, terletak di Jalan Embong Sawo No.l1, Kelurahan Embong
Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya dapat dise-
tujui dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Bnap B of- gala =X-{ok-¥-
aqunar kepada pihak lain.

b. Penerima hak tidak diperkenankan mengosongkan tanah terse-
but, yang sekarang berupa Lapangan Tennis, kecuali dengan
kesepakatan para pihak yang menggunakan tanah tersebut,
dan sesuai dengan rencana kota (RUTR/RUTRW), dan Pernya-
taan Presiden Direktur P.T. Inter Surabaya Intiland tang-
gal 22 Juni 1993 yang dibuat' dimuka notaris 1mam Sudjono
Hermantc SH (Akta Notaris No. 5). ’

c. Pemindahan hak harus dilakukan dihadapan Penjabat Pembuat
Akta Tanah, sesuail dengan kXetentuan yang berlaku.

d. Dengan tidak dipenuhinya %alah satu syarat sebagaimana "

tersebut pada huruf a, b, dan c, ijin pemindahan hak ini.
batal. -

Demikian untuk menjadikan maklum.

MENTERI NEGARA AGRARIA/

‘:Yél di Surabaya.
“ (PERSERO) ,

Jl. Sumbawa No. 12, Surabaya.

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH Ul, 2012




AKTA :

. 11 April 1989.

OMOR : 34.

~

KUASA KHUSUS UNTUK MENJUAL

-~ Salinan., =

ABDURRAZAQ ASHIBLIE, 3.H.

NOTARIS & PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAEL
DI

SURABAYA

JUN, KETAMPON No, 2
TELP, (031) 69213
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Nomor: 34. . !
KUASA KHUSUS UNTUK MENJUAL

Pada-hafi ini, hari 8 e 1l a s a, tanggal’
sebelas (11) April (1989) seribu sembilanra-
tus delapanpuluh sembilan; ----------—==ce--
| Telah mengh;dap kepada saya, ABDURRAZAQ
ASHIBL;E Sarjana Hukum, notaris di Surabaya,

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, |
notaris 'tglah kenal dan yang nama-namanya

akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: |
Tu#ﬁ Insiﬁyur SOEDARTO, Direktur Utama

P.T. yang disebutkan dibawah ini, bertempat

.tinggal di-Jakarta Selatan, Pasar HMinggu,

R.T.009/R.W.001, sementara ini berada di Su-

RADAY S — 1 - — = — e e —— B - = o o om o o
l manurut keterangannya &aiam kedudukahn?a

tersebut diatas bertihdak dan bertaqggung
jawab penuh untuk mewakili P.T. ANEKA |
USAHA PERKEBUNAN (Pe}sero) berkedudukan
dan berkantor pusat di Jakarta, vyang
‘anggaran -da&arnya didirikan, disetujui
dan diumumkan dalam Tambahan Berita Nega-
ra Republik Indonesia, tanggal duapuluh
tiga (2%) Maret (1985) seribu sembilanra—
tus delapanpuluh lima, nomor 28, Lembaraa
nomer 407/1985, sesuai Surat Keputusan
Menteri Keuangap Republik Indonssia, taﬁg—
gal satu (1) Nopember (1984) seribu sem-

bilanratus delapanpuluh empat, nomor

1099/KMK.011/1984 yang memuat penggantian |




L |

Direktur Utama P.T. tersebut; -----—=-—-==-=
Penghadap saya, notaris telah kenal. ------

Penghadap menerangkan dengan ini memberi

kuasa kepada : —~—=—==—= =
1. Tuan GONDO SETIAWAN, pengusaha, bertempat

tinggal di Surabaya, jalan Ketupa nomor 18,

N

Tuan SCEBIJONO, pengusaha, bertempat ting-
gal di Surabaya, Jalain Sumbawa nomor 12,

3. Tuan SAMPURNO, pengusaha, bertempat itinggal

di Surabaya, Dokter Sutomo 10. --—--=-------
4. Tuan SOERIJO GONDO SETIAWAN, 'pengusaha,

bertempat tinggal ¢i Surabaya, Ketupa 18;

bersama-sama mewakili P.T. INTERSURABAYA

INTILAND, berkedudukan di Surabaya. —-—--- ——

untuk dan atas nama penghadap tersebut di-
atas akén tefapi atas'biﬁya dan resiko serta
vkeuntunéan sendiri dari yang diberi kuasa
untuk menjual aan/atau ﬁéﬁindahkan hak/mele-
paskan ‘hak baik kepadg vang' dibefi kuasa
send{ri maupun keﬁada ‘pihak' lain dengaﬁ
syarat dan harga yang'dipandang baik» olen
yang diberi kuasa,'atas:_————-—Q——fr ————————
A. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan, nomor
364/K. Kelurahan Embong Kaliasin, seluas
15}530 m2 (limabeias ribu limaratds tigapu-
luh meter persegi), lebih lanjut diuraikan
dalam Surat Uer, tanggallduaédluh sembilan

(29) . April (1905 ) <seribu sembilanratus

lima, nomor {123 dan Sertipikat Buku Tanah

Perolehan hak..., Patrick A—udhie, FH Ul, 2012




Qari Kantor Pertanahan Kotamadya Surabavya,

tangéal QUapuluh satu (21) Pebruari (1989)
~l séribu sembilaﬁratus.delapanpuluh sembilan;
‘ B. Sebidang tanah Hak Guna 'Bangunan, nhomor
359/K. Kelurahan Embong Kaliasin, seluas
1.427_m2'(seribu empatratus duapuluh tujuh
meter bpersegi), labih lanjut diuraikan
dalam Surat Ukur, tanggal tigabelas (13)
Maret (1905 ) seribu sembilanratus 1lima,
no;or 73/1905 dan Sertipikat B8uku Taéah
‘dari Kantor Agraria Kotamadya Surabaya,
tanggal limA (5) Desember (1988) seribu

sembilanratus delapanpuluh dslapan; --—----

kedua Seftipikat‘tersebut diatas tertulis atas
nama pemberi kuasa dan merupakan satu kompleks
terletak di wilayah Propinsi'Jawa'Timur. Kota-
madya-Surabaya, Keocamatan Genteng, Kelurahan
Embbng Ka}iasin, setempat terkenal sebagai
persil  Jjalan Emboné Sawo - nomor 1, bérikut
;eégla sesuafu yang berdiri, ditempatkan dan
tertanam diatasnya yang karena jenis dan ke-
tentuannya menurut hukum dianggap sebagai
benda™ LadilioJi - R — == === =—= et h

Sélanjﬁtnya untuk keperluan tersebut di-

atas yang diberi Kkuasa diperbblehkan untuk:

Menghadap kepada instansi-instansi dan/

atau pejabat yang berwenang, baik sipil
maupun militer, notaris/Penjabat Pembuat Ak-
ta Tanah untuk memberi dan minta keterangan-

keterangan, membuat dan minta dibuatkan su-

Perolehan hak..., Pétrick Audhie, FH Ul, 2012




rat/akta yang berhubungan dengan tra%séksi
jual beli persil/rumah tersebut diatas, me-
nandatangani, mengajukan dan/atau menarik
kembali permohonan, minta, menerima’ serta
menolak keputusan serta memutuskan segala
sesuatunya, menerima uang hasil penjualan
tersebut, mempergunakan uang hasil penjualan
tersebut menurut kebijaksanaan yang diberi
kuaga, ‘menagih k?pada‘siapa4saja yang tidak
mau ~ membayar, menyatakan lunas dan minta,
memb;ri serta menandatangani tanda bukti
pembayaran '(kuitansi) dan demi tuntasnya
urusan tersebut diatas yang diberi kuasa da-
pat melakukan semua perbuatan hukum yang
- olehnya d}bandang baik dan berfaedah, seéala
biaya-biaya yang timbul akibat'kerusakan ini
menﬁpakan beban dan tanggung Jawab pihak
penerima kuasa. —=------ i'“;’-“-‘-f ----------
‘ Sékarang henghadap kepada saya, notaris,
Tuan GONDO -SETIAWAN, Tuan SOEBIJONO, tuan
SAMPUéNQ dan. tqan SOERIJO GONDO SETIAWAN
tef%ébut-diataq dan yang saya, notaris telah
kenal, menerangkan dengan ini menerima kuasa
menurut akta ini. e S L s
S e SR Demikianlaﬁ akta inl -~~~
dibuat dan djresmikan di Surabaya, pada L ari
dan tanggal seperti tersebut -pada b wian
awal akta ini, 'dengan:dihadi I élehv Ncha
Aisjah. Sarjana Hukum.daﬁ ﬁar Qngko, kéduanya_

~pegawai notaris dan b.rtempat tinggal di

P.eroleha,n hak..., Patrick Audhie, FH Ul, 2012
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Surabaya., @ebagai szaksi-saksl. =-=sremescews
Setelah ak-a ini oleh saya, notaris diba-

caka'. kepada para penghadap dan saksi-saksi

ter-.ebut, maka segera akia ini ditandata-

ngani oleh para penghadap, saksi-saksi ter-

sebut dan saya, notaris. -----—---------—--—-
Dilangsungkan dengan sembilan perubahan,

yaitu tiga gantian, dua coretan dan émpat

St ol I e =~ T T T T T T oo seees

Asli sahih akta ini telah ditandatangani

dafgan s omblr nANOLEI : g =sa. — s ~— ~ ——————————-
i. Tuan Insinyur soEDARTO. ______________
2. Tuan GONDQ SETIAWAN. ———=—---—-r—=-——-—-
3. RuanEsSOEBRFIONO. ———== f _______________
4. Tuan SAMPURNO. —=—————m—mmm e
5. Tuan SOERIJO GO.N.DO SETIAWAN. A b
6. Nonha Aisjah Sarjana Hukum. =~—-=======-

7. MARSONGKO., ~—rm————mmmmmmmm e

| 8. ABDURRAZAQ ASHIBLIE Sarjana Hukum. ——-

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN YANG SAMA BUNYINYA.
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